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BUPATI HALMAHERA BARAT
PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT
NOMOR: 2 TAHUN 2022

TENTANG

PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUI-IAN YANG MAHA ESA

BUPATI HALMAHERA BARAT,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 100 Peraturan Pemerintah
i.iorno: i2 Tairur: 2A19 teniang Pengeioiaan Keuarrgan Daerah dan Fasai 3
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2O2A tentang Pedoman
Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan
Daerah tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

Lrahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu
rneneiapkan peraLurarr Daerah ieniang Pedornarr Pengeiolaan Keuangarr
Daerah;

Pasal 18 ayat {6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia ?ahun
1945;
Undang-undang |.lomor 60 Tahun 1958 icntang Penetapan Undang-
undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-
daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I
Maiuku menjadi Undang-undang (Lembaran Negara RI Tahun 1958
Nomcr:80, Tarntrahan Lernbaran Negar:a Nornor $a5);
Undang-Undang Nomor 46 Tahun l99q tentang Pembentukan Provinsi
L{a-l.uku Utara, Kabupaten Pr"rlau B,;ru. dan F.abupeten F.{eluku
Tenggara Barat (Lembaran Negara Tahun lggg Nomor L74, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3895);
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten
Haimahera Lrtara, Kabupaten iialmahera Seiatan, Kabupaten Kepuiauan
Su1a. Kahunaten Halmahera Timr:r dan Kota Tidore Kenr:Lar:an di Provinsi
Maluku Utara (Lembaran Negara R.I. Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan
Lembaran Negara R.I. Nomor 4264);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Leml-raran Nega-ra- R-eln-rbhk Ind-6rrssia- Ta-hr-r-n 2AL4 Nomor 244.\----- -'_ -_" _o _-'_ ---r _'-_-

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
Unrlang-undang Nomor i 'iahun '202'2 tentang Hubungan Keuangan
Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah {Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2A22 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara
D^^,,1-lil- r-".l^-^-i^ \r^*^- A'7 tr'7\.r\1 HUUIB IIIUUIILJIa rtUrllUL V, J, 12

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2OL9 tent.ang Pengeloiaan
Keuangan Daerah (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Oi9
Nomor 4'2,Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 632'21;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2o2o tentang Pedoman
Teknis Pengeioiaan Keuangan Daerah (Berita i.{egara Repubiik in<ionesia
'T'-} ', n )A )A I\l^-^- 1 7a 1 

,l.
aqrtUii LVLV rtUlrrvl t t V ijt

Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Halmahera Barat'
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Menetapkan

10. Peraturan Daerah Kabupaten Halr'^:.ehera Barat Ncmcr 2 Tthun 2tJ2l

tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat
Nomor 6 Tahun 2OL6 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Halmahera Barat;

l)engan Persetujuan }Jersama

DEWAN PtrRWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATtrN HALMAHtrRA BARAT
dan

BUPATI HALMAIIERA BARAT

},4tr}I UTUSKAITJ:

: PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN KEUAI{GAN DAERAH'

BAB i
KtrTENTI_IAN UMI_TM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat adalah Presiden yang memegang kekuasaan
peinerintahan i.{egara Reputilik Indonesia yang diban'ru oleh wakil presicien
dan menteri sebagaimana dimaksud dalam undang-undang dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Menteri adaiah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah dalam
Negeri.

3- Femerintah provinsi Ivjair-rku Utara yang seianjuinya disebui pemenntah
provinsi ialah Gubernur yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah
yang menjadi kewenangan Daerah.
Daerah adalah kabupaten Halmahera Barat.
Pemei:intahan Daerah adalah penyelenggaraan urusail pemerintahan oleh
pemerintah Daerah dan dewan perwakilan Ra*ryat Daerah menumt asas
otonomi dan tugas pembantuaa dengan prinsip otonomi seluas-luasny*
dalam sistem dan prinsip Negara kesatuan republik Indonesia sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
Pemerintah Daerah ada-lah Bupati sebagai unsur penyelenggara
pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah
daer.ah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
Bupati adalah Bupati Halmahera Barat.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah
lembaga Perwakitan Rakryat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan Daerah.

9. Keuangan Daerah adalah semua hal dan kewajiaban daerah dalam rangka
penyeleaggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang atau
segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik daerah berhubung
dengan hak dan kewajiban derah tersebut.

10. Pengelolaan keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi
perencanaan, penganggararLz pelaksanaan, penatausahaan,
pelaporan, pertanggung jawaban, dan pengaq,'asan keuangan Daerah.

11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara selanjutnya disingkat APBN
adalah rencana keuangan tahunan pemerintah pusat yang ditetapkan
dengan undang-undang.

L2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daeratr yang selanjutnya disingkat APBD
adalah rencana keuangal daerah yang ditetapkan dengan perda.

13. Penerimaan Daerah adala}. uang yang masuk ke kas Daerah.
L4. Pengeluaran Daerah adalah uallg yang keluar dari kas Daerah.
15. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai

penambah nilai L"lrraan bersih dalam periode tahun anggaran yang
berkenan.

16. Dana transfer: umum adal,ah dana yaog dialokasikan dala .LPBN kepada
Daerah untuk digunakan sesuai kewenangan Daerah guna mendanai
kebututran Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.
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Dana transfer khusus adalah dana yang dielokasikan oleh APBN kepada
Daerah dengan tujuan membantu mendanai kegiatan khusus, baik lisik
maupun non fisik yang merupakan urusan daerah.
Dana Bagi Hasil selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang bersumber
dari pendapaian tertentu APBN yang diaioksikan kepada Daerah penghasil
herdasarkaa angka presentase tertentu dengan tujuan mengurangi
ketimpangan kemampuan keuangan antara pemerintah pusat dal Daerah"
Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang
bersumber dari pendapatan APBN yang di alokasiakan dengan tujuan
pemerataan kemampuan keuangan antar Daerah untuk mendanai
kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.
Dana Alakasi Khusus yang seialjutnya disrngkat DAK adaiah riana yaag
bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan
tujuan untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan ufllsarl
pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah.
Belanja Daerah adalah semua kewajiban pemerintah Daerah yarrg diakui
sebagai pengurangan nilai keka_vaan bersih dalam periode tahun anggaran
berkenan.
Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kemba-li dan/atau
pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang
berkenal maupun pada tahun anggarar berikutnya.
Pir{aman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah
menerima sejumlah uarlg atau manfaat yang bernilai uang dari pihak lain
sehingga Daerah dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
Utang Daera-h yang selanjutnya disebut utang adalah jumlah uang yang
wajib dibayar pemerintah Daerah danlatau kewajiban pemerintah Daerah
yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan pertrrdang-
undangan, atau berdasarkan sebab lainnya yang sah.
Pemberian pinjaman Daerah adalah bentuk investasi pemerintah Daerah
pada pemerintah Pusat, pemerintah Daerah lainya, Badan Layanan Umum
Daerah milik pemerintah Daerah lainnya, Badan Usaha Milik Negara, Badan
Usaha Milik Daerah, Koperasi dan Masyarakat dengan hak memperoleh
bunga dan pengembalian pokok pinjaman.
Dana cadangan adalah dana yang disisihkan untuk mendanai kebutuhan
pembangunan prasarana dan sarana Daerah yang tidak dapat dibebankan
dalam 1 (satu) tahun anggaran.
Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode
pelapora-n yang menurunkan ekuitas atau nilai kekayaan bersih yang dapat
berupa pengeluaran atau konsumsi asset atau timbulnya kewajiban.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah yang kemudian dislngkat RPJMD
adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode s(lima) tahun.
Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana
Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen
perencanaan Daerah uniuk periode i isaiui Tahun.
Ketr{jakan umum APBD yang selanjutnya disrngkat KUA adalah dokumen
yang memuat kebiiakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta
asumsi yang mendasarinya untuk periode l(satu) Tahun.
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS
adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan
kepada perangkat daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan
daiam penyusunan rencana kerja dan Satuan Kerja Perangkat Daerah.
Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang
sel,anjtnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen yang memuat rencana
pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat rencana
pendapatan, beianja, dan pembiayaan SKPD yang menjalankan fungsi
bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar penyusun
rallcangan AFBD.
Kerangka pengeluaran jarska menengalr adalah pendekatan pengganggaran
berdasarkan kebijakan dengan pengambilan keputusan terhadap kebijakan
tersebut diLakukan dalam perspektif lebih dari 1 (satu) Tahun anggaran
mempertimbangkan implikasi braya akibat keputusan yang bersangkutan
pada tahun berikutnya yang dituangkan dalam prakiraan maju.
Program adalah bentuk instrumen keb{jakan yang berisi 1 (satu) atau lebih
kegiatan yang dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat Daerah atau
masyarakat yang dikoordinasikan oleh pemerintah Daerah untuk mencapai
sasaran atau tujuan pembangunan Daerah.
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Kegiatan adalah prcgram yang dilaksanakaa oleh 1 (satu) atau beberapa
satuan kerja perangkat Daeratr sebagai bagian dari pencapaiaa sasararl
terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan
pengarahan sumberdaya baik yang berupa personil atau sumber daya
manusia, barang modal termasuk peraiatan dan teknologi, dana, atau
kombinasi dari beherapa atau semua jenis sumber daya tersebut, sebagai
masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa.
Kegiatan tahun jamak adalah kegiatan yarrg dianggarkan dan dilaksanakan
untuk masa lebih dari l(satu) tahun anggaran pekerjaannya dilakukan
melalui kontrak tahun jamak.
Keluaran adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang
dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan prografil
dan kebijakan.
Hasil adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari
kegiatan dalam 1 (satu) program.
Sasaran adalah hasil yang diharapkan dai'i suatu prograin atau keluar:an
yang diharapkan dari suatu kegiatan.
Kinerja adalah keluaran/hasil dari programlkegiatan yang akan atau telah
dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan
kualitas ya;rg terukur.
Kas umum Daerah adalah tempat penyimpanan keuangan Daerah yang
ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan
memtra5rar seluruh pengeluaran Daerah.
Rekening kas umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang
Daerah yarrg ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh
penerimaan Daerah dan membayar seluruh pengeluaran Daerah pada Bank
yang ditetapkan.
Dokumen pelaksanaarl anggaran satuan keq'a peralgkat Daerah yang
seianjutrrya disingkat DPA SKPD adalah dokumen yang memuat
pendapatan, belanja, dan pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi
Bendahara umum Daerah ya:rg digunakan sebagai dasar pelaksanaan
anggaran oleh pengguna anggaran.
Surat penyediaan dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen
yang menyatakan tersedianya dana sebagai dasar penerbitan surai
permintaan pembayaran.
Surat permintaan pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah
dokumen yang digunakan untuk mengajukan perrnintaan pembayarall.
Ue;rg persediaa$ yang selanjunya disingkat UP aCalah uang muka ketja
dalam jumlah tertentu yang diberikan kepada bendahara pengeluaran
umtuk membiayai kegiatan operasional pada satuall kerja perangkat
Daerah/unit satual kerja perangkat Daerah dan/atau untuk membiayai
pengeluaran yang menurut sifat dan tujuannya tidak mungkin dilakukan
melalui mekanisme pembayaran Lalgsung.
Pembayaran langsung yang kemudian disingkat LS adaiah pembayaran
langsung kepada bendahara pengeluaran/penerima hak larnnya atas dasar:
perjanjian kerja, surat tugas dan/atau surat perintah kerja l,ainnya melalui
mekanisme pembayaran langsung.
Tambahan ua.ng persediaan yang selanjutnya disingkat TU adalah tambahan
uang muka yang diberikan kepada bendahara pengeluaranfbendahara
pengeluaran pembantu untuk membiayai pengeluaran atas pelaksanaan
APBD yarrg tidak cukup didanai dari uaog persediaan dengan batas waktu
dalam l(satu) bulan.
Surat perintah membayar yang selanjutrrya disingkat SPM adalah dokumen
yang digunakan untuk penerbitan suratperintah pencairan dana atas beban
pengeluaran DPA SKPD.
Surat perintah membayar UP selanjutnya disingkat SPM-UP adalah
dokumen yang digunakan untuk penerbitaa surat perintah pencairan dara
atas beban pengeluaran DPA SKPD yarrg dipergunakan sebagai UP untuk
mendanai kegiatan.
Surat perintah membayar ganti uulng persediaan yang selanjutnya disingkat
SPM-GU adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan surat perintah
pencairan dana atas beban pengeluaraa DPA SKPD yang riananya
dipergunakan untuk mengganti UP yang telah dibelanjakan.
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Surat perintah m.embayar TU yang selanjutnya disingkat SPM-TU adelah
dokumen yang digunakan untuk penerbitan surat perintah pencairan dana
atas beban pengeluaran DPA SKPD, karena kebutuhan dananya tidak dapat
menggunakan pembayaran langsung dan uang persediaan.
Surat periniah membayar iangsung yang selanjutnya disingkat SPM-LS
adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan surat perintah
pencairarr dana atas beban pengeluaran DPA SKPD kepada Fihak Ketiga.
Surat perintah pencairan dana yar'Ig selanjutnya disingkat SP2D adalah
dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana atas beban APBD.
Barang milik Daerahyang selanjutnya disingkat BMD adalah semua barang
yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan
lainnya yang sah.
Sisa lebih perhitungarl anggaran yang selanjutnya disebut SILPA adalah
selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran angga-ran selama 1 {satu}
periode anggaran.
Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah
Daerah dan/atalu hak pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang
sebagai akibat pe{anjian atau akibat lainnya berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yalg sah.
Peraturan Daerah yang selanjutnya di singkat PERDA adalah Peraturan
Daerah Kabupaten Halmahera Barat.
Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Halmahera Barat.
Urusan pemerintah adalah ufl.lsan kekuasaan pemerintah yang merrjadi
kewenangan presiden yang pelaksanaannya melalui kementerian Negara
dan penyelenggara pemerintah Daerah untuk melindungi, melayani,
memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat.
Urusan pemerintahan w'a.jib adalah urusan pemerintatran yang wajin
diselenggarakan oleh Daerah.
Urusan pemerintahan pilihan adalah urusan pemerintahaa yang wajib
diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.
Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan
dasar warga Negara.
Standar pelayanan minimal adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu
peiayanan dasar yang merupakan urusan pemerintatr wajib yang berhak
diperoleh setiap yfiiarga Negara secara minimal.
Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah
sistem yang ditetapkan oleh satuan keq'a perangkat Daerah atau unit satuan
kerja perangkat daerah pada satuan kerja perangkat daerah dalpm
memberikan pelayanal kepada masyarakat yang mempunyai fleksebilitas
dalam pola pengeloiaan keuangan daerah pada umumnya.
Satuan kerja perangkat daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah
unsur perangkat Daerah pada pemerintah daerah.
Satuan kerja pengelola keualgan daerah yaxg selanjutnya disingkat SKPKD
adalah unsure penunjang pemerintahan pada pemerintahal daerah yang
melaksanakan pengelolaan keuangan Daerah.
Unit SKPD adalah bagian SKPD yang melaksanakan 1 {satu} atau beberapa
program.
Pengguna anggaran yang selanjutrya disingkat PA adalah pejabat pemegang
kewenang€rn pengguna anggaran untuk melaksal.akan tugas dan fungsi
SKPD yang dipimpinnya.
Kuasa PA yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yaag diberi kuasa
untuk meliaksanakan sebagian kewenangan PA dalam melaksanakaa
sebagian tugas dan fungsi SKPD.
Tim anggaran pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalatt
tiin yang bertugas menyiapkan dan melaksanakan keh{jakarl Bupati dalan"r
rangka penyusunarl APBD.
Fejabat pengeloiaan keuangan Daerah yang seianjutnya disingkat PPKD
adalah kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan
APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daera-h.
Bendahara umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD
yang bertindak dalam kapasitas sebagai BUD.
Kuasa BUD adalah pejatrat yang diberi kua-sa untuk melaksanakan tugas
BUD,
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7E, Pejabat pelaksela teknis kegiatan yalg selanjutnya disiagkat PPTK adalah
pejabat pada SKPD atau unit SKPD yang melaksanakan 1 {satu) atau
beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
Pejabat penatausahaan keuangan satuan keda perangkat Daerah yang
selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi
tata r:saha keuangan pada SKPD.

77. Bendahara penerirnaan adalah pejabat yang elitunjuk untuk
menyimpan, menyetorkan, menatausahakan,

dan
dalam

79.
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menerima,

mempertanggungjawabkan u€Lng pendapatan daerah dalam
pelaksanaan APBD pada SKPD.

dan
ralgka

78. Bendaha pengeluaran adalah pejabat yalrg ditunjuk untuk menerima,

80.
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tr(

menyimpan, membayarkan, nenatausahakan,
mempertanggungjawabkan u€Lrrg untuk keperluan belanja daerah
rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selaljutnya disingkat ASN adal,ah
pegaw-ai Negeri Sipii dan pegawai pemerintah dengal perjanjian kerja
diangkat oleh pejabat Pembina Kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu
jabatan pemerintahan atau diserahi tugas Negara lainnya dan digaji
berdasarkan peraturan perundang-undangan.
Badan usaha milik daerah yang selanjutnya disingkat BUMD yaitu badan
usaha seluruh atau sebagian besar modalnya dimitiki oleh pemerintah
daerah.
Anggaran kas adalah perkiraan arus kas masuk yang bersumber dari
penerimaan dan perkiraan arus kas keluar untuk mengatur lEslsrsgdiaan
dana yang cukup guna mendanai pelaksataan APBD dalam setiap periode.
Standar akutansi pemerintahan yang selanjutnya disingkat SAP adalal'
prinsip-prinsip akutansi yang diterapkan dalam ffieriyusun dan meayajikan
laporan keuangan pemerintah.
Kebijakan akuiansi pemerintah daerah adalah prinsrp-priasip, dasar-dasar
konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik- praktik spesifik yang dipilih
oleh pemerintah daerah sebagai pedoman dalam penyusunan dan
menyqiikan laporan keuangan pemerintah daerah untuk memenuhi
kebutuhan pengguna laporan keuangan dalam rangka meningkatkan
keterbaadingan laporan keuangan ierhadap anggaran, aritar pericde
maupun antar entitas.
Sistem akutansi pemerintah daerahyang selanjutnya disingkat SAPD adalah
rangkaian sistematika dari prosedur, penyelenggara, peraliatan daa elemen
lain untuk mewujudkaa fungsi akutansi sejak anaiisis transaksi sampai
dengan pel,aporan keuangan dilingkungan orgarrisasi pemerintah daerah.
Bagan Akun Standar yang selanjutrqra disingkat BAS adalah dafter
kodefikasi dan klasifikasi terkait transaksi keuangan yang disusun secara
sistematis sebagai pedoman dalam pelaksanaan angga,ran dan pelaporan
keuangan Pemerintah Daerah.
Hari adalah hari keq'a.

C.

d.
e.

Pnqnl')

Keuangan Daerah meliputi:

a. hak Pemerintah Daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah
serta meiakukan pinjaman.

b. ker^.,aiiban Pemerintah l)aerah untuk rnen.l,elenggarakan u! usan Pemennr.ah
Daerah dan membayar tagihan pihak ketiga.
Penerimaan Daerah;
Pengeluaran Daerah;
Kekayaan daerair yarlg dikeioia sendiri a'rau oieir piirak iain berupa uarlg, suia'r
berharga,piutan,harang, sert-a hak lain dapat- dinilai dengan uans, termasuk
kekayaan daerah yang dipisahkan; dan/atau

f. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah daerah dalam rangka
penyelenggara tugas pemerintah daerah danlatau kepentingan umum.

Pasal 3

tli Pengeloiaan Keuangan Daerah dilakukan secara ter+Jb, efisien, ekcncmis,
efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa
keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan
peraturan perundang- undangan.



/,))

(3)

Pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat {U
diwujudkan dalam APBD.
APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (zl merupakan dasar basr
Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.

RA.R Ii
PENGBLOLAAN KEUANGAN DAtrRAH

Bagian Kesatu
Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah

Pasai 4

Bupati selaku pernegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah li.eng
mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang
dipisahkan.
Pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud
paria ayat 1 (satu) mempunliai kewenangan:
a. men]/Lr-slln rancangan perda untuk APBD, r2ncangan per<1a r:ntr_rk

perubairan APBD, dan rancarlgan perda tentang pertanggungjawaban
tentang APBD.

b. mengajukan rancarigan perda tentang APBD, rancangan perda tentang
perubahan APBD, dan rancangan perda tentang pertanggung -iawaban
pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibahas bersama.

c. menetapkan perda tentang A-pBD, rancangan perda tentang pen:-bahaa
APBD, dan rancangan perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan
APBD yang telah mendapatkan persetujuan bersama DpRD.

d. menetapkan kebijakan terkait pengelolaan keuangan Daerah;
e. iriengarnbii tir:dakan tertentu dalani keadaan nreridesak terkaii

pengelolaan keuangan daerah yang sangaat di butuhkan rlaerah
ciani atau masyarakat;

f. menetapkan kebijakan terkait pengelolaan APBD;
g. menetapkan KPA;
h. menetapkan bendahara penerimaan dan bendahara

pengeluaran;
i. rneneta-pkan peja-bat -va-lg bertuga-s nrela-kukan penrurrgutan paja-k

daerah dan retribusi daerah;
j. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan utang

piutang daerah;
k. mcnctapkan pejabai;vang bertugas meiakukan pengujiaii atas iagihan

dan memerintahkan pembayaran;
i. menetapkan pejabai iainnya daiam rangka pengeioiaan keuangan

daerah sesuai peraturan perundang-undangan; dan
m. melaksanakan kewenangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.
Dalam meiaksanakan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Bupaii melimpahkan sehragian atau seluruh kekuasaaiiil-va :yang berupa
perencanaan, pengarahan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan
pertanggung jawaban, serta pengawasan keuangan daerah kepada pejabat
perangkat daerah.
Pejabat perangkat daerah sebagairnana dimaksud pada a5,at (3) terdiri ates:
a. Sekretaris Daerah sebagai koordinator pengelolaan keuangan daerah;
b. Kepala SKPKD selaku PPKD: dan
c. Kepala SKPD selaku PA
Pelimpahan sebagian atau seluruh kekuasaan sebagaimana di maksud pada
ayat (3) didasarkan pada prinsip pemisahan kewenangan antara -yang
memeriniahkan, menguji, dan menerima aiau mengeluarkan uang.
Pelimpahan kekuasaan sehagaimana rlimaksr-rd pada a-vat (.3) ditetapkan
dengan keputusan Bupati

Pasal 5

Bupati selaku wakil pemerintah daerah dalam kepemitikan kekayaan d,aerah
../ang dipisah se-bagairnana d.irnaksud riaiarn pasai 4 ayat i1j berkeduriusan
sebagai pemilik modal pada perusahaan umum daerah atau pemegang
saham pada perseroan daerah.

al l

{21

{3}

l4\\,,

{5)

(6)

{U

a



(2} Ketentuan mengenci bupar; selaku r..'ekrl pemertntah daerah dalam
kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan per-undang-undangan.

Bagian Kedua
Koordina'tor Pengelolaan Kerrangan Daerah

Pasa1 6

{1) Sekretaris daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah
sebagaimana vang dimaksud pada pasal 4 avat {4) huruf a mempunvai
tugas;
a, koordinasi daiam pengeloiaan ke'-rangan ciaeran;
b. koordinasi di bidang penyusunan rancangan APBD, rancangan

pembahan APBD, dan rancangan pertanggung jawaban peiaksanaan
APBD;

u. kourtlirrasi pciii iapan pedorrrari peiaksaiiaan APBD;
d. memberikan persetujuan pengesahan DPA SKPD:
e. koordinasi petaksanaaii iugas iainnya di biriang pengeloiaan keuangan

daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
f. memimpin TAPD.

(21 Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat i1),
koordinator pengelolaan keuangan daerah bertanggung jawab kepada
Br_r;:aii.

Bagian Ketiga
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

Pasal 7

{1} Kepala SKPKD selaku PPKII rne*1punj,'ai tugas:
a. menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan Daerah;
b. menyusun rancangan perda tentang APBD, rancangan perda tentang

perubahan APBD, rancangan perda tentang pertanggung jawaban
pelaksanaan APBD;

c. melaksanakan nemltngutan oenrlapatan cl-aerah vang telah diatttr dalam
Perda;

d. melaksanakan fungsi BUD; dan
e. melaksanakan tugas Lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.
{2) PPKD dalam melaksanakan fungsinya selaku BUD sebagaimana dimaksud

nerla qr.zqt i.i i hrrrrrf ri 'l-retrxrenqncr'
*.t^1-"..*^.b'

a. menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD;
b. mengesahkan DPA SKPD;
c. melakukan pengendalian pelaksanaan APBD;
^l .-- ^ 1 j! - . --^r.,-.:".I. r.-1 -.'. ...r-1. 

- ,.:.-...-.- : - - - -l- -O. ir-it;iliUCi-jKaIr pci UfijUK LCKITIS pclarasalraaIl l'l:jteIIi PUtIeI lillaa1l Llall
pengeluaran kas Daerah;

e. melaksanakan pemungutan pajak Daerah;
f. menetapkan SPD;
g. menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian jaminan atas nama

pemerintah Daerah;
h. melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;
i. rrrert'vajikan itriirt trrasi keirangalr riireririt: rlarr
j. melakukan pencatatan dan pengesahan dalam hal penerimaan dan

pengeluaran daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,
tidak dilakukan melalui rekening kas umum daerah.

Pasal 8

(1) PPKI-I selaku BUD mengusulkan peSabat. Ci ltngkungen SKPKII kepade
Bupati untuk ditetapkan sebagai kuasa BUD;

(21 Kuasa BUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan
keputusan bupati.

(3) Kuasa BUD sebagaimana dimaksutl ayai ii) mempunyai tugas:
a. menyiapkan anggaran Kas;
b. rnenyiapkan SFD;
c. menerbitkan SP2D;



d. il]eman+"au pelcksanaan penerunaan icn pengeluaran APBD cleh B.qnk
dar.latau lembaga keuangan lainnya yang telah ditunjuk;

e. mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan
APBD;

f. menyimpan uang Daerah;
g= melaksanakan penempatan riang t)aerah dan

mengelola/ menatausahakan investasi;
h. meiakukan pembayaran berdasarkan permintaan PA/KPA atas beban

APBD;
i. melaksanakan pemberian pinjaman Daerah atas nama pemerintah

daerah;
j meiakr-rkan pengeiolaan Lltang dan piutang daerah; oan
k. melakukan penagihan piutang daerah.

t4) Kuasa BUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada
PPKD selaku BUD.

Pasal 9

Bupati at.as usul BUD dapat menetapkan lebih dari 1 (satu) kuasa tsUll Ci
lingkungan SKPKD dengan pertimbangan besaran jumlah uang yang dikelola,
beban kerja, lokasi, dan/atau rentang kendali.

Bagian Keempat
Pensrrrrna Angsaran'-p.".rl

(U Kepala SKPD selaku PA mempunyai tugas:
a. menyusun RKA SKPD
b. menyusun DPA SKPD
c. meiakukan unciakan ]/ang mengakibatkan pengeir-rara-n atas beoaa

anggaran belanja;
d. melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
e. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
f. rrrciaksaiiakarr lrciiir.iilgui,atr lci t ibusi,jaerah;
g. mengadakan ikatan/perjanjian ke{a sama dengan pihak lain dalam

Lratas anggaran,vang teiah rlitetapkan;
h. menandatangani SPM;
i. mengelola utang dan piutang daerah yang menjadi tanggung jaw'ab

SKPD yang dipimpinnya;
j. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang

dipilnpinnya;
k. mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
1. menetapkan PPTK dan PPK SKPD;
m. menetapkan pejabat lainnya daiam SKPD yang dipimpinnya dalam

-^--l-^ ^^^^^l^!^^- 1-^. n^.^r^l:. d^4iiiliBl\d lju.llBUiurdcl-tl l\t t-rdrrSarr uaLrd.rt' udrr

n. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan
peruniang-undangan.

{2) PA bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan wewenangnya
sebagaimana dimaksud pada ayat {1) kepada Bupati melalui sekretaris
daerah.

n^ 
-i^-^ 

a, ^7:-^^ ^IlaF,ral r I\urlrliii
Kuasa Pengguna Anggaran

Pasal 1 1

,l ) PA rlonot mclimnnhlznn setrnoinn lzerr.,en411ry.n lzennr'lp lrennln rrnit SI{PI)
( i j i ..-r liciijUi iIiLiUiiVGilr-rdii JLUqt;ruri .-rL ui'LiiqIrEqar rlLliuuu iauPclu uaarL urrr lJ

seiaku KPA.
{2i Pelirnpahan keu'enangan sebagairnana Cimaksud pada a1,'a+" (li berdasarkan

pertlmbangan besaran anggaran kegiatan, lokasi, dan/atau rentang kendali.
t3) Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan

oieh Bupati atas usul kepala SKPD.
(4i Peiimpahan kewenangan sebagaimana dimaksu<i pada ayat (ii melipuii:

a. melakukan tindakan yrang rnengakihatkan pengelnaran atas hehan
anggaran belanja;

b. melaksanakan anggaran unit SKPD yang dipimpinnya;



^ 
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pembayaran;
d. mengadakan ikatan/peq'anjian kedasama dengan pihak lain dalam

batas anggaran yang telah ditetapkan;
e. meiaksanakan pemungutan reiTibusi daerah;
f. mengawasi pelaksanaan anggaran yang menjadi tanggr-r-ng jarvahnrra;

dan
g. melaksanakan tugas KPA lainnlua sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.
(5) Daiam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat {41

KPA bertanggung jawab kepada PA.

Bagian Keenarn
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

Satuan Kerja Perangkat Daerah
Pasal 12

(11 PAIKPA daiam melaksa-na-kan kesia-tan meneta-nka-n neia-bat oacl-a\-/ 't --'-- ---o-------- ---r--_--- r-j--

SKPD/unit SKPD selaku PPTK

{2) PPIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu tugas dan
wewenang PA/KPA.

{3} Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada
ayat (2), PPIK bertanggung jawab kepada PA/KPA.

Pasal 13

{1) Penetapan PP|K sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat tl)
berdasarkan pertimbangan kompetensi jabatan, besaran anggaran kegiatan,
beban xerja, iokasi, rentang kenriaii, dan/atau pertimbangan objekiif
lainnva vans kriferiant,a ditetankan oleh Rrrnafi-'-_---_j'r -,'r--o' - '' '' t ' _ .'r_ _'__

(2i PPTK sebagaimana dimaksud pada ayat (li merupakan pegaw-ai ASN yang
memiliki jabatan struktural sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(3) Dalam hal tidak terdapat pegawai ASN yang menduduki jabatan struktural,
PA/KPA dapat menetapkan pejabat fungsional umum selaku PPTK yang
kriterianya ditetapkan Bupati.

Bagian Ketujuh
Pejabat Penatausahaan Keuangan

Satuan Kerja Perangkat Daerah
Pasal 14

(1I Kenala SKPII) selakr: PA menetankan PPK SKPD sehasaimana r:lunaksurlr _, _-- i--_--_ '-I__'--_- - ' _ '' '_'_o -

dalam pasal 10 ayat (ii huruf l untuk meiaksanakan fungsi tata usaha
keuangan pada SKPD.

{2} PPK-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas darr
wewerrang:
a. melakukan verifikasi SPP-UP, SPP-TU, dan SPP-LS beserta bukti

i<eienokanAnnva vano diaiukan oieh Lrendahare nenseirreren'
b. menyiapkan SPM;
c. melakukan verifikasi laporan pefianggung jawaban bendahara

penerimaan dan bendahara pengeluaran;
d. nreiaktrkatt iutrgsi akutausi pada SKF'D, darr
e. menvusun laporan keuangan SKPD.

ii3) IJPK-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayai (1) tidak merangkap sebagai
pejabat dan pegawai yang bertugas melakukan pemungutan pajak daerah
dan retribusi daerah, bendahara penerimaan, bendahara pengeluaran,
dan/atau PPIK.

Bagia-n Keclela-pan
Pejabat penatausahaan keuangan Unit SKPD

Pasal 15

/ ! \ r-\^!^* l-^I DA ,-^1,'**^Ll-^^ ^^l-^^i^- !-^.=.^- I-^-^.J^ IzT)4 l-^-^-^
14, uc7-L<1-LLL l-ld.l I.I Il.l.CulrrPdr.tr1drl J(-r,rdBldl"l r\(-wUlrdrr6dllrr-!d ALPd(rd nl n AdIt,Ild

pertimbangan sebagaiman dimaksud dalam pasal 11 alzat (2), PA
meneiapkan PPK unit SKPD untuk meiaksanakan iungsi iata usaha
keuangan pada unit SKPD.

10



1.2) PPK unit SKPD sebngarmana dimaiksud peda .a.',,at {L} rnempunve! tugas:
a. melakukan verifikasi SPP-TU dan SPP-LS beserta buktikelengkapannya

yang diajukan oleh bendahara pengeluaran pembantu.
b. menyiapkan SPM-TU dan SPM-LS, berdasarkan SPP-TU dan SPP-LS

yang diajukan oieh bendahara pengeiuaran pembaniu; rian
c. melakukan verifikasi iaporan pertanggr:ng jawahan benclahara

penerirrraan pernbantu dan bendahara pengeluaran pemtrantu.

Bagian Kesembilan
Bendahara penerima dan Bendahara pengeluaran

Pasal 16

{1) Bupat"i menetapkan bendehara Dener-irnaan untuk melaksenakan tugss
kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan pada
SKPD atas usulan PPKD seiaku BUD.

(2i Benclahara penerimaan sebagaimana riimaksud pada ayar ii) memilii<i tugas
dan rvewena-ng menerima-, menyimpan, menyefor, ke rekening kas umr-tm
daerah, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan pendapatan
daerah yang diterimanya.

Pasal 17

ii) Daiam hal Ptr meli:npahkan sebagian keu,enangann_ya t<epada KPA, Brrpau
dapat menetapkan bendahara penerimaan pembantu pada unit kerja SKPD
yang bersangkutan.

{21 Bendahara penerimaan pembantu sebagaimana dimaksudkan pada ayat i1}
.--^--:t:t": _I_--. : -r^-.^_--- t:_-^.!-.--"riltrrrrrrrr(r LuB,aS uarr wcwtrrrarrE, scuuicr utrrrEarr LrrrEI{,uP PcrrLrH,ilSarr _\'arrB
ditetapkan Bupati.

Pasai 18

{1) Kepala SKPD atas usul bendahara penerimaan dapat menetapkan pegawai
yang bertugas membantu bendahara penerimaan untuk meningkatkan

f 
' 

'A'. 1 r I L IettjKr Urti-ls r)engrr(ilaid ll lrenUat)?!tArr r JarIAil.

t2) Pegawai V""g:bertugas membantu bendahara penerimaan sebagaimana
dimaksud pada ayat {1) melaksanakan tugas dan wewenang sesuai dengan
lingkup penugasan yang ditetapkan kepaia SKPD.

Pasal 19

,l I Rrrnofi 4loe rrqrr! ppk!\ mcnqtqnlzan hpnrlohora nenoelrrnrnn rrnf rrlr(-/Y..",.
melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran
belanja pada SKPD.

12) Bendahara pengeluaran sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) memiiiki
tugas cian wewenang sebagai berikut:
a. mengajrrkan permintaan pemha.var-An menggr-rnakan SPP IIP. SPP GII

SPP ?U, clan SPP LS;
b. menerima dan menyimpan UP, GU, dan 1'U
c. melaksanakan pembayaran dari UP, GU, dan TU yang dikelolanya;
d. menolak perintah bavar dari PA yang tidak sesuai dengan peraturan

perundang-undangan;
e. meneiiti telengkapan dokr-rmen pem-rraya!:an;
f. membuat laporan pertanggung jawaban secara administratif kepada PA

dan laporan pertanggung jawaban secara fungsional kepada BUD secara
periodik; dan

8. riiurriuilg,ut tiari uieri'yeiui'kan pajak scsuai tlcrrgarr krlrritLrarr pcr'aturali
perundang-undangan.

(J) Dalam hal rn meirmpahkan ker,r,enangannla kepacia KrR sebagaimana
dimaksud pada pasal 11 dan ayat (2), Bupati atas usul PPKD menetapkan
bendahara pengeluaran pemLrantu.

(41 Bendahara pengeluaran pembantu sebagaimana dimaksud pada arrat {3}
memiliki tugas dan wewenang.
a. mengajukarr perrnintaan pemt)avarAn rleilgsunakan StrP TU <ia;r SPtr i,3
L). menerima dan menyimpan pelimpahan UP dari bendahara pengeluaran

11
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d. melaksanakan pembayaran atas peiimpahan UP dan TU yang
dikelolanya;

e. menolak perintah bayar dari KPA yang tidak sesuai dengan ketentuan
peraiuran perundang- undangan;

f" menelili kelengkapan dcrklrmen pemba-varar:=;
g. memungut dan menyeiorkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan; dan
h. membuat laporan pertanggung jawaban secara administratif kepada KPA

dan laporan pertanggungjawaban secara fungsional kepada bendahara
pengeluaran secara periodik.

l-JocoI )Il

{1) Kepala SKPD atas usul bendahara pengeiuaran dapat menetapkan pegawai
yang bertugas membantu bendahara pengeluaran untuk meningkatkan
eiekti{itas pengeioiaan beianja ciaerah.

{2) Pesawai vans hertr-r-sa-s membantrr benclahara- nenseh-ra-ra-n seba-qa-rma-na-\*, - -o_- -_-- - ----o ------o-- - r---o---_- ---o-----------
dimaksud pada ayat (ii melaksanakan tugas dan wewenang sesuai dengan
lingkup penugasan yang ditetapkan kepala SKPD.

Pasal 2 1

Renr{ahare ncneripaan cian bendaha ra ncnseiueren riiiar ans'* r.--'l]'
a. Melakukan kegiatan perdagangan, pekerjaan pemborongan, dan penjualan

jasa;
b. Bertindak sebagai penjamin atas kegiatan, pekerjaan

dairlatau pcnjuaiarr jasa; cian
c. Men5zimpan uang pada suatu bank atau lembaga keuangan lainnya atas nama

pnbadi baik secara langsung maupun tidak langsung.

Bagian Kesepuluh
TAPD

Pasal22

il l flalam hrnoac hahrrrrcrrhah AL)l--ll I l--lrrnati rlil-rontrr nlalr 'l'AL)l\ rrona r{inimnin
t-J vUiaiil llrUour yLir.t uourrull lIa pD. DqIJau uluarrLq vILIt alu u -tcr16 ulyurrHdr

oleh Sekretaris Daerah.
(21 TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas pejabat perencana

Daerah, PPKD, dan pejabat lain sesuai dengan kebutuhan.
i3i T'APD sebagaimana <iimaksud pada ayat ii) mempunyai tugas:

a. Membahas kebrjak-an pengelolaan ker-iangan l)aerah;
b. Menyusun dan membahas rancangan KUA dan rancangan perubahan

KlJA;
c. Menyusun dan membahas rancangan PPAS dan rancangan perubahan

PPAS:
d. Melakukan verifikasi RKA-SKPD;
e. il{em-l-rahas rancangan APBD, rancangan perubahan APBD, rian

rancangan pertangungjawaban APBD ;

f. Membahas hasil evaluasi APBD, perubahan APBD, dan
pertanggungjawaban APBD;
rf, 1 1 --! i4! I -, ---- nn^ oTznr- -I---- _---_ .-_-.--..1..-l--.--_g. rvrcraKur(au vcl llu(asl larr(arrBarL t)rr1 Dr\rrJ uail rarruajrtau IJUr uuarlarr
DPA SKPD;

h. Menyiapkan suratedaran Bupati tentarrg peeioman penyusunan Ri{A;
dan

i. Melaksanakan tugas lain sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan.

{4} Dalam melaksanakan tugas TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat {3)
dapat rneliiratkan insiansi sesuai dengan keixitr-rhan.
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EAE IlI
ANGGARAN PENDAPAN DAN BtrLANJA DAtrRAH

Bagian Kesatu
Umum

Fasai 23

(1) APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penvelenggaraen urusan
pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan Daerah dan kemampuan
pendapatan Daerah.

(2) APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan mempedomani
KIiA-PPAS yang riidasarkan pada RKPD.

(3i APBD mempun3rai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi,
distribusi, dan stabilisasi.

(4) APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
setiap tahun ditetapkan dengan Perda sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.

Pasal 24

i1i Sernua penerimaan L)aerah dan pengeLuaran l)aer:ah dahm bentuk uang
dianggarkan dalam APBD.

(2\ Penerimaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat {1) terdiri atas:
a. Pendapatan Daerah; dan
ir. penerimaan pembiayaan Daerah.

t3) Pengeluaran Daerah sehagaunana dimaksr-id pada ayat (1) terrliri atas:
a. Belanja Daerah; dan
b. Pengeluaran pembiayaan Daerah.

(4) Penerimaan Daerah yang dianggarkan dalam APBD sebagaimana dimaksud
pada ayat (2.1merupakan rencana penerimaan Daerah yang terukur secara
rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber penerimaan daerah dan
berda sarkan pada kete ntua-n pe rattlran pe ru-ndang- undangan.

{5) Pengeluaran daerah yang dianggarkan dalam APBD sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) merupakan rencana pengeluaran daerah sesuai dengan
kepastian tersedianya dana atas penerimaan daerah dalam jumlah yang
cukup.

{6} Setiap pengeluaran daerah sebagaimana dimaksud pada ayat {3) harus
memiliki riasar hukum yang melanriaslnya.

{71 Seiuruh penerimaan daerah dan pengeluaran daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dianggarkan secara bruto dalam APBD.

Pasal 25

Satuan hitung dalam A.PBD adalah rnala uang Rupiah.

Pasal 26

APBD merupakan dasar oengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 {satu}
Tahun anggaran sesuai dengan undang-undang mengenai keuangan Negara.

I3agian KeCua
Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Pasal 27

i1i AFBD merupakan satu kesatuan yang terdiri aias:
a. Pendapan f)aerah;
b. Beianja Daerah; dan
c. Pembiayaan Daerah.

(2\ APBD sebagaimana dimaksud pada ayat {i) diklasifikasikan menurut
urusan pemerintahan Daerah dan organisasi vang ditetapkan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang- undangan.

i3) Kiasrfikasi AFBD menurut urusan perneriltahan Daeran dan organisasr
sebagaimana dimaksud pada ayat t2) disesuaikan dengan kebutuhan
Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1?



{1)

{2}

Pasal 28

Pendapatan Daerah sebagaimala dimaksud dalam pasal 27 ayat {1) huruf a
meliputi semua penerimasn uang melalui rekening kas umum Daerah yang
tidak perlu dibayar kembali oieh Daerah dan penerimaan irainnya yang
sesuai peraturan perundang-undangan diakui setragai penambah ekuitas
yang merupakan hak Daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.
Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat {1} huruf b
meliputi semua pengeluaran dari rekening kas umum Daerah yaxg tidak
perlu diterima kembali oleh daerah dal pengeluaran lainn_ya yang sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai
pengurang ekuitas yang merupakan kewqjiban daerah dalas I {satr:} tahun
anggaran.
Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dafam pasal 27 ayat (1) huruf c
meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau
pengeiuaran yang akan diterima kembali, baik pada 'tahun ,Lnggaran yang
berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

Bagian Ketiga
Pendapatan Daerah

Pasal 29

Penciapaian i)aerah ciirinci rnenurut urusan trremeriniaira-rr da-erah, orga-nisa-si,
jenis, obyek, dan rincian obyek pendapatan Daerah.

Pasal 30

Pendapatan daerah terdiri atas:
^ D--;^^aian A-ii T-'--^i'.a. r Larual/a@l4 r lJrl uLaaf r,

b. Pendapatan Transfer; dan
c. lain-lain pendapatan Daerah yang sah.

Pasal 31

Dcnrlonatqn oqlr l)aeroh qehooorm4na dimolzcrrrl dolam Daool 'f fl hrrnrf q

meliputi:
a. Pajak Daerah;
b. Retribusi Daerah;
c. Hasii pengeioiaan kekayaan Daerah yang riipisahkan; rian
d Lqin-lain nendanaian asli f)eerah vanrr snh__ r- '' __ -- j'--'o _'___

Pendapatan pajak daerah dan reiribusi daer-ah setragaimana dirnaksud pada
ayat (1) huruf a dan huruf b meliputi pendapatan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pajak daerah dan
retribusi daerah.
Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud
pada ayat (i) hur'r,ric mempakan penerimaan daerah atas hasii penyeflaan
modal daerah.
Lain-iain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat
{1) huruf d terdiri atas:
a. uasu pclr-l ualarI rflvrl-,, .]atrB uutcK url)rsarrKarl.
b. hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan;

hasil kerja sama Daerah;
jasa giro;
hasil pengelolaan dana bergulir;
pendapatan bunga;
penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan daerah;
--.-..--.-..--:------- 1 ----' t--,-r--I ! :,- 1----l -1:1,l_]enPilt]la_a.il i(onrrst r)oront)elt a_t_a_11 ileni_l-I_k iatil s(.Dagal aKil)ai
b"":""f"", tt.rf.r. .".",rf.r.," hibah, asuransi, dan/atau pengadaan
barang dan jasa termasuk penerimaan atau penerimaan lain sebagai
akibat penyimpanan uang pada bank, penerimaan dari hasil

f^^+^.^ 1-^-^'.- .{^^-^L ^+^r! l^; I-^^;^+^^ I^i-^,,^ *^-,,^^1.^ ^lrlrtrdrrradatt udtat l5 ual rarr dLau uar r nLS,raErr ldulrl-va rrrLr uPdndrr

pendapatan daerah;
; ^^--; i,^,,^i, ;^-i -^li-i,- -il^; +,,1,^- -,,^;^'h i--'^^,i^-r. lJLrrLr [lraaf r AU uarlurrSalr ual l Julrour llndr LuAar ] uPfqrr LLr traudP llla rn

uang asing;

(3)

{1i

{2'

{3}

(4)

(-.

d.
e.
f.
otr'
1II.
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j. pendapaten denda atas keterlanbatan pelaksanaan peker:jaan:
k. pendapatan denda Pajak daerah;
i. pendapatan denda retribusi daerah;
m. pendapatn hasil eksekusi atas jaminan;
n. pen<iapaian clari pengembaiian;
o. pendapatan dan BLLID; dan
p. penciapatan lairtnya sesuai dengan ketentuan peraturarr perundang-

undangan.

Pasal 32

Pemerrntah Daerah dila ra ng:
a. melakukan pungutan atau yang disebut nama lainnya yang dipersamakan

dengan pungutan di luar yang diatur dalam undang-undang; dan
b. meiakukan pungutan yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi, menghambat

liobiiitas penduij.uk, laiu iinias baraiig clarr jasa aniar rlaeiali, rlan kcgia'tail
ekspor/impor yag merupakan program strategis nasional.

Pasal 33

(1) Bupati yang melakukan pungutan atau yang disebut nama lainnr-a
sebagaimana dimaksud dalam pasal32 huruf a, dikenai sanksi administratif
titlak riirba,v-arkan iuk-irak keuangannya yang riiatur dalam ketet:tuan
peraturan perundang-undangan selama 6 (enam) buian.

l2l Bupati yang melakukan pungutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 32
huruf b dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan
-^-, ^r^ 4^ !! h_..1^ -^^ h
Pa 1 iJ ii(rd-rr5- ur rud rr6a r I'

{3} Hasil pungutan atau yang disebut nama lainnya sebagaimana dimaksud
pada ayat iii rvajib tiisetorkan selurunnYa ke kas Negara.

Pasal 34

(1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 huruf b
-^- ^1i---r-:-lilurrlJ Lr L1.

a. transfer pemerintah pusat; dan
b. transfer antar Daerah.

12] Transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a terdiri
nlos'di&J.

a. dana perimbangan;
b. dena rntensit daerah:
c. dana otonomi khusus;
d. dana keistimew-aan; dan
e" dana desa.

(3i Transier antar Daerah sebagaimana dimaksu<i pada avai (ii huruf b rerdiri
atas:
a. pendapatan bagi hasil; dan
b. bantuan keuangan.

Pasal 35

i1i Dana Per:unbangan sebagaimana riirnaksuri daiam pasai .34 a5,a1 ? trurui a
terdiri atas:
a. Dana Transfer Umum; dan
b. Dana Transfer Khusus.

(2i Daiia Traitsfer Umurn sebagairnana diinaksud a-vat (i) hurui a teiclii-i atas:
a. DBH: dan
b. DAU.

{3) Dana Transfer Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat {1) huruf b terdiri
atas:
a. DAK Fisik; dan
hr. DAK Non Fisik.

1q



Posol'f6

(1) DBH sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 ayat (2) huruf a bersumber
dari:
a. pajak; cian
b. sLrmher daya alam=

(2) DBH yang bersurnber dari pajak sebagairnana dimaksud pada a-yatili irurui
a terdiri atas:
a. pajak bumi dan bangunan sektor perkebunan, pertambangan> dan

perhutanan;
b. pajak penghasilan pasal25 dan pasal29 wajib pajak orang pribadi dalam

negeri dan pajak penghasilan pasai 71; Qan
c. cukai hasil tembakau

(3) DBH yang bersumber dari sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b terdiri dari:
a. perreril:aan keiiuLanan yalrg i-rct'asal tjar-i iurar.t ijiri uisatra peutarrlaaLa.i r

hutan, provisi sumber daya hutan, dan dana reboisasi:
bi. penerimaan pertambangan mineral dan batu 'trara yang bei'asai rlai-i

penerimaan iuran tetap dan penerimaan iuran eksplorasi dan iuran
eksploitasi;

c. penerimaan Negara dari sumber daya alam pertambangan minyak bumi
;

e-i. penerima-an i.{ega- a ciari surnber cl-a-ya a-iam pcr-tarni-rarrga-n gas iturrri;
e. penerimaan dari panas bumi; dan
f. penerimaan perikanan yang bersal dari pungutan pengusaha perikanan

dan pungutan hasil perikanan.

Pasal 37

DAU bersumber dan pendapatan APBIY l/&rrg dialokasil<an dengan tujuan
pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebrutuhan
daerah dalam rangka pelaksanaan desentratsasi sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang- undangan"

Pa-sal 38

Dana Transfer Khusus seLragaimana dimaksud daiam pasai 35 ayat
(1) huruf b bersumber dari APBN yang dialokasikan pada Daerah untuk mendanai
kegiatan khusus yang merupakan urusan pemerintahan yang men_iadi
kewenangan Daerah Srang ditetapkan oleh pemerintah pusat sesuai dengan
Ketentllan peraturan perundang- Ltndangan.

Pasal 39

Darra insentif daei-air sebagairrrarra diinaksriri daiarn pasai 34 a-yai (2i itui"ui b
bersumber dari APBN yang dlalokasikan kepada daerah tertentu berdasarkan
kriteria tertentu dengan tuiuan untuk memberikan penghargaan atas perbaikan
dan/atau pencapaian kinerja tertentu.

Pasal 40

(1) i)ana desa sebagairnana dimaksuri rialam pasai 34 ayat (2i hu'ruf e

bersumber dari APBN yang diperuntukan bagi Desa yang ditransfer melalui
APBD dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan,
pelaksanaan pembalgunan, pembinaan kemasyarakatan, dan
^^.- !-^ -.l ^ n c,n ra !. n I
Iiuiir tru1 \-r<r-v aad.tl uad JJ al a^o L'

(2\ Dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1,} diatur sesuai dengan
ketenruan perundang- undangan.

Pasal41

Pendapan bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 ayat {3) huruf a
mcrupakan dana _yang bersumber dari oendapaian ii.aerah :tang dialokasikan
kepada daerah lain berdasarkan angka persentase tertentu sesuai dengan
peraturan perunclang- undangan.
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a.
b.
C.

P-rsal {;l

(1) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 ayat {3) huruf b
merupakan dana yang diterima dari daerah lainnya baik dalam rangka
keq'asama daerah, pemeraiaan peningkatan kemampuan keuangan,
danf at-a'u tujuan tert-ent-r-l lainnya.

{21 Bantuan keuangan sebagairnana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. bantuan keuangan dari daerah provinsi; dan
b. bantuan keuangan dari daerah kabupaten/kota.

Pasal 43

Lain-lai:r pe*dapatan claerah i,ang sah sebagaimana <limaksud dengan pasal 30
huruf c meliputi:

hibah;
dana darurat; dan/atau
iain-iain penriapatan sesuai riengan kerentuan peraturan perundang-
rrndansan---____ -o'---_

Pasal 44

Hibah sebagaimana dimaksud dalam pasal 43 huruf a merupakan bantuan
berupa uang, barang, dan/atau jasa vang berasal dari pemerintah pusat.
pemerintah daerah lain, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar
negeri ,\rang E<iak mengikat untuk menunjang peni:rgkaran penyelenggaraaa
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketertuan
peratuaran perundang- undangan.

Pasal 45

L)ana darurat sebregcirnana Cl"naksud dalam pasal 4,1 hurul b merupekan d.qna
yang berasal dari APBN yang diberikan kepada daerah pada tahap pasca bencana
untuk mendanai keperluan mendesak yang diakibatkan oleh bencana yang tidak
mampu ditanggulangi oleh daerah dengan menggunakan sumber APBD sesuai
ciengan ketentuan peraturan perunriang-un<iangan.

lloaia n V oarmnal,Jubaqrr iaul.iiivqL

Belanja Daerah
Pasal 46

{ii Beianja Daerah sebagaimana riimaksuei daiam pasai 27 ayat ii) humi b
r-rntr:k mendanai pelaksanaan rtrrlsan pemer:intahan yang menjarli
kewenangan Daerah, serla untuk mendanai unsur- unsur pelaksanaan
ur-usan pemerintahan.

t2) Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) terdiri atas urusan pemerintahan wa-iib dan urusan
pemerintahan pilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
rrnrl nnoqnLr]ruq:]hu::'

(3) Urusan pemerintahan wajib sebagaimana dimaksud pada ayat{2\ terdiri atas
urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar dan urusan
pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar.

i4i Urusan pemeriil'Liiiran piiihan sebagaimana tiimaksuri pada ayat. i2i sesuai
dengan potensi yang dimiliki Daerah.

{5} I3elanja daerah sebagaimana dimaksiicl pada ayai (ii eiialokasikan derrgan
memprioritaskan pendanaan urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan
dasar dalam rangka pemenuhan standar peiayanan minimal.

{6) Belania daerah untuk pendanaan urusan pemerintahan wajib yang tidak
terkait dengan pelayanan dasar dialokasikan sesuai dengan kebutuhan
ciaer.air.

17| Belanja daerah untuk pendanaan urusan pemerintahan piiihan
dialokasikan sesuai dengan prioritas daerah dan potensi yang dimitiki
daerah.

lal II--r,- -^1^l,c^-^^.. -^'_^-:*i-1^^* -^I-^*^;*^^^ J.i'-^!.^,,-r *^-t^ ^,,^+ /r\
to, UllJur IJLrd^Salradrr IJLlfl\lxlLdllaiii oLUaaBaa.Liij.ci-tla:1 ijilrIai\5LiiJ iriiLiij. ii-JiaL tr,

terdiri dari:
o npnrlrrlzr r no.G! PUIIU U r\Uii5.

b. penun-iang;

LI



c. pensawasan;
d. kewilayahan; dan
e. pemerintahan umum.

fr^^^1 Aa

{1i l}aerah..'.,ajib mengalokasil<an belanja untuk rnendanai urusan pemerita-han
Daerah yang besarannya teiah ditetapkan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.

t2l Daerah dapat mengalokasikan belanja untuk unsur pendukung, penunjang,
pengawasan, kewiiayahan, dan pemerintahan umum.

Posql 4}{

tl) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 46 berpedoman pada
standar harga satuan regional, analisis standar belanja, dan/atau standar
reknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-unriangan.

{2} Standar harga satr-ran regional sebagaimana dimaksr-rrl pacla arvat (1}

ditetapkan dengan peraturan presirlen.
(3) Standar harga satuan regional sebagaimana dimaksud pada ayat t2)

digunakan sebagai pedoman dalam menyusun standar harga satuan.

l4l Anaiisis standar beiary'a dan standar teknis sebagaimana dimaksud pada
ayat (i) dan standar harga satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

ditetapkan dengan pe!"atl-lran Br-rpatj.

t5) Analisis standar belanja, standar harga satuan, danlatau standar teknis
sebagaimana dimaksud pada ayat {4} digunakan untuk menyusun rencana
kerja dan anggaran dalam penyusunan rancangan perda tentang APBD.

{61 Belanja daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci menurut urusarr
pemerintahan daerah, orgamsasi, pi:ogram, kegiatan, jenis, objek, dan
rincian objek belada daerah.

Pasal 49

i-irusa-n pemerintaha-n claera-ir setraga-irnarla- climaksuci c1-aiam pa-sai 48 a,vai if,:i
diselaraskan dan dipadukan dengan belanja Negara yang diklasifikasikan
menurut fungsi yang antara iain terdiri atas:
a. pelayanan umum;
b. kctcrtiban dan kcamanan;

ekonomi;
periindungan hngkungall hiriup;
perumahan dan fasilitas umum;
kesehatan;
parawisata;
pendidikan; dan
perlindungan sosial.

Pasal 50

Belanja daerah menurut organisai sebagairnana riim.aksud daLarn pasa 48 a1"a*. (6)

d.isesuaikan dengan susunan organisasi yang ditetapkan berdasarkan ketentuan
peret Llran perundang undangan.

Pasal 5 1

i1i Beianja daerah menurut program dan kegiatan sebagaimana riimaksuri
rlalam pasal 48 a,vat- {6} disesr-raikan dengan Llrusan pemerintahan daer:ah

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-unclangan.

{2) Program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) rinciannya
paling sedikit mencakuP:
a. target dan sasaran:
b. indikator capaian keluaran; dan
c. in<iikatar capaian hasii.

C.

u.
e.
f.
C
b.

h.
i.
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{1)

{3} Nomenklatur program daIaffi belanja daerah serta indikator capaian hasil
dan indikator capaian keluaral yang didasarkan pada prioritas nasional
disusun berdasarkan nomenklatur program dan pedoman penentuan
indikator hasil dan indikator keluaran sesua dengan ketentuan
peraturan perundang- undangan.

Pocal R')

Klasifikasi belanja daerah terdiri atas:
a. belanja operasi;
b. beianja moriai
c. helanja tidak terdr:ga; dan
d. belanja transfer.
Belanja operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan
pengeluaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi
manfaat,iangka pendek.
Belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan
pengeiuaran anggaran unauk peroiehan aset tetap riaa asset iai::n-ta ]/arlg
memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi.
Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keperluan
darulat ter-iliiasuk keperiuan mendcsak -yang tidak dapat tiipr=eeiiksi
sebelumnva.

Belanja transfer sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d merupakan
pengeluaran uang dari pemerintah daerah kepada pemerintah daerah
lainnya dan/atau dari pemerintah daerah kepada pemerintah desa.

Docal ('l

Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 52 ayat (1) huruf a
dirinci atas jenis:
a. beianja pegawai;
b= helanja barang dan jasa;
c. belanja trunga;
d. belanja subsidi;
e. belanja hibah; dan
f. belanja bantuan sosial.

Belanja rnodal sebagaimana dimaksud dalam pasal 52 ayat {1} huruf b dirinci
atas .1enis belanja modal.
Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam pasal 52 ayat (1) huruf
c dirinci atas jenis belanja tidak terduga.
Beiania transfer sebagaimana dimaksud dalam pasal 52 (1) huruf d dirinci
atas jenis:
a. i-reianja bagi hasil; rlan
b. balanja bantuan keuangan

Pasal 54

Belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 a_v-at (1) hun-rf a
digunakan untuk menganggai-kan kompensasi yang ditetapkan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada
bupati/wakil bupati, pimpinan /anggota DPRD, dan pegavai ASN.
Beianja pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan
pada belairja SKPD bersairgkutan sesuai dengan keientuan Lreiaiur-an
perundang-undangan.

Pasal 55

Pemerintah daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada
Ilegalvai ASN cietigatl fileltlperhatikan kemampuan keuangan daeiah dan
memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

{2t

(3)

(4)

(s)

(U

(2|

{3)

t4)

{u

(2i

{s)

(1)
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l,)'l

{3}

t+,

i1Itai

(2i

Tambahal peaghasilan sebagaimaaa dimaksud pada ayat {1} diberikan
berdasarkan pertimbangan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja,
kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau perlimbangan objektif lainnya.
Pemberian tambahan penghasilan kepada pegawai ASN daerah sebagaimana
dimaksuti pada ayat {21 ditetapkan dengan peraturan bupati dengan
berpedoman pada peraturan pemerintah.
Dalam hal belum adanya peraturan pemerintah sebagaimana dimaksud
pada ayat {3}, bupati dapat memberikan tambahan penghasilan bagi pegawai
ASN setelah mendapat persetujuan Menteri.

Pasal 56

Belanja barang dan jasa sglagaimana dimaksud dalan pasal 53 ayat {1}
huruf b digunakan untuk menganggarkan pengadaan barungf jasa yang ailai
manfiaatnya kurang dafi 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang
akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pt}rak ketiga.
Pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (i) dalam rangka
melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah.

Pasal 57

tselarrja burrga sebagailnana dirrtaksrrti tiaiarii pasai 53 ayaL (i) liui'uie tiiguriakaii
untuk menganggarkan pembayaran trunga utang yang dihitung atas kewajiban
pokok utang berdasar'kan perlanjiare pirej aman.

Pasal 58

(U Belanja subsidi sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 ayat (1) huruf d
riigunakan agar harga .1r,rai pro<irrksi ai-ar=r jasa yang ciihasiikan oieh irarjan
usaha milik negara, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga dapat
terjangkau oleh masyarakat.

/.rr n-l^.^ ..-^L^ ,.^.:t:!, \T^-^-^ DTTlt,[T-\ -tr^- !^+^,= 1--^l^'^ ,--^L-^ *.i!il, -,----r-.\zl fjd-Lld-Il' LtJd-lrd [.tlltlK l\c6aali1-, r)UrvrL) \taLLL/41-L-tLt rrdr-ralrr LiJaarrd Irr[rn swdJLzl

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merurrakan badan yang menghasilkan
prociuk atau jasa peiayanan <iasar masyarakat.

(3) Badan usaha milik Negara, BUMD, badan usaha milik swasta, dan/atau
badan hukum lain sebagaimana dimaksud pada ayat{2\ yang akan diberikan
subsidi terlebih dahulu dilakukan audit keuangan oleh kantor akuntan
putrlik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

tA\ rr-..-.. :l ----l:r --L--^i,--,--- ll---^1 ^--l ,-^l^ l-r ----,---,-- 1 ^,- L^r-^,-
{{l r1aslr aLiurl scuit8auilana uurrar1suu lraua a.vaL tJ, rrrcj'uI]aKail r)arrari

pertimbangan untuk memberikan subsidi.
(5) Dalam rangka pertanggungl'aw,aban APBD, penerima subsidi sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan laporan pertangggungl'awaban
6Aflddrrn^^- .ilona crrl-rcirli J,anoAo hr rnatiyLrr66ulr44ar qqrrq ruuorur r\ulJGuc uqt/qLr.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara pemberian dan
penar:ggungjarvaban su'osidi diatur dalan peraturan trupati sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 59

Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam pasaL 53 ayat (1) huruf e

diberikan kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah lainnya, badan
usaha milik Negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi
kemasyarakatan yang berbadal hukum Indonesia, yarlg secara spesifik
telah ditetapka:r peruntukanrrya, lebitr dan wajib tidak mengikat, serta tidak
secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai
dengan peraturan perundang-undangan.
Pemberial hibah sebagaimana dimalcsud pada ayat (1) ditujukan untuk
menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah
sesuai kepentingan daeratr dalam mendukung terselenggaranya fungsi
pemerintahan, pembanguna.n, dan kemasyarakatan dengan memperhaiikan
asas kead-ilan, kepatutan, rasiona-litas, dan manfaat r-rnttr& masyarakat.

l1\
(1'

tzl
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(1)

Belanja hibah sebagirnana di-maksud pada ayat (1) dianggarkan <lalarn,4-PBl-l
sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan
pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan
pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan
pe runriang- unciangan.

Poso I 611

Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam pasal53 ayat (1) huruf
f digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang
dani atau barang keparia individu, keluarga, keiompok danlaiau
masyarakat yang sifatnya tidak secara terLls- menerr-i-s yang selektif yang
bertujuan rnelindungi terjadinya resiko sosial, kecuali dalarn keadaan
tertentu dapat berkelanjutan.

Keadaan tertentu dapat berkelan_iutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran
sampai penerima ba-ntuan teiah iepas <iari resiko sosiai.
Belanja trantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan
dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah
memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan
ui'usatt peureliriLalran pililian, kecuaii diicntukali lairr sesuai dcirgarr
ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 6 1

Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 ayat (2) digunakan
untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka
pengadaan assei teiapt dan a-sset iainn.va-.

(2) Pengadaan asset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi
kriteria:
a. mempunyai masa manfaat dari 12 (dua belas) bulan;
b. digunakal dalam kegiatan pemerintahan daerah; dan
c. batas minimal kapitalisasi asset.
Batas minimal kapitalisasi asset sebagaimana dimaksud pada ayat {2} huruf
c diatur dalam Peraturan Bupati.
Asset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggarkan dalam belanja
modal sebesar harga beli atau bangun asset ditambah seluruh belanja yarrg
terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset siap digunakan.

Pasal 62

Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam pasal53 ayat (2) meliputi:
a. belanja tanah, digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh dengan

maksud untuk dipakai dalam kegiaian operasionai pemerintah daerah dan
dalam kondisi siap dipakai;

b. belanja peralatan dan mesin, digunakan untuk menganggarkan peralatan
dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektrorrik,
infentaris kantor, dan peralatan Lainnya yang nilainya signifikan dan masa
manfaatnya lebih dari L2 fdua be}as) bulan dan dalam kondisi siap pakai;

c. belanja balgunan dan gedung, digunakan untuk menganggarkan gedung dan
bangunan mencakup seluruh gedung dan banguaan yang diperoleh dengan
maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah daerah dan
dalam kondisi siap dipakai;

d- belanja jalan irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalar.,
irigasi, dan jaringan merrcakup jaian, irigasi, dan jaringal yang dibarrgun oleh
pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah daerah
dan dalam kondisi siap pakai;

e. belanja aset tetap lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap
lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokan kedalam
kelompok aset tetap sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan
huruf d, yaxg d.iperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional
pemerintah daerah dalam kondisi siap dipakai; dan

{2)

{3)

{1}

i'l i
tv,

(4)
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i. trelanja aset iainnya, digunakan untuk mengenggar.kan aset tetap l,rang tidak
digunakan untuk keperluan operasional Pemerintah Daerah, tidak memenuhi
definisi aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai
tercatatnya.

Pasal 63

Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 ayat {4) huruf a
dianggarkan pada APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Pasai 64

(1) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 avat {4}
huruf b diberikan kepada daerah iain/Desa daiam rangka kerjasama
,laei'ali, peirrclaiaarr peiririgkaian kemaiirpuan keuarrgaii, dal/triaii 'Luji;aii
tertentu iainnya.

i'2, Bantuan keuangan sebagaimana rlimaksud pada ayat il) dapat dianggarkan
sesuai kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan
belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan serta
alokasi belania yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan,
kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
rrnrlangan.

{3) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat {1} terdiri atas:
a. bantuan keuangan antar daerah kabupaten lkota;
b. bantuan keuangan daerah ke Daerah Provinsi danlat-au daerah provinsi

I^i^^'-^. .:l^- I ^+^,,r4urrrJa, uara/ a(du
c. bantuan keuangan kepada desa.

i4i Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat i3i 'oersiiat umum
atau khusus.

(5) Peruntukan dan pengelolaan bantuan keuangan yang bersifat umum
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diserahkan kepada Pemerintah Daerah
penerima bantuan.

lr\ n^-,--+,,1,^- 1-^.^.,,^'^ t,^,,^.^-^- 1-^-^:f^+ I-L-.^.-^ ^^1iui i-'uI'LiIii Liiialt UarIiuali KCuallElan ]-ang DCrS[aI KniisiiS SCOAgaimana
dimaksud pada ayat {a) ditetapkan oleh pemerintah daerah pemberi bantuan
dan pengelolaannya diserahkan kepada penerima bantuan.

{71 Pemberi bantuan keuangan bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada
nrrq'l 16l rlonot rtrencvornllzon nonrrprlioon rlona nonrlomnino rlol^m ApET)uql7ur rriLriJJ ai u.iauri PLai-t Uurqqii uuilu }j\ rrUGiirijUiS UUdIaL-i DU

atau anggaran pendapatan dan belanja Desa penerima bantuan.

L)aoal A(

{U Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam pasai 53 ayat {3)
merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keadaan darurat
termasuk keperiuan mendesak serta pengembaiian atas keiebihan
pemha_varan atas penen'maan daerah lahr,rn-!ahrrn sebelr_rmnva.

{2) Dalam hal belanja tidak terduga sebagaimana dirnaksud pada ayat (1} tidak
mencukupi, menggunakan:
a. dana dari hasil penjadwalan ulang capaian program dan kegiatan

iainnya serta pengeiuaran pembiayaan dalam tahun anggaran beqialan;
dan/atau

b. memaniaatkan kas yang tersedia.
(3) Penjadwalan ulang capaian program dan kegiatan sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) huruf a diformulasikan terlebih dahulu dalam perubahan DPA
SKPD.

Pasal 66

{li Keadaa* darurar. sebagairnana dima.ksud dalam pasal65 a;,,e.t {1} meliputi:
a. bencana alam, bencana non alam, bencana sosial dan/atau kejadian

luar biasa;
b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
c. kerusakan sarana/prasarana yang riapat mengganggu kegiatan

pelayanan pllhlik.

ZZ



12. Keperluan mendesak sebagima*a dimaksud dalam pasal65 a3,'at{1) meliputi:
a. kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang

anggarannya trelum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
Ll. belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
c. pengeiuaran daerah yang beraria riiiuar ken<iali pemeriniah ciaerah rian

tidak d,apat- diprediksikan sebelrrmnya, serta amanat peratu-ran
perundarrg- undangan; dan/ atau

d. pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbuikan
kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan/atan
masyarakat.

{3) Kriteria keadaan darurat dan keperluan mendesak sebagaimana dimaksud
pada artat iii 6*n ar7&t (2i <iitetapkan daiam Per<ia ten.ang APBD tahun
Lrerkenan.

(4) Pengeluaran untuk mendanai keadaan darurat yang belum tersedia
anggarannya, diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA SKPD, kecuali
uirLtrk kel;uLulraii i-aiiggap tialur'at btriit'aiia, koiiiiik susial tiatiT'atilu
kejadian luar biasa.

t5) i3e'lanja untuk kebutuhan tanggap darura'l bencana, konflik sosiai, eian/atau
kejadian luar biasa sebagaimana dimaksud ayat {4) digunakan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

(6) Pengeluaran untuk mendanai keperluan mendesak yang belum tersedia
anggarannya danl atau tidak cukup tersedia anggarannya, diformulasikan
te-riehiir rlairulu daiarrr RKA SKPD rianf ai-au perubahan DPA SKPD.

Bagian Kelima
Pembiayaan Daerah

D^-^--^,- 1I ardlirdr r

Umum
l:aaal A7

(U Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal'27 ayat (1) huruf c
terdiri atas:
a. penerimaan pembiayaan; rian
b. pengelnaran pemhiaJiaan.

(2) Pembiayaan rlaerah sebagaimana dimaksud pada ayat ili elirinci menurut
urusan pemerintahan daerah, organisasi, jenis, obyek, dan rincian obyek
pembiayaan daerah.

t3) Penerimaan pembiavaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat {1}
bersumber dari:
a. sir.PA;
b. pencairan dana cadangan;
c. hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
d. penerimaan pinjaman daerah;
e. pciiei'imaari keriibaii pcinbciiarr piiijaiuaii daei'ah, iiaiii aiau
f. penerimaan pembiayaan lainnva sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.
t4) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat {1) huruf b

dapat digunakan untuk pembiayaan:
a. pembayaran cicilan pokok utang yang-jatuh tempo;
b. penyertaan modal daerah;
c. perrrbentukan riana cadangan;
d. pemberian pinjaman daerah; dan/atau
e. pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.
/tr\ n^-L;^'-^^h h6t^ ^^lznn -oli+ih n+norir^^- ^o*}-i^'-nrn t^-L^z{at
iji l-ctiiuiaii-iaii iiu(u iilui uPijiLicil 5trrrSiii Pcriui ulldaarr Puirj.iJicl.vddrr LLf raGudP

pengeluaran pembiayaan.
i6i Pembiayaan neto sebagaimana dirnaksud pada ayat i5) digunakan uniuk

menutup defisit anggaran.

?aragraf 2
Penerimaan Pembiayaan

n^^^I ro(ro

SiLPA sebagaimana dimaksud dalam pasal 67 ayat (3) huruf a bersumber dari:
a. pelampauan penerimaan PAD;
t]. pelampauan penerimaan pendapatan transfer;

z'3



C.

d.
e.
f.

pelampauan penerillaan trakl-lain pendapatan daerah .,,ang sah;
pelampauan penerimaan pembiayaan;
penghematan beianja;
kewajiban kepada pihak ke tiga sampai dengan akhir tahun belum
terseiesaikan; <ian7 atau

g. sisa dana akibat tidak tercapaianya capaian targer: kinerja dan srsa dana
pengeluaran pembiayaan.

Pasal 69

{1) Pencaiaran dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam pasai 67 ayat {3}
hr-rruf b cligunakan untuk menganggarkan pencairan riana cadanga:: dan
rekening dana cadangan ke rekening kas umum daerah dalam tahun
anggaran yang berkenan.

(2) Jumlah dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat {1) sesuai dengan
jurrilaii yaiiE tclah tiilrLapkarl dcrrgau Pcrrja iciilaiig pciri'ucri'rukan tlarra
cadangan bersangkutan.

(3i Pencaiai:an clana cariangan dalam i {satu) tahun anggaran menjacii
penerimaan pembiayaan APBD dalam tahun anggaran yang berkenan.

{4) Dalam hal dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum
digunakan sesuai peruntukannya, dana tersebut dapat ditempatkan dalam
portofolio yang memberikan hasil tetap dengan resiko rendah.

{5i Posisi riana e;adangan ciiiaporkan sebagai tragian yang iitlak ier-pisahkan tiar=i
laporan pertanggungjawaban APBD.

{6) Penggunaan atas dana cadangan yang dicairkan dari rekening dana
cadangan ke rekening kas umum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
/ r \ .li^---^-L-cn rlclo* SI.1Df-\ ranrry!!n^ rilcno ^^.{^h-^- 1-^--^nrl-rr+^-11, urorr6SdrAdlr udrdrli rri\l ii PCI166uirii Llalril Uii(ialiSa:li.l iiciSiiii8iiLiaiiii,
kecuali ditentukan lain sesua dengan ketentuan peraturan perundang,
unriangan.

Pasai 70

t1) Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud
daiain pasal 67 aval {3) hun;f c rjilakukan scsuai ,jerrsaii k-eteir'tuan
peraturan perundang- undangan.

(2| Penerimaan atas hasil penjualan kekayaan daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dicatat berdasarkan bukti penerimaan yang sah.

Pasal 71

i1] Pener-imaan pinjaman daerah sebagairnana dirnaksud dalan pasal ti7 ai'at
{3) huruf d didasarkan pada jumlah pinjaman yang akan diterima dalam
tahun anggaran berkenan sesuai dengan yang ditetapkan daiam perjanjian
pinjaman bersangkutan.

\2j Penerimaan pinjaman riaerah sebagaimana rlimaksuci paria ayat ii) riapat
trer-sumber dari:

pemerintah pusat;
pemerintah daerah lain;
lembaga keuangan bank;
lembaga keuangan bukan bank: dan/atau

e. masyarakat.
i3i Pener-imaan pinjaman daerah sebagairnana dtmaxsuri pada al,rat iii

dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 72

Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud dalam
pasai tr7 ayat {3) huruf e digunakan untuk menganggarkan penerimaan kembaii
pinjaman yang diberikan kepada pihak penerima pinjaman sesusai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

a.
b.
C.

d.

}L



{1)

lzl

(3)

(4)

t1,

t2\

D^-^l 7?

Penerimaan pembiayaan lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 67 ayat (3)
huruf f digunakan untuk menganggarkan penerimaan pembiayaan lainnya sesuai
dengan ketentuan peraturan perunriang-unriangan.

D^-a--^{'lr Ul(lt>I(.r r,

Pengeluaran Pembiayaan

Pasai 74

Pemt-rayaran cicilan pokok utang sehagaimana dimaksr-rrl dalam pasal 67 a1,at- (4|
huruf a digunakan untuk menganggarkan pembayaran pokok utang yang
didasarkan pada jumlah yang harus dibayarkan sesuai dengan peq'anjian
pinjaman dan pelaksanaannya merupakan prioritas utama dari seluruh
kewa_iiban pemerintah daerah yang harus diselesaikan dalam tahun anggaran
berkenan berdasarkan perjanjian pinjaman.

Dnonl 7E

Daerah dapat melakukan penyertaan modal sebagaimana dimaksud daiam
pasal 67 ayat {a) hutrf b pada BUMD dan/atau badan usaha milik Negara.
Penyertaan moriai pemerintah <iaerah sebagaimana climaksuri pada ayat (ii
cl-aoat clilaksana-ka-n anabila irimla-h vans akan cliserta-ka-n d-ala-m tahr-rn----r--- -_--- --r------__ J-------
anggaran berkenan telah clitetapkan dalam Perda mengenai perrvertaan
modal daerah bersangkutan.
Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebelum persetujuan
bersama antara bupati dan DPRD atas rancangan perda tentang APBD.
Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai
ri en oq n iretentr r q n r.lcra tr r 14 n nerr r nri q n o- r r nri e rr oq n

Pasal 76

n---- -*--L^ - ..t- --- ..---l^I -^.1^ J -I---- -t- -l--..- ri-'!..1 -'!ir^..!.:{1..--.rcfllcrrLtriarr pcrr-Ycr Laarr rrruu.ar lraua larrurr 5cucrullrrtva Lluill( ulLcr ulrr1.drr
perda tersendiri sepanjang jumiah anggaran oenvertaan modal tersebut
ticiak meiebihijumiah penyertaan modaiyang telan ditetapkan riengan Peraa
mengenai penyertaan modal bersangkutan.
Dalam hal pemerintah daerah akan menambah jumlah penyertaan modal
melebihi iumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan dengan perda
mengenai penyertaan modal, pemerintah daerah melakukan perubahan

1lDer(lrj rrlengelral llenJverTaan rnooar yang Der-sangKula-rl ses-ual oergail
ketentuan peraturanperundang-undangan.

Pasal 77

Dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 67 ayat (4) huruf c
penggunaannya diprioritaskan uniuk mendanai kebuiuhan pembangunan
prasarana dan sarana daerah yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satuJ
tahun anggaran.
Dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat {1} dapat digunakan
untuk mendanai ketrutuhan lainnya sesusai dengan ketentuan peraturan
-^...--J^-^ -.-l^..pci-u n0a n8:-u noangaii.
Dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari
penyisihan atas penerimaan daerah kecuali dari:
a. DAK;
h ninioman docreh'donU. ijiirjiliiiuri UuLr qrtr UUii

c. penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk pengeluaran
tprfenfrr herrj o cc rlzq n lzcl en 1 r r an l^rcre I r ! ran nerr rnd ano. r r nr{ nnonnutruur.b srruurrxurr.

Dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat {1) ditempatkan dalam
rekening tersendiri dalam kas umum daerah
Pembentukan dana cadangan sebagaiman dimaksud pada ayat {1)
ciiteiapkan riaiam Percia teniang pembentukan dana cariangan.

{1}

{21

t3)

t4)

{s}

,E



irrl

(1)

Perda sebagairnana CirnaksuC peda a,.,.at {5} ditetapkan sebel:,.1n per-setu;uan
bersama antara bupati dan DPRD atas rancangan tentang APBD.

Pasal 78

Pemberian pinjaman daerah sebagaimana rllmaksud dalam pasal 67 ayat {a)
hurrf ei digunakan untuk menganggarkan pemberian pinjaman daerah,yarlg
diberikan kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah iainnya, BUMD,
badan usaha milik Negara, Koperasi, danf atau masyarakat.
Pemberian pin_iaman daerah dilaksanakan setelah mendapat persetu_iuan
DPRD.
Persetujuan DPRD sebagauuana dimak*"ud pacia arzat i2j menjaai bagian
yang disepakati dalam KUA dan PPAS.

{4J Ketentuan mengenai tata cara pemberian pinjaman daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) sampai ayat (3) diatur daiam Peraturan Bupati
scslrai derlgari keieirLuan puraiuiarl pcluiidang- urrtlarrgan.

Pnqnl ?tl

Pengeluaran pembiayaan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal67 ayat {4J
huruf e digunakan untuk menganggarkan pengeluaran pembiayaan lainnya
sesuai dengan ketenruan peraturan perundang-untiangan.

l--Iooion l{ppn.r m

Surplus dan Defisit
Paragraf 1

Umum
Pasai 80

t1) Selisih antara anggaren pend"apatan daer:ah dan anggaran belania daerah
mengakibatkan terjadinya surplus atau defisit APBD.

12) Daiam hal APBD diperkirakan surplus, APBD dapat digunakan untuk
pengeluaran pembiayaan Daerah yang ditetapkan dalam Perda tentang
APBD yang peiaksanaanrrya sesuai riengan ketentuan peraiuran perunciang-
undanga-n.

(3) Dalam hal APBD dipetkirakan defisit, APBD dapat ciidanai dari penerimaan
pembiayaan daerah yang ditetapkan daiam Perda tentang APBD yang
pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2
*sur-pius
Pasal B1

Penggunaan surplus APBD diutamakan untuk:
- -^-_-a-^- ^-.^-r ^:^:1^., -- -t-^r -a. IJClrrUayararr urullidrr puKUK,
b. penyertaan modal daerah;
c. pembentukan dana cacangan;
d. pemberian pinjaman daerah; dan/atau
e. pengeluaran pembiayaan iainnya sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

I)o aol t4 )I Ugql U!

Pemerintah daerah wajib melaporkan posisi surplus APBD kepada Menteri dan
Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang keuangan setiap
semester <iaiam iahun anggaran berkenan.

IJ^ -n a-^ f -l
r Giq5iiir r,

Defisit
Pasal 83

iii Baias maksimai jumiah kumuiatif ciefisit APBD rian batas maksimai riefisir
.LPBD vans d-ibiava-i dari niniaman cl-a-era-h Lreroedoman ketentrran vansj-_--o-------_Jr--_-j_-"--''_r--/_--::-

ditetapkan menteri keuangan.

f2)

i3i
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l.'2) Pemenntah daerah ua;ib melcporkan pcsisi deiisit ,APBD sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) kepada menteri dan menteriyang menyelenggarakan
urusan pemerintahan dibidang keuangan setiap semester dalam tahun
anggaran yang berkenaan.

Pasal 84

(U Defisit APBD sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat {1i harus dapat
ditutup dari pembiayaan neto.

t2) Pembiayaan neto sebagaimana dimaksud pada a:rat {1) merupakan seiisih
antara penerimaan dengan pengeluaran pembiayaan.

RAB IV
PENYUSUNAN RANCANGAN ANGGARAN PBNDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Bagian Kesatu
Kebi,jakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Prioritas Plafon Anggaran

Sernentara
Pasal 85

Bupati menyusun rancangan KUA dan rancangan PPAS berdasarkan RKPD
dengan mengacu pada pedoman penyusun APBD.
Rancangan KUA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
a. kondisi ekonomi makro daerah;
h. a-sr-tmsi penyllsrrnan aPRill;
c. kebijakan pendapatan daerah;
d. keLrijakan belanja daerah;
e. kebijakan pembiayaan daerah; dan strategi pencapaian; dan
f ^r-^+^-j-^^.-^^.^:^--I. SLI at rctil pcl rL dpri-rrr

{3) Rancangan PPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan
+^l^^-^-.Li1.rrillJa,.rl.

a. menentukan skala prioritas pembangunan daerah;
b. menentukan prioritas program dan kegiatan untuk masing- masing

urusan yang disinkronkan dengan prioritas dan program nasional yang
tercantum dalam rencana kerja Pemerintah Pusat setiap tahun; dan

c. il1eri-v-usur1 capaiarr kirrer-ia. sasaiaii. dan piafon arlggarart setiett'r-ara
untuk masing-masing program dan kegiatan.

Pasal 86

(1) Bupati menyampaikan rancangan KUA dan rancangan PPAS sebagaimana
dimaksuC daiarn Fasal85 ayat ii) kepada DFRD paiing iarnbat rninggu kedua
bulan Juli untuk dibahas dan disepakati bersama antara bupati dan DPRD.

{21 Kesepakan terhadap rancangan KUA dan rancangan PPAS sebagaimana
dimaksud pada ayat (i) ditandatangani oleh bupati dan pimpinan DPRD
paling lambat minggu kedua bulan Agustus.

la\ t/t t A A^^ DDACi +^l^1- l:^^^^1-^+i 1-,,*^+.: 1-^-^^*^ nDDn ^^1-^^^:,-^-^i'Jj r\(r1r tlatl I I rL\J vcirlx tf;rd"rl (liSCpdi\aLl LJl.-l[JilLl l-rt;r l'idttla ur l\u ircL-ra1-xa1'Irlrallril

dimaksud pada ayat (2) menjadi pedoman bagi perangkat daerah dalam
menyusun RKA SKPD.

t4) Tatacara pembahasan rancangan KUA dan rancangan PPAS sebagaimana
Cimaksud pada a3,at (1) dan ayat (2) Cilakukan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang- undangan.

D^a^I a7

Dalam hal bupati dan DPRD tidak menyepakati bersama rancangan KUA dan
rancangan PPAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1), paling lama 6
ienam) minggu sejak rancangan KiiA rian rancangan PPAS riisampaikan kepada
DPRI.) hnnali menvamnaikan rancanqan nerrla tentans APBD kenada DPRI-)) ' " L"- 'j ___-i_--___--__ --O-_-- I'- - ---- -'-'--'-_--O - "r--

berrlasarkan RKPD, rancangan KUA, dan raneangan PPAS yang disusun bupati,
untuk dibahas dan disetujui bersama antara bupati dengan DPRD sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1)

{21

') x7
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Dnoal QP

(1) Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 85 ayat (3) huruf b dapat
dianggarkan:
a. untuk i (satu) rahun anggaran; atau
h, lehih dari 1 (satr-r; tahr:n anggaran rlalam bentuk kegiatan tahun jamak.
Kegiatan tahun jarnak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus
memenuhi kriteria paling sedikit:
a. pekerjaan kontruksi atas pelaksanaan kegiatan yang secara teknis

merupakan satu kesatuan yang menghasilkan 1 (satu) keluaran yang
memerlukan waktu penyelesaian yang lebih dari 12 {dua belas) bulan;
qtqrr

b. peke4'aan atas peiaksanaan kegiatan yang menurut sifatnya harus tetap
berlangsung pada pergantian tahun anggaran.

Penganggaran kegiatan tahun jamak sebagaimana dimaksud pada ayat {2}
bertiasarkan aias perse'r-ujuan t-rersania aniara bupa'ri daii DPRD.
Persetujuan trersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditandatangani
bersamaan dengan penandatanganan KUA dan FPAS.
Persetujuan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit
memuat:
a. nama kegiatan;
b. jangka waktu pelaksanaan kegiatan;
(:. jrrmiair angga_ra_tr: cian
d. alokasi anggaran per tahun.

(6) Jangka waktu penganggaran pelaksanaan kegiatan tahun jamak
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak melampaui akhir tahun
masa jabatan bupati berakhir, kccuali kcgiatan iahun jamak dimaksud
merupakan prioritas nasional dan/atau kepentingan strategis nasional
sesuai dengan keienruan peraturan perundang-un<iangan.

Bagian Kedua
Rencana kerja dan Anggaran Satuan Keq'a Perangkat Daerah

n^^^l on

(U Kepada SKPD menyusun RKA SKPD berdasarkan KUA dan ppAS
sebagaimana dimaksud daiam pasai 86 ayat {2) dan ayat (3).

{ )) pllA qlapn s.ehnrr-rirytnn-e rlinrn'!zsrrr=l nodo .r-al /11 disrrsrrn r'lpnaan1-i r\iL-.i urar u ouud6qu,idald UUiiLir"l$iiii Pai\ii-i ct.i.ii ili tjiDi-ilL"tii LiCiii;ii.ii

menggunakan pendekatan:
a. kerengka pengeluaran iang!<a menengah daerah:
b. penganggaran terpadu; dan
c. penganggaran berdasarkan kinerja.

{3) RKA SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada PPKD
sebagai bahan penyusunan rancangan percia tentang APBD sesuai ciengan
jadwal dan tahapan yang diatr-rr rlalam per-atr:ran Menteri tent=2ng perloman
penyusunan APBD yang ditetapkan setiap taLr.un.

Pasal 90

Dalam hal terdapat penambahan kebutuhan pengeiuaran akibat keadaan darurat
ter-masuk belanja untuk keperiuan mendesak, kepaia Sk-PD dapat meayusuo F-KA
SKPD diluar KUA dan PPAS sebagaimana dimaksud dalam pasal 86 ayat {2) dan
ayat (3).

Pasai 91

{1} Pendekatcn kerangi<a pengeluaran jangka menengah daerah sebageunana
dimaksud dalam Pasal 89 ayat (2) huruf a dilaksanakan dengan menyusun
prakiraan maju.

(2) Prakiraan mEu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi perkiraan
kebutuhan anggaran uniuk program cian kegiaian yang riirencanakan ciaiam
tahr:n anggaran herikr.ttn,va dai tahr:n angga!-an yang direncanakan.

{3)

{4)

{s)

nnLO
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i4i

(1)

(2)

t3)

(1)

l.'7\1,,

(2)

i:3i

Pendekatan penganggaran terpadu sebagaimana dimaksud. dalam pasal 89
ayat (2) huruf Lr dilakukan dengan memadukan selur-uh proses perencanaan
dan penganggaran di lingkungan SKPD untuk menghasilkan dokumen
rencana kerja dan anggaran.
Pendekatan penganggaran berriasarkan kinerja sebagaimana riimaksuri
dalam pasal 89 ayat {2) huruf c dilakukan rlengan memperhatikan:
a. Keterkaitan" antara pendanaan dengan keluaran yang diharapkan

dari kegiatan;
b. hasil dan manfaat yang diharapkan; dan
c. efisiensi dalam pencaoaian hasil dan keluaran.

Pa-sai -q2

untuk terlaksananya penyusunan RKA SKPD berdasarkan pendekatan
setragaimana dimaksud dalam pasal 89 ayat (2) dan terciptanya
kcsinariibulrB,ali RtrA SKPD, kepala SKFD iilentscvaluasi hauil peiaksariaaii
program dan kegiatan 2 {dua) tahun anggaran
sebeiumnya sampal <lengan semester pertama tahun anggaran berjalan.
trvaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menilai
program dan kegiatan yang belum dapat dilaksanakan atau belum
diselesaikan tahun sebelumnya untuk dilaksanakan atau diselesaikan pada
tahun yang direncanakan atau 1 (satu) tahun berikuhya dari tahun yang
1: 7u["crr(:ar taKaIl.
Dalam hal program dan kegiatan merupakan tahun terakhir untuk
pencapaian prestasi kerja yang ditetapkan, kebutuhan dananya harus
dianggarkan pada tahun yang direncanakan.

Pasal 93

Pen5rusunan Itlla. SKPD <lengan r$enggunakan pendekatan penganggarsn
berdasarkan kinerja sebagaimana dimaksud dalam pasal89 ayat (2) huruf c
trerpedoman pada:
a. indikator kineq'a;
b. toiak ukur cian sasaran kinerja sesuai anaiisis stanriar beianja;
c. standar harga satuan;
d. rencana kebutuhan BMD; dan
e. standar pelayanan minimal.
Indikator kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan
ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari program dan kegiatan yang
direncanakan meliputi masukan, keluaran, dan hasil.
Toiak r:"kr-rr kineq'a sebagaunana oimaksu<i pada a)rar_ iii hrr-ru-f b merupakan
ukuran prestasi keda yang akan dicapai dari keadaan semula dengan
mampertimbangkan faktor kualitas, kuantitas, efisiensi, dan efektivitas
pelaksanaan dari setiap program dan kegiatan.
Sasaran kincrja sel-ragaimana dirnaksuti pada ayat (i) iiuruf tr mei"upakan
hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran -vang diharapkan
dari suatu kegiatan yang akan atau telah dicapai sehubungan dengar
penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
Analisis standar belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf tt
merupakan penilaian kewa-jaran atau beban keqja dan Lriaya yang digunakan
untuk melaksanakan suatu kegiatan.
Stantlar harga satuan sebagainratra dimaksud paria a,va't il) hunrf r:
merupakan harga satuan barang dan jasa yang ditetapkan dengan
keputusan bupati dengan pertimbangan standar harga satuan regional
sebagaimana dimaksud daiam pasal48 ayat {4).
Q!cnr-ler F--^1.'-.-r-^n :einit=al cn1---^i*nna .1i*^1..-",{ 6-^.1^ ^,.^t /1! L"-,,l- ^uHrrudl PLrct.yd-lrarl rtrurutldl sCrraaSairijrai,ilai Litl.Iiiai\si-iu l-riiLia ajar ti, iiUliji U

merupakan tolak ukur kineria dalam menentukan capaian _t'enis mutu
peiayanan dasar yang merupakan urusan pemeriniahan r.r.ajib yang berhak
diperoleh setiap warga Negara secara minimal.

Pasal 94

RKA SKPD sebagaimana dimaksu,i daiam pasai 89 a-vat (ii inemuai i:encar-ia
pendapatan, belanja, dan pembiayaan untuk tahunyang direncanakan serta
perkiraan maju untuk tahun berikutnya serta perkiraan mEu untuk
berikutnya.

[+,

ts)

tt)t
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Rencana pendap*tan. belanja, da* pen:biavaan sebagaimana di:naksud
pada ayat {1) dirinci sampai dengan rincian obyek.
RKA SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga memuat informasi
mengenai urusan pemerintahan daerah, organisasi, standar harga satuan,
dan kinerja yang akan dicapai dari program cian kegiaian.

Pacol 0(

Rencana pendapatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 94 ayat {1)
memuat urusan pemerintahan daerah, bidang urusan, organisasi,
keiompok, jenis, obyek, rincian obyek, cian sub rincian obyek pendapaian
daerah.
Rencana pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1i diterima oieh
SKPD sesuai dengan tugas dan fungsinya serta ditetapkan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang- undangan.
Rencana Lrelan_ia sebagaimana dimaksud dalam pasal 94 alrat {1) dirinci atas
urusan pemerintahan daerah, bidang urusan organisasi, program, kegiatan,
.rrh kpgiatan. kciomnnk heianiarzang masinp-masins dirrraikan menl-trl-tt
jenis, obyek, dan rincian obyek belanja.

(4) Rencana pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 94 ayat (1)
memuat kelompok:
a. penerirraarr pcrrrbiayaan:yang dapai tligurrakan urr'ruk nienuturp cieiisii

APBD: dan
b. pengeluaran pembiayaan yang dapai digunakan untuk memanfaatkan

surplus APBD, yang masing-masing diuraikan menurut jenis, obyek, dan
rincian obyek pembiayaan.

(5) Urusan pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 94 avat
(3) memuat urusan pemerintahan daerah yang dikeloiah sesuai dengan
lllgits (lr-rrt rililqsl i)nrl.r.

{6} Orlanisasi sebagaimana dimaksud clalam pasal 94 ayat i3) memuat nama
SKPD selaku PA.
Kine4'a yang hendak diacapai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat
{3) terdiri da-ri indikator kinerja, tolok ukur kinarja, dan sasaran kinerja.
Program sebagaimana dimaksud dalam pasa 94 ayat {3) memuat nama
program yang akan dilaksanakan SKPD dalam tahun anggaran berkenaan.
Kegiatan sebagaimama dimaksud dalam pasal 94 ayat {3) memuat nama
kegiatan yarrg akan dilaksanakan SKPD dalam tahun anggaran berkenan.

Bagian Ketiga
4^r^ A^^^ n^------ l)^.^^^ ^- l/^-: - l^- A-^-^-^-^ C\^.-,^.^ T-^*i^ n^-.^--1 .^. n^^*^l-
I aLA \-aiii rcrrvusutlilit r\cl.tLi-lltil r\rr lil ueill .rjlx*'ai<iil Dd.l-Li.rilr l\ct la i crditNKdi. .L,,ilctiltt

Pasal 96

TAPD menyusun dan menertibkan surat edaran bupati tentang pedoman
penyusunan RtsrA SKPD palirrg larnbat mi:rggu ketiga bulan agustus.
Surat edaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
a. PP.4.S yang dialokasikan untuk setiap prograno SKPD berikut reacaaa

pendapatan dan pembiayaan;
b. Batas waktu penyampaian RKA SKPD kepada PPKD;
c. Hal lainnyayang perlu mendapatkan perhatian dari SKPD terkait dengan

prinsip peningkatan efisiensi, eiektifitas, transpa-ransi dan akuntabilitas
penyusunan anggaran dalam rangka pencapaian prestasi kerja; darl

d. Dokumen sebagai lampiran meliputi KUA, PPAS, kode rekening APBD,
format RKA SKPD, analisis standar belanja dan standar harga satuan.

Berdasarkan pedoman penyusunan RKA SKPD sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) kepala SKPD menyusun RKA SKPD sesuai dengan RKPD, KUA dan
PPAS.
RKA SKPD yang telah disusun oleh kepala SKPD sebagair:aaaa dimaksud
pada ayat (3) disampaikan kepada TAPD melaluai PPKD untuk
diverif lkasil dite liti.
Berdasarkan verifikasi yang dilakukan oleh TAPD sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) apabila terdapat ketidal<sesuaian maka kepala SKPD harus
segera melakukan penyempufilaan.

r,l'l

t3)

{1)

{2}

{3}

t7J

{8)

{e)

(1)

{2\

(3)

{4\

(s)
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Bagian Keempat
Penyiapan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Pasal.97

i1) RKA SKPD yang telah disusun oieh kepala SKPD sebagaimana dimaksud
d.alam pasal 89 ayat (1) disampaikan kepada TAPD melalui PPKD untuk
diverifikasi.

lzt Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukal oleh TAPD uatuk
menelaah kesesuaian antara RKA SKPD dengan:
a. KUA dan PPAS;
b. Prakiraan maju yang telah disetujui tahun anggaran sebelumnya;
c. dokumen perencanaan lainnya;
d. capaian kineq'a;
e. indikator kinerja;
f. analisis standar belanja;
g. standar harga satuan;
h. perencanaan kebutuhan BMD;
i. standar pelayanan minimal;
j. proyeksi perkiraan maju untuk tahun anggaran berikutnya; dan
k. program dan kegiatan antar RKA SKPD.

{3} Dalam hal hasil verilikasi TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat {1}
terdapat ketidaksesuaian, kepal.ra SKPD melakukan penyempurnaan.

Pasal 98

(U PPKD menyusun rancangan perda tentang apBD dan dokumen pendukung
berdasarkan RKA SKPD yang telah disempurnakan oleh kepala SKPD.

l2l Rancangan perda tentang APBD sebagaimana <iimaksud pada ayat i1)
memuat lampiran paling sedikit terdiri atas:
a. ringkasan APBD yang dikLasifikasi menurut kelompok dan jenis

pendapatan, helianja, dan pembiayaan;
b. ringkasan APBD menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
c. rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi,

orograrn, kegiatan, kelompok, jenis pendapatan, belanja, dan
pembiayaan;

d. rekapitulasi belanja dan kesesuaian menurut urusan pemerintahan
daerah, organisasi, program, dan kegiatan;

e. rekapitulasi belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan
pemerintahan daerah dan fiingsi dalpm kerangka pengelolaan keuangan
Negara;

f. daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan;
g. dafta-r piutang daerah;
h. daftar penyertaan modal daerah dan investasi daerah lainnya;
i. daftar perktaan penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
j. daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset lain-lain;
k. daftar kegiatan tahun anggaran sebelumnSra yang belum diselesaiakan

dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran yang direncanakan;
1. daftar dana cadangan; dan
m. daftar pinjaman daerah.

{3} Dokumea pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat {1} terdiri atas nota
keuangan dan rancang€Ln Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD.

{4} Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) memuat lampiran paling sedikit terdiri atas:
a. ringkasan penjabaran APBD yang diklasifikasi menurut kelompok, jenis,

obyek, dan rincian obyek pendapatan, belanja dan pembiayaan;
b. penjabaran APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi,

program, kegiatan, kelompok jenis, obyek, rincian obyek pendapata:r,
belanja, dan pemb tay aan;

c. daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran hibah; dan
d. daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran bantual sosial.

Pasal 99

Rancangan Perda tentang APBD yang telah disusun oleh PPKD disampaikaa
kepada Bupati.
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BAB V
PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BEI"ANJA DAERAH

Bagian Kesatu
Penyampaian dan Pembahasal Rancangan Peraturan Daerah Tentang

Anggaran Pendapatan dan Eelaqia Daerah
Pasal 100

Bupati wajib mengajukan rancangan perda tentang APBD disertai
penjelasan dan dokumen pendukungnya kepada DPRD paling lambat 60

{enam puluh} hari sebelum 1 {satu) bulan tahun anggaran berakhir untuk
memperoleh persetujuan bersama antara bupati dan DPRD.
Dalam hai bupati tidak mengajukan rancangan perda tentang APBD
sebagaimana dimaksud pada ayat {1), maka dikenai sanksi administratif
sesuai dengal ketentuan peraturart perundang- undangan.

Pasal 101

Pembahasan rarlcangan perd"a tentalg APBD dilaksanakan oleh bupati dan
DPRD setelah bupati menyampaikan rancangan perda tentang APBD beserta
penjelasan dan dokumen pendukung sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
Pembahasan rancangan perda tentang APBD sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) trerpedoman pada RKPD, KLIA, dan PPAS.

Bagian Kedua
Persetujuan Rancangan Peraturan Daerah Tentang

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daeratr
Pasal 102

Bupatidan DPRD wajib menyetujui bersama rancangan perda tentangAPBD
paling lambat 1 (satu) bulan sebelum dimulainya tahun ailggar€rn setiap
ta-hun.
Berdasarkan persetujuan bersnma sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
bupati menyiapkan rancangan peraturan bupati tenialg penjabaran APBD.
Dalam hal DPRD dan Bupati tidak menyutujui trersama rancangarl perda
tentang APBD dalam I (satu) bulan sebelum dimul,ainya tahun anggarall
setiap tatrun sebagaimana dimaksud pada ayat (U, maka dikenai sanksi
administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dalem hal keterlambatan penetapan APBD karena bupati terlarnbat
menyampaikan rancangan perda tentang APBD kepada DPRD dari jadwal
sebagaimana dimaksud dalam pasal 100 ayat i1), sanksi sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) tidak dapat dikenakan pada anggota DPRD.

Pasal 103

(1) Dalam ha1 Bupati dan DPRD tidak mengambil persetujuan bersama dalam
w'aktu 60 (enam puluhi hari sejak disampaikan rancangan perda tentang
APBD oleh bupati kepada DPRD, bupati menyusun rancangan peraturan
bupati tentang APBD paling tinggi sebesar angka APBD tahun anggarar
sebelumnya.

(2) Rancangan peraturan bupati tentang APBD sebagaimana dimaksud pada
a-vat (ii dipriorttaskan untuk beianja ,yallg irersifat lnengikat elan treianja-
yang bersifat wajib.

(3) Angka APBD tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat
{1) dapat dilampaui apabila terdapat:
a. kebijakan pemeriniah pusat yang mengakibatlian tambahan

pembetlanan pada APBD; dan/atau
b. keadaan darurat termasuk keperiuan mendesak sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 104

.^ D^-^+---^.. n--.^^r:.^.^+^.^- aflT-)T-\ -^1-^-^:--^.^^ l:.^^^l-^-'l l-1^* -^^^1iiancanqall i-cl-aiuIali ,jlrlrau LUrrlarlg ^rDU scuaxafurarra Lrulrahsuu uic.lid.iu uasat
103 ayat (2) memuat lampiran yang terdiri atas:
a. ringkasan APBD;
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b. ringkasan penjabaral APBD sampai dengan rincian obyek;
c. ringkasan APBD menurut urusan pemerintah daerah dan organisasi;
d. rincian APBD menurut urusan pemerintah daerah, organisasi, progtlm,

kegiatan, kelompok, jenis, obyek, rincian obyek pendapatan, belanja dan
pembiayaan;

e. rekapitulasi dan kesesuaian tlelanja menurut urusall pemerintahan daerah,
organisasi, pmgram, darl kegiatan;
rekapitulasi belanja daerah untuk keselarasal dan keterpaduan ufltsan
pemerintatr daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan Negara;
daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan;
daftar piutang daerah;
daftar penyertaan modal daerah dan investasi <iaerah lainnya;
daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
daftar perkiraan penambahan dan pengura"ngan aset lain-lain;
daftar kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan
dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;

m. daftar dana cadangan;
n. daftar pinjaman Daerah;
o. daftar nama penerima, alamat penerima, dan besarah hibah; dan
p. Daftar nama penerima, alarnat penerima, dan besaran bantuan sosial.

Pasa1 105

Rancangan peraturan bupati sebagaimana dimaksud dalam pasal 103 ayat
(21 dapat ditetapkan menjadi peraturan bupati setela-h memperoleh
pengesahal oleh gubernur.
Untuk memperoleh pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat {1},
rancangan peraturan bupati tentalg APBD beserta lsmpirannya
disampaikan paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak DPRD tidak
mengambil keputusan bersama dengan bupati terhadap rancangan perda
tentang APBD.
Apabila dalam batas waktu 3O {tiga puluh} hari gubernur tidak mengesahkan
rancangan peraturan bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bupati
menetapkan rancangan peraturan bupati menjadi peraturan bupati.

Pasal 106

Dalam hal penetapan APBD mengalami keterlambatan, bupati
melaksanakan pengeluaran setiap bulan paling tinggi sebesar seperduabelas
jumiah pengeiuaran APBD tahun anggaran sebelumnya.
Pengeluaran setiap bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibata*si
hanya untuk mendanai keperluan mendesak sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan danBelanja Daerah daa
Peraturan Bupati Teniang Penja-naran Rancangan Anggaran danPendapatan Belanja Daerah

Pasal 107

Rancangan Perda tentang APBD yang telah disetujui bersama dan
rancangall peraturan bupati tentang penjabaran APBD disampaikan kepada
gubernur paling lambat 3 {tiga} hari sejak tanggal persetujuan rancangan
perda tentang APBD untuk evaluasi sebelum ditetapkan oleh bupati.
Rancangan perda tentang APBD dan rancangan peraturan bupati tentang
penjabaran APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai, dengan
RKPD, KUA, dan PPAS yang disepakati antara Bupati dan DPRD.

Pasal 108

Penyempurnaan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 107 ayat
(1) dilakukan bupati melalui TAPD bersama dengan DPRD melalui badan
anggaran.
Hasil penyempunaan sebagaimana dimaksud pada a5rat (1) ditetapkan
dengan keputusan pimpinan DPRD.
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{3} Keputusan pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat {2} dijadikan
dasar penetapan peda tentang APBD.

{4} Keputusan pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat{2\ dilaporkan
pada sidang paripurna berikutnya.

(5) keputusan pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat A,

fJf"*rr"?tf;l#*+"*bernur 
palins lambat 3 (tiga) hari setelah keputusan

Bagian Keempat
Penetapan Peraturan Daeralr Tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan Peraturan

Bupati Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Pasa] 109

tl) Rancangan perda tentang APBD dan rancangan peraturan bupati tentang
penjabaran APBD yaflg telah dievaluasi ditetapkan oleh bupati menjadi

{2 } F:l1tTffiX1?fffif#ffi1H# :'*'ffi i'ff ffi Hffi:f }1*itantang penjabaran APBD sebagpimsna dimaksud pada ayat {1} dilakukan

{s} gffir*:?ffiffi i"T:"H:ffiTrfTl}TI3*,"n bupati rentang
penjabaran APBD kepada gubernur paling lambat 7 (tujuh) hari setelah
perda dan peraturan bupati ditetapkan.

{4} Dalam hal bupati berhalangan, pejabat yang berwenaag menetapkan perda
tentang APBD dan peraturan bupati tentang penjabaran APBD.

BAB \rI
PEI.AKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 110

(1) Semua penerimaan dan pengeluaran daerah dianggarkan dalam APBD dan
dilakukan melalui rekening kas umum daerah yang dikelola oleh BUD.

{?} Dalas hal penerimaan dan pengeluaran daerah sebagaimana tiimaksuri
pada ayat {1) sesuai peratura:r perundang-undangan tidak dilakukan
melalui rekening kas umum daerah, BUD melakukan pencatatan dan
pengesatr.an penerimaan dan pengeluaran daerah tersebut.

Pasal 111

{U PA/KPA, Bendahara penerimaa/Bendahara pengeluaran, daa orang atau
badan yang menerima atau menguasai uang/kekayaan Daerah wajib
menyelenggarakan penatausahaan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(2) Pejabat yang menandatangani danlatau mengesahkan dokumen yang
herkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan atam
pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggung jawab terhad.ap
kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti
dimaksud.

(31 Kebenaran material sebagaimana dimaksud pada ayat (21 merupakan
kebenaran atas penggunaan angga-ran dan hasil yang dicapai atas beban
APBD sesuai dengan kewenangan pejabat yang'nersangkutan.

Pasal 112

Bupati dan perangkat Daerali dilarang melakukan pungutan selain dari yang
diatur dalam perda, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pasal 113

penerimaan perangkat Daerah yang merupakan penerimaan daerah tidak dapat
rlilrergunakan langsung untuk pengeluaran, kecuali dit.entukan iain sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
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Pasal 114

Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran
atas beban APBD apabila anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut
tidak tersedia atau tidak cukup tersedia.
Setiap pengeluaran atas APBD didasarkan atas DPA dan SPD atau dokumen
train yang dipersamakan dengan SPD.
Bupati dan perangkat daeratr dilarang melakukan pengeluaran atas beban
APBD untuk tujuan lain dariyang telah ditetapkan dalam APBD.

Pasal 115

Untuk pelaksanaan APBD, bupati menetapkan:
a. pejabat yaflg diberi wewenang menandatangani SPD;
b. pejabatyang diberi wewenang menandatanga:ri SPM;
c. pejabat yang diberi wewenang mengesahkan surat

pertanggungf awaban;
d. Pejatrat yang diberi wewenang menandatangani SP2D;
e. Bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran;
f. Bendahara penerimaan pembantu dan bendahara pengeluaran

pembantu; dan
g. Pejabat Lainnya dalam rangka pelaksanaan APBD.
Keputusan bupati tentang penetapan pejabat sebagaimana dimaksud pada
ayat {1} dilakukaa seh,elum dimuLainya tahun angga-ran yang berkenaan.

Bagian Kedua
Pel,aksanaan dan Penatausahaan Kas Umum Daerah

Pasal 116

Dalana rangka pengelolaan uang daerah, PPKD atau BUD membuka rekening
kas umum daerah pada bank umum yang sehat.
Bank umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh bupati
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Penetapan bank umum sebagimana dimaksud pada ayat (2) dimuat dalam
perjanjian antar BUD dengan trank umum yang bersangkutan.

Pasal 117

Dalam pelaksanaan oprasional penerimaan daerah dan pengeluaran daerah,
BUD dapat membuka rekening penerimaan dan rekening pengeluaran pada
bank yang ditetapkan oleh bupati.
Rekening penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat {1) digunakan utuk
menampung penerimaan penerimaal daeratr setiap hari.
Rekening penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dioperasikan
sebagai rekening bersaldo nihil yang seluruhpenerimaannya
dipindahbukukan ke rekening kas umum daerah paling sedikit sekali sehari
pada akhir hari.
Dalam rangka kewajiban pemindahbukukan sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) secara tekhnis belum dapat dilakukan setiap hari,
pemindahbukukan dapat dilakukan secara berkala yang ditetapkan dalam
peraturan bupati.
Rekening pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat {li dioperasikan
sebagai rekening yang menempung pagu dana untuk membiayai kegiatan
pemerintah daerah sesuai rencana pengeluaran, yang besarnya ditetapkan
dengan peraturan bupati.

{6) Pemindahbukuan dana dari rekening penerimaan danlatau rekening
pengeluaran pada bank umum ke rekening kas umum daerah dilakukan
atas perintah BUD.

Pasal 118

Bupati dapat memberi izin kepada kepala SKPD untuk membuka rekeaing
penerimaan melalui BUD yang ditetapkan oieh bupa'ri pada bank umiim.
Bupati dapat memberikan izin kepada kepala SKPD untuk membuka
rekening pengeluaran melalui BUD yang ditetapkal oleh bupati pada bank
umum untuk menampung UP.
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Pasal 119

Pemerintah daerah berhak memperoleh bunga, jasa giro, dan/atau imbalan
lainnya atas dana yang disampaikan pada bark berdasarkan tingkat suku bunga
dani atau jasa giro yang berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Pasal 120

Biaya yang timbul sehubungan dengan pelayanan yang diberikaL oleh bank ya:rg
diriasarkan pada ketentuan yang berlaku pada bank yang bersangkutan dan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 121

(U Dalam rangka manajemen kas, pemerintah daerah dapat mendepositokan
danlatau melakukan investasi jangka pendek atas uang milik daerah yarrg
sementara belum digunakan sepanjang tidak menggarlggu likuiditas
keuangan daera-h, tugas daerah, dan kualitas pelayanan publik.

fr2l Deposito danlatau investasijangka pendek sebagaimana dimaksud ayat (1)

harus disetor ke rekening kas umum daerah paling lambat per 31 Desember.

Bagian Ketiga
Penyiapan Dokumen Pelaksaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah

Pasal 122

ii) PPKD memberitahukan kepada kepaia SKPD agau menyusun tian
menyampaikan rancangan DPA SKPD paling lambat 3 (tiga) hari setelah
peraturan bupati tentang penjabaran APBD ditetapkan.

l2l Rancangan DPA SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (U memuat
sasaran yang hendak dicapai, fungsi, program, kegiatan, anggaran yang
disediakan untuk mencapai sasa-ran, rencana penerimaan dana, dan
rencana penarikan dana setiap satuan kerja serta pendapatan yang
diperkirakan.

{3) Kepala SKPD menyerahkan rancangan DPA SKPD yang telah disusun
kepaCa PPKD paling Lambat 6 {enam) hari setelah pemberitahuaa
sebagaimana dimaksud pada ayat {1) disampaikan.

Pasal 123

tU TAPD melakukan verilikasi rancangan DPA SKPD bersama dengan kepala
SKPD yang bersangkutan.

t1l Verifikasi atas rancangan DPA SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat {1}
diselesaikan paling lambat 15 {lima beLas} hari sejak ditetapkannya
peraturan trupati tentang penjatraran APBD.

{3} Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat {1}, PPKD
mengesahkan rancangan DPA SKPD setelah mendapatkan persetujuan
sekretaris daerah.

{4} Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat {1) tidak sesuai
dengan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD, SKPD melakukan
penyempufllaarl rancangan DPA SKPD untuk disahkan oieh PPKD dengan
persetujuan sekretaris daerah.

{5) DPA SKPD yang telah disahkan sebagaimana dimaksud pada ayat {3} dan
ayat {a} disampaikan kepala SKPD yang bersangkutal dan kepada satuan
keq'a yang secara fungsional melakukan pengawasan daera-h paling lambat
7 (tujuh) hari setelah tanggal disahkan.

t6) DPA SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (a) digunakan
sebagai dasar pelaksanaan angga-ran oleh kepala SKPD selaku PA.
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Bagian Keempat
Anggaran Kas dan SPD

Pasal 124

tU PPKD selaku BUD menyusun anggaran kas pemerintah daerah untuk
mengatur ketersediaan dana dalam mendanai pengeluaran sesuai dengan
rencana penarikan dana yang tercantum da-lam DPA SKPD.

t2l Anggaran kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat perkiraan arus
kas masuk yang bersumber dari penerimaan dan perkiraan arus kas keluar
yang digunalan untuk mendanai pengeluaran daerah dalam setiap periode.

Pasal 125

(U Dslam rangka manajemen kas, PPKD menerbitkan SPD dengan
mempertimbangkan:
a. anggaran Kas Pemer'rntah Daerah;
b. ketersediaan dana di Kas Umum Daerah; dan
c. penjadwalan pembayaran pelaksanaan angga"ran yang tercarttum dalan,

DPA SKPD.
tal SPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disiapkan oleh kuasa BUD untuk

ditandatangani oleh PPKD.

Pasal 126

Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacarapelaksanaan penyusunan anggaran kas
dan SPD sebagaimana dimaksud ddam pasal 124 dan pasal 125 diatur dalam
peraturan bupati berpedoman pada Peraturan Menteri.

Bagian Kelima
Pelaksanaan dan Penatausahaan Pendapatan Daerah

PasaT 127

ti) Bendahara penerimaan wajib menyetor seluruh penerimaannya ke Rekening
Kas Umum Daera-h paling lambat dalam waktu 1 {satu} hari.

I2l Dalam hal kondisi geografis daemh sulit dijangkau dengan komunikasi,
transportasi, dan keterbatasan pelayanan jasa keuangan, serta kondisi
ohjektif lainnya, penyetoran penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dapat melebihi 1 {satu} hari yang diatur dalam Peraturan Bupati.

{3} Setiap penerimaan harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah atas
setoraa.

(4) Bukti yang dimaksud sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat meliputi
dokumen elektronik.

(5) Penyetoran penerimaan pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

menggunakan surat tafida setoran.

Pasal 128

tl) Penyetoran penerimaan pendapatan sebagaimana dimaksud dalam pasal
127 ayat (5) dilakukan seca-ra tunai dan/atau non tunai.

(Zl Penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap sah setelah kuasa
BUD menerima nota kredit atau dokumen l;ain yang dipersamakan.

i3) Bendahara penerimaan dilarang menyimpan uang, cek, atau surat berharga
dal,am penguasanya:
a. lebih dari 1 (satu) hari, kecuali terdapat keadaan sebagaimana dimaksud

dalam pasal 127 ayat(2\; danlatau
b. atas nama pribadi.

Pasal 129

(1) Pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah yang bersifatrrya berulang
dan terjadi pada tahun yang safira maupun tahun sebelumnya dilakukan
dengan membebankan pada rekening penrimaan yang bersangkutan.

(21 Pengemtralian atas kelebihan penerimaan daerah yang siflatnya tidak
berulang yang terjadi dalam tahun yang sama dilalukan dengan
membebankan pada rekening penerimaan yang bersangkutan.
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t2l
!ui Pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah yang sifatnya tidak

Uerutang yang terjadi dalaln tahun sebelumnya dilakukan dengan
membebankan pada rekening belanja tidak terduga.

Bagian Keenam
Pelaksanaan dan Penatausahaan Belanja Daerah

Pasal 130

Setiap pengeluaran harus didukung bukti yang lengkap dan satr mengerai
hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.
pengeluaran kas yang mengakibatkan beban APBD tidak dapat dilakukan
sebelum rancangall perda tentang APBD ditetapkan dan diundangkan
dalam lembaran daerah.
Pengeluaran kas sebagaimala dimaksud pada ayat (21 tidak termasuk
pengeluaran keadaan darurat dan/atau keperluan meadesak sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 131

Bendatrara pengeluaran mengqjukan SPP kepada PA melalui PPK SKPD
berdasarkan SPD atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPD.
pengajuan SPP kepada KPA berdasarkan pertimbangan besaran SKPD dan
lokasi, d.isampaikan bendahara pengeluaran pembantu melalui PPK unit
SKPD berdasarkan SPD atau dokumen lainyang dipersamakan dengan SPD.
Pengqiuan SPP kepada KPA berdasarkan pertimbangan besaran Elnggaran
kegiatan SKPD, disampaikan bendahara pengeluaran pembantu melalui PPK
SKPD berdasarkan SPD atau dokumen lainyang dipersamakan dengan SPD.
SPP sebagaimana dimaksud pada ayat {1) terdiri atas:
a. SPP UP;
b. SPP GU;
c. SPP TU; dan
d. SPPLS.
SPP sebaga'rmana dimaksud pada ayat (21dan ayat (3) terdiri atas:
a. SPP TU; dan
b. SFF LS.

Pasal 132

Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP UP dilakukan oleh bendahara
pengeluaran dalam rangka pengisian UP.
Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP GU dilakukan oleh bendahara
pengeluaran dalam rangka mengganti UP.
Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran UP dan GU sebagaimana
dimaksud fpada ayat (1] dan ayat {2} ditetapkan dengan keputusan bupati.
Peng4juan SPP UP sebagaimana dimaksud pada ayat {1) diajukan dengan
melampirkan keputusan bupati tentang besaran UP sebagaimana dirnaksud
pada ayat (3).
Pengajuan SPP GU sebagimana dimaksud pada ayat {21 dilampiri dengan
dokumen asli pertanggungjawaban penggunaan UP.

Pasal 133

Bendahara pengeluaran atau bendahara pengeluaran pembantu
mengajuakan SPP TU untuk melaksanakan kegiatanyang bersifat mendesak
dan Cdak Capat menggunakaa SPP LS dan/atau SPP UPIGU.
Batas jumlah pengajuan SPP TU harus dapat persetujuan dari PPKD dengan
memperhatikan rincian kebutuhan dan waktu perrggunaal]rrya ditetapkan
dengan Peraturan Bupati.
Dalam hal sisa TU tidak habis digunakan dalam 1 (satu) bulian, sisa ?U
disetor ke rekening kas umum daerah.
Ketentuan batas waktu penyetoran sisa T-ti sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) dikecualikan untuk:
a. kegiatan yang pelaksanaanrrya melebitri 1 (satu) bulan; danlatau
b. kegiatan yang mengalami perubahan jadwal dari yang telah ditetapkan

sebelumnya akibat peristiwa diluar kendali PA/KPA.

(1)

{21

(3)

{s}

{1)

(2i

(3)

(4)

(1)

{2}

{3}

(4)

(1)

t2)

t3)

(4.)

(sl

3B



t1)

i,?ii",

t1ri it

t21

(1)

t2)

tS! pengajuan SPP TU sebagaimana dimaksud pada ayat {1} dilampiri dengan
daftar rincian rencarra penggunaan dana.

Pasal 134

penerbitan dan pengajuan dokumen sPP 15 dilakukan oleh bendahara
pengeluaran untuk Pembayaran:
a. gaji dan tunjangan;
b. kepada pihak ketiga atas pengadaan barang dan jasa; dan
c. kepada pihak ketiga }ainnya sesuai dengan ketentuaa peraturan

perundang-undangal.
Pengajuan dokumen SPP LS untuk pembayaran pengadaan baralg dan jasa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat juga dilakukan oleh
bendahara pengeluaran pembantu dalarn hal PA mslimpahkan sebagian
kewenangannya kePada KPA.

Pasal 135

Pengajuan dokumen SPP LS untuk pembayaran pengadaan barang dan jasa
sebagaimana dimaksud dalam pasal 134 ayat (1) huruf b oleh bendalara
pengetuaranlbendahara pengeluaran pembantu, dilakukan paling lambat 3
(tiga) hari sejak diterimanya tagihan dari pihak ketiga melalui PPTK.

Pengajuan SPP LS dilampiri dengan kelengkapan persyaratan yang
d.itetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 136

Berdasarkan pengajuan SPP UP sebagaimana dimaksud dalam pasal 132

ayat (u, PA mengajukan permintaan UP kepada kuasa BUD dengan
uoenerbilkan SPM UP.
Berdasarkan pengajuan SPP GU sebagaimana dimaksud dalam pasal 132

ayat {21, PA mengajukan penggantian uP yang telah digunakan kepada
kuasa BUD dengan penerbitan SPM GU.

{3} Berdasarkan pengajuan SPP TU sebagaimarra dimaksud dalam pasai 132

ayat (1), PA/KPA mengajukan permintaan TU kepada kuasa BUD dengan
menerbitkan SPM TU.

Pasal 137

Berdasarkan SPP LS yang diajukan oleh bendahara pengeluaran/bendahara
pengeluaran trendahara pembantu sebagaimana dimaksud dalam pasai 134

ayat (1), PPK SKPD/PPK unit SKPD melakukan verifikasi atas:
a. kebenaran material surat bukti mengenai hak pihak penagih;
b. kelengkapan dokumen yang menjadi persyaratan/sehubungan dengan

*atan / pe{'anjian pengadaan barangljasa; dan
c. ketersediaan dana yang bersangkutan.
Berdasarkan hasii verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PA/KPA
memerintahkan pembayaran atas beban APBD melalui penerbitan SPM LS
kepada kuasa BUD.
Dalam hal hasil verifikasi tidak memenuhi syarat, PA/KPA tidak
menerbitkan SPM LS.
PAIKPA mengembalikan dokumen SPP LS dalam hal hasil verifikasi tidak
memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat I
{satu) hari terhitung sejak diterimanya SPP.

Pasal 138

Kuasa BUD menerbitkan SP2D berdasarkan SPM yang diterima dari
PA/KPA yang ditujukan kepada bank operasional mitra kerjanya.
Penerbitan SP2D sebagaimana dimaksud pada ayat {1) paling lama 2 {dua}
hari sejak SPM diterima.
Dalam rangka penerbitan SP2D sebagaimana dimaksud pada ayat(2), kuasa
BUD berkewajihan untuk:
a. meneliti kelengkapan SPM yang titerhitkan oleh PAIKPA krupa

surat pernyataan tanggung jawab PAIKPA;

tu

t2i

t3)

(4)

,t I
\-l

12)

(3)
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b. menguji kebeaaran perhitungan tagihan atas beban APBD yang
tercantum dalam perintah pembayaran;

c. menguji ketersediaan dana kegiatan yang bersa:rgkutan; dan
d. memerintahkan pencairan dana sebagai dasar pengeluaran daerah.
Kuasa BUD tidak menerbiikan SP2D yang diajukan PA/KPA apabila:
a. tidak dilengkapi surat pernyataan tanggung jawatr PA/KPA; dan/atau
b. pengeluaran tersebut melampaui pagu.
Kuasa BUD mengembalikan dokumen SPM dalam hal ketentuan
sebagaimanadimaksudpadaayat(4)palinglambatl(satu)hariterhitung
sejak diterimanya SPM.

Pasal 139

Bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu
melaksanakan pembayaran setelah:
a. meneliti kelengkapan dokumen pembayaran yang diterbitkan oleh

PA/ KPA beserta bukti transaksinya;
b. menguji kebenaran perhitungan tagihan yang tercantum dalpm

dokumen pembayaran; dan
c. menguji ketersediaan dana yang bersangkutan.
Bendahara pengeluaranl bendahara pengeluaran pembantu wajib menolak
melakukan pembayaran dari PA/KPA apabila persyaratan sebagaimana
dimaksud pada ayat i1) tidak dipenuhi.
Bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu bertanggung
jawab secara pribadi atas pembayaran yang dilaksanakannya.

Pasal 14C

Bendahara pengeluaran/bendahare pengel:.laran pembantu sebagai r";a3ib pilngut
pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya wajib menyetorkan seluruh penerima
potongan dan pajak yang dipungutnVa ke rekening kas umum Negara.

Pasal i41

PAIKPA d.ilarang menerbitkan SPh4 yang rnembebani tahun anggararl )rang
berkenaan setelah tahun anggaran berakhir.

Pasal 142

Bendatrara pengeluaran secala admirristratif wajib
mempertanggungjawabkan penggunaan UP/GU/"U/LS kepada PA melalui
PPK SKPD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
Bendahara pengeluaranlbendahara pengeluaran pembantu pada SKPD
wajib mempertanggungiawabkan seca.ra fungsional atas pengelolaan
uanryang menjaeli tanggung jawatlnya dengan menyampaikan laporan
pertanggungiawaban pengeluaran kepad.a PPKD sel;aku BUD pali ng hambat
tanggal 1O bulan berikutnya.
Ketentuan batas wal<tu penerbitan surat pengesahan laporan
pertanggungjawabandan sanksi keterlambatan ditetapkan dalam peraturan
bupati.

sebagaimana dimaksud
diterbitkan surat pengesahan
PA/KPA.

Ben<iahara
pembantu seca-ra fungsional

pada ayat {21 dil;aksanakan setelah
pertanggungiawaban pengeluaran oleh

penyampaian pertanggungjawaban pada akhir tahun anggaran,
pertanggungiawaban pengeluaran dana bulan desember disampaikan paling
Lambat tanggal 31 Desember.

Bagian Ketujuh
Pelaksanaan Dan Penatausahaan Pembiayaan Daerah

-1 I n^rasat r+.)

Pelaksanaal dan penatausahaan penerimaan dan pengeluaran pfmbiayaan
daerah dilakukan oleh kepala SKPKD.

(4) Penyampaianpertangung jawahan
pengeluaran/bendatrara pengeluaran

(4)

{5}

{i}

t2l

{3}

(s)

il i

{2\

(3)

{1}
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{21 Penerimaar:. dan pengeluaran pembiayaan daerah sebagaimana dimeksud
pada ayat {1} dilakukan melalui rekening kas umum daerah.

{3) Delam hal penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (21 $esuai dengaa ketentuan peraturan perundang-
undangan tidak dilakukan melalui rekening kas umum Daerah, BUD
melakukan pencatatan dan pengesahan trrenerimaan dan pengeluaran
pembiayaan daerah tersebut.

Pasa] 144

Keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun sebelumnya digunakan dalam tahun
anggaran berjalan untuk:
a. menutup devisit anggaran;
b. mendanai kewajiban pemerintah daerah yang belum tersedia angga-rannya;
c. membayar bunga pokok utang dan/atau obligasi daerah yang axglampaui

anggaran ya-ng tersedia mendahului perubahan APBD;
d. melunasi kewajiban bunga dal pokok utang;
e. mendanai kenaikan gaji dan tunjangan pegawai ASN akibat adanya kebiiakan

pemerintah;
f. mendanai program dan kegiatan yang belum tersedia anggarannya; danlatau
g. mendanai kegiatan yang capaian sasaran kinerjanya ditingkatkan dari yang

telah ditetapkar dalam DPA SKPD tahun angga-ran beg'alan, yang dapat
diselesaikan sampai dengan tratas akhir penyelesaian pembayaran dalam
tahun anggaran berjalan.

Pasal 145

tU Pemindahbukuan dari rekening dana cadalgan ke rekening kas umum
daerah dilakukan berdasarkan rancangan penggunaan dana cadang*n
sesuai peruntukannya.

(2) Pemindahbukuan dari rekening dana cadangan ke rekening kas umum
Daerah sebagaimal dimaksud pada ayat (l)dilakukan setelah jumlah dana
cadangan yang ditetapkan berdasarkan perda tentang pembentukaa dana
cadangan bersangkutan mencukupi.

{3} Pemindahbukuan sebagaimala dimaksud pada ayat {2) paling tinggi
sejumlah pagu dana cadangan yang akan digunakan sesuai peruntukannya
pada tahun anggaran yang berkenan sesuai dengan yang ditetapkan dengan
perda tentang pembentukan dana cadangan.

{4) Pemindahbukuan dari rekening dana cadangan ke rekening kas umum
daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (U dilakukan deagan surat
pemindahbukuanoleh BUD/kuasa BUD atas persetujuan PPKD.

Pasal 146

tU Pengalokasian anggaran untuk pembentrrkan d,ana cadangan dalam tahun
anggaxan yang berkenan sesuai d.engan jumlah yang ditetapkan da-lam penda
tentang pembentukan dana cadangan.

{21 Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1q} dipindahbukukan
dari rekening kas umum Daerahke rekening dana cadangan.

t3) Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat l2l dilakukan dengan
surat perintah kuasa BUD atas persetujuan PPKD.

Pasal 147

Dalam rangka pelaksanaan pengeluaran pembiayaan, kuasa BUD tierkewajin
untuk:
s. meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang diterbitkan oleh kepala

SKPKD;
b. mengujikebenaran perhitungan pengeluaran pembiayaem yang tercantum

dalam perintah pembayaran
c. menguji ketersediaan dana yang bersangkutan; dan
d. menol-ak pencairan dana, apal-rda perlntah pemtrayaran atas pengeluaran

pembiayaan yang tidak memenuhi persyaratan yang d.itetapkan
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Begian Kedelapan
Pengelolaan Barang Milik Daerah

Pasal 148

il) Pengeioiaan BfuID ariaiah keseiuruhan kegiatan yang meiiputi perencanaan
kehr-rtuhan dan penganggararl, pengadaan, penggr-r,naan, petr:.anfaatarr,
pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan,
pemusnahan, penghapusan, penatausahaan, pembinaan, pengawasan dan
pengendalian.

t2) Pengelolaan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai
dengan perda tentang pengeiolaan BMD sesuai dangan ketentuan peraturan
pemnriang-undangan.

BAB VII
LAPORAN RtrALISASI SEMESTER PERTAMA A]VGGAIT{N PENDAPATAN DAN BELANJA

h 4 TN A I I T\. 
^ \ PERUBAHAi{ AiiGGAJiAii PEI{DAPATAN DAI.T BELANJA DAERAHL,rrLr/I\fIF uru\ rr,t\LJlfnflru\ .11' 

Bagian KeSatU
Laporan Realisasi Semester Pertama Anggaran Pendapatan dan Beianja Daerah

Pasal 149

tl) Pemerintah Daerah menyusun laporan realisasi semester pertama APBD dan
prognosis untuk 6 {enam) bulan berikutnya.

izi Lir-poran sebagairnana dirnaksuci pacia ayat (.ii disampalkan kepacia- DPRI)
paling lambat pada akhir bulan juli tahun anggaran berkenan.

Bagian Kedua
Dasai: Perubahan Anggaran Pendapatan dan BeLanja Daerah

Pasal 150

{1} Laporan r:ealisasi semester per-tama APBD sebagaiman diamksud dalam
pasal 149 menjadi dasar perubahan APBD.

t2) Perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (i) dapat dilakukan
apabila terjadi:
a. perkembangan yang tidak sesuai dangan asumsi KUA;
tl. keadaan yang memn3rebabkan harr:s dilakt-rkan pergeseran anggaran

antar organisasi, antar unit organisasi, anta.r prograrn, antar kegiatan,
dan antar jenis belanja;

c. keadaan yang menyebabkan silpa tahun anggaran sebelumnya harus
digunakan daiam tahun anggaran berjalan:

d. keadaan darurat; danlatau
e. keadaan iuar biasa.

Bagian Ketiga
Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Prioritas dan

Piafon Anggarair Semeniara Perubahan
Pasal 151

{li Perkembangan l/eflg rJdak sesuai dengan asurnsi KUA sebagaimana yang
dimaksud dalam pasal 150 ayat (2) huruf a dapat berupa te{adinya:
a. Pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi pendapatan daerah;
b. pelampauan atau tidak terealisasinya alokasi belanja daerah; danf atau
c. perubahan sumber <ian penggunaan pembiayaan Daerah.

{21 Br-r-pati memfor:mulasikan perkembangan yang tidak sesr-rai dengan asumsi
KUA sebagaimana dimaksud pada ayat (li kedalam rancangan perubairan
KUA serta perubahan PPAS berdasarkan perubahan RKPD.

(3) Dalam rancangan perubahan KUA sebagaiman dimaksud pada ayat (2)

disertai penjelasan mengenai perbedaan asumsi dengan KUA yang
ditetaPkan sebelumnYa.

(4) Daiam rancaagan perr-rbahan PPAS sebagairnana dimaksr:d pada aYat i2i
disertai penjelasan:
a. program dan kegiatan yang dapat diusulkan untuk ditampung dalam

perubahan APBD dengan mempetimbangkan sisa waktu pelaksanaan
APBD tar'run ailggai'arr beijalatr;

b. capaian sasaran kinerja program dan kegiatan yang harus dikurangi
daiam perubahan APBD apabila asumsi KUA tidak tercapai; dan
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c. capaian kinerja sasaran program dan kegiatan yang harus ditingkatkan
dalam perubahan APBD apabila melampaui asumsi KUA.

Bagian Keempat
Pergeseran Anggaran

Pasal 152

Pergeseran anggaran dapat dilakukan antar organisasi, antar unit organisasi,
antar program, antar kegiatan, dan antar jenis belanja, antar obyek belanja,
dan/atau antar rincian obyek rincian belanja.

Pasai 153

(U Pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar
program, antar kegiatan, dan antar jenis beianja sebagaimana dimaksud
dalam pasal 152 dilakukan melalui perubahan Perda tentang APBD.

(2) Pergeseran anggaran antar oby'ek belanja dan/atau antar rincian obyek
belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 152 dilakukan melalui
perubahan Peraturan bupati tentang Penjabaran APBD.

(3) Pergeseran anggaran antar obyek belanja daiam jenis belanja dan antar
rincian obyek belanja daiam obyek belanja sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) ditetapkan oleh bupati.

(41 Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)

diformulasikan dalam perubahan DPA SKPD.

{5) Perubahan peraturan bupati tentang penjabaran APBD sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) selanjutnya dituangkan dalam rancangan perda
tentang perubahan APBD atau ditampung dalam laporan realisasi
anggaran.

(6) Perubahan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD sebagaimana
dimaksud pada ayat (5) ditampung dalam laporan realisasi anggaran
apabila:
a. tidak melakukan perubahan APBD; atau
b. pergeseran clilakukan seteiah ditetapkannya perda tentang perubahan

APBD.
(7\ Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pergeseran anggaran diatur

dalam Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Bagian Kelima
Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahunan Sebelumnya DalamPerubahan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Pasal 154

Penggunaan Siipa tahun sebelumnya untuk pendanaan pengeluaran
sebagaimana dimaksud dalam pasal 151 ayat (2) huruf c diformulasikan terlebih
dahulu dalam perubahan DPA SKPD dan/atau RKA SKPD.

Bagian Keenam
Pendanaan Keadaan Darurat

Pasal 155

(1) Pemerintah Daerah mengusulkan pengeluaran untuk mendanai keadaan
darurat yang belum tersedia anggarannya sebagaimana dimaksud dalam
pasal65 ayat (1) dalam rancangan perubahan APBD'

(2) Dalam hal pendanaan untuk mendanai keadaan darurat sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diiakukan setelah perubahan APBD atau dalam hal
pemerintah daerah tidak melakukan per-ubahan APBD maka pengeluaran
tersebut disampaikan dalam laporan realisasi anggaran.

Bagian Ketujuh
Pendanaan Keadaan Luar Biasa

Pasal 156

(1i Peruhrahan APBD hanya dapat dilakukan 1 {satu) kali dalam 1 {satu} tahun
anggaran, kecuaLi rlalam keadaan iuar biasa sebagaimana dimaksud dalam
pasal 150 a3rat (2) huruf e.

43



(2) Keadaan luar biasa sebagarmana dimaksud pada ayat {1) mempakan
keadaan yang menyebabkan estimasi penerimaan dan/ata:u trrengeluaran
dalern APBD mengalami kenaikan atau penurunan lebih besar dati SAY"

(lima puluh persen).
(4) Keteniuan mengenai perubahan APBD akibat keadaan luar biasa

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan bupati sesuai
dengan ketentuan peraturan perund.ang-undangan.

Pasal 157

tU Dalam hal keadaal luar biasa yang menyebabkan estimasi penerimaan
,dalam APBD mengalami kenaikan lebih dari 50% tlima puluh persen)
sebagaiman dimaksud dalam pasal 156 ayat (2) dapat dilakukan
penambahan kegiatan baru dan/atau peningkatan capaian sasarall kinerja
program dan kegiatan dalam tahun anggaran berkenaan.

l;j Dal;am hal keadaan luar biasa ya:rg menyebabkan es'uimasi penerimaan
da|am APBD mengalami penurunan lebih dari 50% {lima puluh perseratus}
sebagaiman dimaksud dalam pasal 156 ayat t2) dapat dilakukan
p[enjadwaLan ulang dan/atau pengurangan capaian sasara.n kinerja
program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berkenaan.

Bagian Kedelapan
Penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Pasal 158

{U Rancangan perubahan KUA dan ra-ncangan peruba}ran PPAS sebagaimana
dimaksud dalam pasal 151 ayat [2) disampaikan kepada DPRD paling larnbat
minggu pertama dalam bulan agUstus dalam tatrun anggaran yang
berkenaan.

l}t Rancangan perubahan KUA dan rancangan perubahal PPAS sebagaimgns
dimaksud pada ayat (1) dibahas berdsama dan disepakati menlaji perubalran
KUA dan perubahan PPAS paling lambat minggu kedua bulan agustus dalam
tahun anggaran berkenaan.

Pasal 159

tll Perubahan KUA dan perubahan PPAS yang telah disepakati bupati bersama
DPRD sebagaimana dimaksud dalam pasal 151 ayat (2) menjadi pedoman
perangkai daerah daiam penyusunan RKA SKPD.

{2} Perubahaa KUA dan perubahan PPAS sebagaimana dimaksud pada ayat {U
disampaikan kepada perangkat daerah disertai dengan:
a. program dan kegiatan baru;
b. kriteria DPA SKPD yar:g dapat diubah;
c. batas waktu penyampaian RKA SKPD kepada PPKD ; dan/atau
d. dokumen sebagai lampiran meliputi kode rekening perubahan APBD,

format RKA SKPD, analisis standar belanja, standar harga satuan dan
perancangan kebutuha BMD serta dokuman lain yang dibutuhkan.

(3) Penyampaian sebagaimana dimaksud pada ayat{21dilakukan paling lambat
minggu ketiga bulan agustus tahun anggaran berkenaan.

Pasal 160

{U Kepa}a SKPD menJmsun RKA SKPD berdasarkan perubahan KUA daa
perubahan PPAS sebagaimana dimaksud dalam pasal 151 ayat (2).

l2l nXe SXpn sebagaimana pada ayat (1) disampaikan kepada PPKD sebagai
bahan penyusunan rancangan perda tentang perubahan APBD.

Pasal 161

Ketentuan mengenai tata cara penyusuanan RKA SKPD sebagaimana dimaksud
dam pasal Sg berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyusunan RKA SKPD
pada perubahan APBD.
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{21

(3)

Pasal 162

DPA SKPD yang dapat diubah sebagaimana dimaksud dalam pasal 159 ayat
(2) huruf b berupa peningkatan atau pengurangarl capaian sasara.n kinerja
program dan kegiatan ciari yang telah ditetapkan semula.

Peningkatan alau pengurangan capaian besaran sasaran kine{a program dan
kegiatan sebagaiman dimaksud pada ayat (1) diformulasikan dalam
perubahan DPA SKPD.
Perubahan DPA SKPD memuat capaian sasaran kinerl'a, kelompok, jenis,
obyek, rincian obyek pendapatan, belanja, dan
pembi.ayaan baik sebelum dilakukan perubahan maupun setel;ah
perubahan.

Pasal 163

RKA SKPD yang memuat program dan kegiatan baru dan perubahal DPA
SKPD yang akan dianggarkan dalam perubahan APBD yang telah disusun
oleh SKPD disampaikan kepada TAPD melaluai PPKD untuk di verifikasi.
Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat {1} dilakukan oleh TAPD untuk
menelaah kesesuaian anta.ra RKA SKPD dan perubahan DPA SKPD dengan:
a. pembahan KUA dan per:rbahan PPAS;
b. prakiraan maju yarrg telah disetujui;
c. dokuman perencanaan lainnya;
d. capaian kinerja;
e. indikator kinetja;
f. anlisis standar belanja;
g. standa"r harga satuan;
h. perencanaan kebutuhan BMD;
i. standar pelayanan minimal; dan
j. program kegiatan antara RKA SKPD dan perubahan DPA SKPD.
Dalam hal hasil verifikasi TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat{l}
terdapat ketidaksesuaian, kepalaSl(PD melakukan penyempurnaa.n.

Pasal 164

PPKD mer5rusun rancangan perda tentang perubahan APBD dan dokuman
pendukung berdasarkan RKA SKPD dan perubahan DPA SKPD.
Rancangan perda tentang perubahan APBD sebagaiman dimaksud pada ayat
{1) memuat lampiran paling sedikit terdiri atas:
a. ringkasan APBD yang di kalsi{ikasikan menurut kelompok dan jenis

pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
b. ringkasan APBD menurut urusan pemerintah darah dan organisasi;
c. ringkasan APBD menurut urusan pemerintah daerah, organisasi,

program, kegiatan, kelompok, jenis, pendapatan, belanja, dan, dan
pembiayaa-n;

d. rekapitulasi betanja daerah dan kesesuaian menurut urusfir pemerintah
daerah, orgarrisasi, program, dan kegiatan;

e. rekapitulasi belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusa1t
pemerintah daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keungan
Negara;
daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan;
daftar piutang daerah;
daftar penyertaan modal daerah dan investasi daerah lainnya;
daftar perkiraan penambahan dan pengurang€Ln aset tetap daerah;
daftar perkiraan penambahan dan pengurangait aset lain-lain;
daftar kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan
dan dianggarkan kembali pada tahun anggaran berkenaan;

1. da-ftar dala cadangan daerah; dan
m. daftar pinjarnan daerah.
Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada aat (1) terdiri atas nota
keuangan dan rancangan peraturan bupati tentang penjabaran perubahan
APBD.
Rancangan peraturan bupati tentang penjabaran perubahan APBD,
sehagaimana dimaksud pada ayat {3} memuat lampiran paling sedikit terdiri
atas:

t1,

(21

{3)

t1)

,o\
\41

t
crb'
h.
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k.

t3)

t4)
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ringkasan penjabaran perubahan APBD yang tela"h di klasifikasi
menurut jenis, obyek, dan rincian obyek pendapatan, belanja, dan
pembiayan;
penjabaran perubahan APBD menurut urusan pemerintahan daerah,
organisasi, program, kegiatan, jenis, obyek, rincian obyek, pendapatan,
belanja dan pembiayaan.
Daftar rulma penerima, alamat penerima, dan besaran hibah; dan
Daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran baatuan sosial.

Pasal 165

F-alcangan perda tentang per,-r-bahan
disampaikan kepada bupati.

APBD yang telah di susun oieh PPKD

Bagiair Kesembiian
Penetapan Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Beianja Daerah

Pasal 166

Bupati wajib menyampaikan rancangan perda tentang perubahan APBD kepada
DPRD disertai penjelasan dan dokumen pendukung untuk dibahas daiam rangka
rnernperoleh prersei-ujuan ircrsama lraiing iamtrai minggu ke riua buian Sepieruber
tahun anggaran berkenan.

Pasal 167

Pembahasan rancangan perda tentang perubahan APBD dilaksanakan oleh
bupati dan DPRD setelah bupati menyarnpaikan rancarlgarl perda tentang
perubahan APBD beserta penjelasan dan dokumen pendukung sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pembahasan rancangan perda tentang perrrbahan APBD berpedoman pada
perubahan RKPD, perubahan KUA, dan perubahan PPAS.

I3agian Kesepuluh
Persetujuan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah
Pasal 168

Pengambilan keputusan mengenai rancangan perda tentang pen:bahan
APBD dilakukan oleh DPRD bersama bupati paling Lambat 3 {tiga} bulan
sebelum tahun anggaran yang berkenan berafthir.
Dalam hal DPRD sampai batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat {1}
Udak mengambil keputusan bersama bupati terhadap rancangan perda
tentang APBD, bupati melaksanakan pengeluaran yang telah dianggarkan
APBD tahun anggaran herkenan.
Penetapan rancanga.n perda tentang perubahan APBD dilakukan setelah
ditetapkannya perda tentang pertanggung jawaban pelaksanaan APBD
tahun sebelumnya.

Bagian Kesebelas
Evaluasi Rancangan Peraturan Daeratr Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daeratr dan Peraturan Bupati Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan
danBelanja Daerah

Pasal 169

Rancangan perda tentalg perubahan APBD yang telah disetqjui bersama
dan rancangan peraturan bupati tentang penjabaran peruba}.an APBD
disarnpaikan kepada gubernur paling lambat 3 (tiga) hari sejak tanggal
perietujuan rancangan perda tentang perubahan APBD untuk dievaluasi
sebelum ditetapkan oleh bupati.
Rancangan perda tentang perubahan APBD dan rancangan peraturan bupati
tentang penjabaran perubahan APBD sebagaimana dimaksud pade ayat {1}
disertai dengan perubahanRKPD, perubalun KUA, dan perubalran PPAS
yang disepakati antara bupati dan DPRD.

b.

C.

d.

(1)

{21
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{21
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(,21
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{3} Dalam hal gubernur menyatakan hasil evaluasi rancngan perda tentang
perubahan APBD dan rancangan peraturan bupati tentang penjabaran
perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undanganyang lebih tinggi, kepentingan
umurn, perubahan RKPD, perubahan KUA, perubahan PPAS, dan RPJMD,
bupati bersama DPRD melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari
sejak eva-luasi diterima.

Pasal 17O

(U Penyempunlaan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 169 ayat
{3i dilsf<ukan bupati melalui TAPD bersama dengan DPRD meLalui badan
€r.n88ara11.

{2) Hasil penyempurnaan sebagaimala dimaksud pada ayat (1) ditetapkan
dengan keputusan pimpinan DPRD.

(3) Keputusan DPRD sebagaiman dimaksud pada ayat (2) di jadikan dasar
penetapan perda tentang perubahan APBD.

t4l Keputusan pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat {2} rli}aporkan
pada sidang paripurna berikutnya.

(5) Keputusan ketua DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (21disarnpaikan
paling Lambat 3 {tiga)setelah keputusan tersebut ditetapkan.

BAB VIII
AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN PEMERINTAFI DAERAH

Bagian Kesatu
Akuntansi Pemerintah Daerah

Pasal 171

(U Akuntansi pemerintsh daerah dilaksanakan berdasarkan:
a. kebijakan akutalsi pemerintah daerah;
b. SAPD; dan
c. BAS untuk daerah,
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

{21 Akuntansi pemerintatr d-aerah sebagaimana dimaksud pada ayat {U
dilaksanakan oleh entitas akuntansi dan entitas pel,aporan.

PasaL L72

(U Kebijakan akuntansi pemerintah daerah sebagaimana dimaksud delem
pasal 171 ayat tl) huruf a, meliputi kebijakan akuntansi peLaporan
keuangan dan kebijakan akuntansi akun.

(2) Kebijakan akuntansi pelaporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat
{1) memuat penjelasan atau unsur-unsur laporan keuangan yang berfungsi
sebagai panduan dalam penyajian pelaporan keuangan.

i3) Kebijakan akuntansi setragaimana dimaksud pada ayat (1i mengatur
deflnisi, pengakuan, pengukuran, penilaian, dan/atau pengungkapan
transaksi atau peristiwa sesuai dengan SAP.

Pasal 173

{1} SAPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 171 ayat {1} huruf b, memuat
pilihan prosedur dan teknik akuntansi dalam melakukan identtEkasi
transaksi, pencatatan pada jurnal, posting ke dalam buku besar,
penyusunan neraca saldo dan penyajian laporan keuangan.

(2) Penyajian iaporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1i paling
sedikit meliputi:
a. l,aporan rcalisasi anggaran;
b. l,aporan perubahan saldo anggaran lebih;
c. neraca;
d. Iaporan arus kas;
e. laporan perubahan ekuitas; dan
f. catatao atas laporan keuangan.

{3) SAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1} meliputi sistem akuntansi
SKPKD dan sistem akuntansi SKPD.
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Pasal L74

BAS untuk daerah sebagaimana dimaksud datam pasal L7l ayat (1) huruf c,

merupakan pedoman bagi pemerintah daerah dalam melakukan kodefikasi
akun yang menggambarkan struktur APBD dan laporan keuangan secara
lengkap.
gaS untuk daerah sebagaimana dimaksud pada ayat {1} bertujuan untuk
mewujudkan statistik keuangan dan laporan keuangan secara nasionalyang
selraras dan terkonsolidasi arfiara pemerintah pusat dengan pemerintah
daerah, yang meliputi penganggarall, peliaksanaan anggaran dan laporan
keuangan.
BAS uatuk daerah sebagaimana dimaksud pada ayat {2} diselaraskan
dengan bagan akun standar pemerintah pusat.

Bagian Kedua
Pelaporan Keuangan Pemerintah Daeratr

Pasal 175

Pelaporan keuangan pemerintah daerah merupakan pro$es penyusunaa dan
pentqiian laporan keuangan pemerintah daeraholeh entitas pelaporan
sebagai hasil konsolidasi atas laporan keuangan SKPD selaku entitas
akutansi.
Laporan keuangan SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat {li disusun dan
disa^jikan oleh kepala SKPD selaku PA sebagai enfjtas akutansi paling sedikit
meliputi:
a. laporal realisasi anggaran;
b. neraca;
c" laporan opersional;
d. laporan perubahan ekuitas; dan
e. catatan atas Laporan keuangan.
Laporan keuangan SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan
kepada bupati melalui PPKD paling lambat 2 {dua} bulan setelah tahun
anggaran berakhir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Pasal 176

Laporan keuangan daerah sebagaimana dimaksud da-lam Pasal 175 ayat

{1} disusun dan disajikan oleh kepala SKPKD selaku PPKD sebagai entitas
pei,aporan untuk disampaikan kepada bupati daiam rangka memenuhi
pertanggungiawaban pelaksanaan APBD.
I-aporan keuangan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat {1}
paling sedikit meliputi:
a. laporan realisasi anggaran;
b. laporan perubahan saldo a.nggaran lebih;
c. neraca;
d. laporan operasioaal;
e. laporan arus kas;
f. laporan perubatran ekuitas; dan
g. catatan atas laporan keuangan.
Lapo.an keua:rgan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat iU
disampaikan kepada bupati melalui sekretaris daerah paling lambat 3 {ti$a}
bulan sete}ah tahun anggaran berakhir sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pasai L77

Laporan keualgal pemerintah daerah sebagaimana di maksud dalam pasal
LT5 ayat {1} dilakukan reviu oleh aparat pengawas internal pemerintah
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebelum
disampaikan kepada badan pemeriksaan keuangan untuk dilakukan
pemeriksaan.
l-apo.u.n keuangan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat {1}
disampaikan kepada Badan Femeriksa Keua.ngan paling lambat 3{tiga} bulan
setelah tahun argga-ran berakhir.

{3}
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{3} Pelaporan keuangan oleh BPK sebagaimana dimaksud pada ayat {2}
diselesaikan selambat-lambatrrya 2 {dua) bulan setelah menerima laporan
keuangan dari pemerintah daerah.

(4) Dalam hal Badan Pemeriksa Keuangan belum menyampaikan laporan hasil
pemeriksaan paJing lambat Z{duai bulan setelah menerima laporan
keuangan dari pemerintah daerah, rancangan perda tentang pertanggung
jawaban pelaksanaan APBD diajukan kepada DPRD.

Pasal 178

Bupati memberikan tanggapan dan melakukan penyesuaian terhadap laporan
hasil penaeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan atas laporan keuangan
pemerintah daerah sebaglmana diamaksud dalam pasal L77 ayat (L)

Pasal 179

{U Dalam rangka memenuhi kewajiban pen1iampaian informasi keuangan
daerah, PA menyusun dan menyajikan laporan keuangan SKPD bulsnan dan
semesteran untuk fllsampaikan kepada bupati melalui PPKD sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undalgan.

(21 Dalam rangka memenuhi kewajiban penyampaian informasi keuangan
daerah, PPKD menyusulr dan menyajikan laporan keuangan bulanan dan
semsteran untuk rlisampaikan kepada menteri dan menieri yang
menyelenggarakan urusan pemerintah dibidang keuangan sesuai ketentuan
peraturan perundang- undangan.

BAEI IX
PEIVYIJSUNAN RANCANAGAN PERTANGGUNGJAWAEIAN PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BEI,ANJA DAERAH
Pasal 180

(1) Bupati menyampaikan ranc€Lnga.n perda tentang pertanggungiawaban
pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan dilampiri laporan keuangan yang
telah diperiksa oleh badan pemeriksa keuangan serta ikhtisar lapora:r
kinerja dan laporan keuangan BUMD paling lambat 6 (enam) bulan setelah
tahun anggaran berakhir.

(2) Rancangan perda tentang pertanggungiawaban APBD sebagaimana
dimaksud pada ayat {1} dibahas bupati bersama DPRD untuk mendapat
persetujuan berssma.

{3} Persetujuan bersama rarcangan perda sebagaimana dimaksud pada ayat {2i
ditakukan paling lambat 7 (tujuh) bulan setelah tahun anggararL berakhir.

(4) Atas dasar persetujuan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat {3}
bupati menyiapkan rancangan peraturan bupati tentang penjabaran
per'tanggungiawaban pelaksanaan APBD.

Pasal 181

{1) Rancangan perda tentang pela}sanaan APBD yang telatr disetujui bersama
dan rancangan peraturan bupati tentang penjabaran pertanggungjawaban
pelaksanaanAPBD disampaikan kepada gubernur paling lambat 3 {tigai hari
terhitung sejak tanggal persetujuan rancangan perd.a tent-ang
pertanggungiawaban pel,aksanaan APBD untuk evaluasi sebelum ditetapkan
otreh bupati.

(2) Dalam hal gubernur menyatakan hasil evaluasi rancangan perda tentang
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sudah sesuai dengan perda tentang
APBD, perda tentang perubahan APBD, dan telah menindaklanjuti temuan
laporan hasil pemeriksa badan pemeriksa keuangan, bupati meaetapkaa
rancangan perda tersebut menjadi perda.

{3) Dalam hal gubernur menyatakan hasil evaluasi rancangan perda tentang
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD bertentangan dengan perda
tentang APBD, perda tentang perubahan APBD, dan tidak menindaklanjuti
temua:r laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan, bupati
bersama DPRD melakukan penyempunraan paling lama 7 {tujuh} hari
terhitung sejak hasil evaluasi diterima.
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Pasal 182

Dalsm hal waktu l{satu} bulan sejak diterimanya rancangan perda tentang
pertanggungiawaban pelaksanaan APBD dari Bupati, DPRD tidak
mengambil keputusan bersama dengal bupati terhadap rancangan perda
tent-aag pertanggungiawalran pelaksanaan APBD, bupati menlrusr:n dan
menetapkan peraturan bupati tentang pertanggungiawahan pelaksalaan
APBD.
Rancangan peraturan bupati sebagaimana dimal<sud pada ayat {1}
ditetapkan setelah memlleroleh pengesahan dari gubernur.
Untuk memperoleh pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat {2},
rancarrgan peraiuran bupati teatang pertanggungiawabal pelaksaaaan
APBD hserta lampirannya disampaikan paling lambat 7 {tujuh} hari sejak
DPRD tidak mengambil keputusan bersama dengan bupati terhadap
rirnc€rngan perda tentang pertanggunglawaban peliaksanaan APBD.
Dalam hal dalam batas waktu 15 (lima belas) hari gubernur tidak
mengesahkan rancangan peraturan bupati sebagaimana dimaksud pada
ayat {3}, bupati menetapkan rancar}gan peraturan bupati tersebut menjadi
peraturan bupati.

BAB X
KEKAYAAN DTSR+H 

?.AN YTANG 
DAERAH

"tJaglan rtesaItt
Pengelolaan piutang daerah

Pasal 183

Setiap pejabat yang diherikan kuasa untuk mengelola pendapatan, belanja,
dan keka_yaan daerah wajib mengusahakan agar piutang daerah
diselesaikan seluruhrrya dengan tepat waktu.
Pemerintatr daerah mempunyai hak mendahului atas piutang jerris terteatu
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
Piutang daerah yang tidak dapat diselesaikan seluruhnya dan tepat walrhr,
diselesaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
n^-.--^1^^^:^- 

-:--.^-- 
l^^-^1^ 

-^-^^l-:1-^+l-^- 
*^^^1^1^i'en-y*eiesaian pluiang Ciaerali yang mengaiilDari<aii masaiaii mengenai

piutang daerah yang cara penyelesaiannya sesuai dengan dengan ketentuan
peraturan perundang- undangan.

D^sal 1Q,4

Piu+"ang daereh dapat dihapuskan secare mutl"ak atau bersyarat dari pembukuan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang mengatur
mengenai penghapusan piutang Negara dan daerah, kecuali piutang daerah yang
cara penyelesaiannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Pasal l-85

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelesaian piutang daerah yang
mengakibatkan masalah perdata sebagaimana di.maksud dalam pasal 183 ayat
(ai dan penghapusan piuiang ciaerah sebagaimana dimaksud riaiam pasal 184,
rl iatr rr d alarn nerda sesr rai ketentr ran nera tu ra n nerr t ndans-r-tndangani_ =- - =_ '.-'- __ _- l_ - _ -__ _ _-'.--o --'-_ =:'- _-o-_'_-

Bagian Kedua
Pengelolaan Investasi Daerah

Pasal 186

Pemeri:rtah <iaerah dapat melakukan investasi dalarn rangka memperaieh
manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya.

Bagian Ketiga
Peirgeiuiaan Bararrg h,Iiijk Daerah

Pasal 187

Pengelolaan BMI) meliputi rangkaian kegiatan pengelolaan BMD sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
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Bagian Keempat
Penegelolaan Utang Daerah dan Pinjaman Daerah

Pasal 1BB

Bupati dapat melakukan pengelolaan utang sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
Bupati dapat melakukan pinjaman sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
Biaya yang timbul akibat pengelolaan utang dan pinjaman daerah
dibebankan pada anggaran belanja daerah.

BAB XI
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

Pasal 189

Pemerintah daerah dapai membentuk BLUD dalam rangka meningkatkan
pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-unriangan.
Dslan rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sebagimarra
rlimaksud pada ayat (1), bupati menetapkan kebijakan fleksibilitas BLUD
dalam peraturan bupatiyang dilaksanakan oleh pejabat pengelola BLUD.
Pejabat pengelola BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung
jawatl atas pelaksaflaan kebljakan fleksibilitas BLUD dalam pemberian
kegiatan pelayanan umum terutama pada aspek manfaat dan pelayanan
yang dihasilkan.

D^ ^^',| 1 (-ln

Pela3ranan kepada masvarakat sebagaimana dimaksu<l dalam Pasal 189 a-var" {1}
meliputi:
a. Penyediaan barang dan/atau jasa layanan umum;
b. Pengelolaan dana khusus untuk meningkatkan ekonomi dan/atau layanan

kepada masyarakat; dan/atau
c. Pengelolaan wilayah/kawasan tertentr: r:rntuk tuiuan meninskatkan

pereekonomian masyarakat atau layanan umurl.

Pasal 191

BLUD merupakan bagian dari pengelolaan keuangan daerah.
BLUD merupakan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan yaflg dikeiola
untuk menyelengga-rakan kegiatan BLUD yang bersangkutan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang- undangan.
BLUD menyusun rencana bisnis dan anggaran.
l"aporan keuangan BLUD disususn berdasarkan SAP.

Pasal 192

Pembinaan keuangan BLUD dilakukan oleh PPKD dan pembinaan teknis BLUD
ditaL,rp.r, oleh kepala SKPD yang bertanggung jawab atas urusan pemerintahan
yang bersangkutan.

Posol l Cl?

SeLuruh pendapatan BLUD dapat digunakan langsung untuk membiayai
belanja BLUD yang bersangkutan.
Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1i meiiputi penriapat
yang diperoieh dari aktivitas peningkatan kualitas pelayanan RI-.I-rD sesr-rai
kebutuhan

Pasal 194

Rencana bisnis dan anggaran serta laporan keuangan dan kinerja BLUD disusun
dan disajikan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari rencalla ke{a dan
anggaran, APBD serta laporan keuangan dari kinerja pemerintah daerah.

{3)

(1'

{21

{3}

t1)
i)\

(3)

t'+,

(1)

(2)

t,lJl-
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Ketentuan lebih lanjut mengenai BLUD diatur dalam peraturan bupati yang
disusun berpedoman pada Peraturan Menteri

BAB XII
PEiVYELESAIAN KERUGIA}.I KEUANGAI{ DAERAH

Pasal 196

Setiap kerugian keuangan daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar
hukum atau kelalaian seseorang wajib segera diselesaiakan sesuai dengan
ketentuan peraturan pert..ndang- unoangan.

Pasal 197

i1) Seiiap bendairata, pegawai ASN bukan bendahara, atau pejabai iainnya yaiig
karena perbuatann5za melanggar hukum atau melalaikan kewajibanSra, baik
langsung atau tidak langsung merugikan ciaerah wa.1ib menggan'.i kerugian
dimaksud.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara penggantian kerugian daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

BAB }:III
INFORMASI KtrUANGAN DAERAH

Pasa1 198

i1i Pernerintatr daerah \,,ajiil menyiapkan informasi keuangan daerah tian
diumumkan kepada masyarakat.

i2l Informasi keuangan daerah sebagaimana dirnaksud pada ayat (1i paling
sedikit memuat informasi penggangararL, pelaksanaan anggaran, dan
laporan keuangan.

(3) Informasi keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat {1) digunakan
untuk:
a. membantrt 'nupati r-rntuk menyusrln a-ngga-ran ciaerah eian iapora-n

pengelolaan keuangan daerah;
membantu Bupati dalam merumuskan kebijakan keuangan daerah;
membantu bupati dalam melakukan evaluasi kine{a keuaagan daerah;
menyediakan statistik keuangan pemerintah daerah;
mendukung keterbukaan informasi kepada masyarakat;
meadukung penyelengga.raan sistem informasi keuangan daerah; dan

g. melakukan evaluasi pengelolaan keuangan daerah.
{41 Informasi keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2\ harus

mudah diakses oleh masyarakat dan wajib disampaikan kepada menteri dan
menteri yang menyeienggarakan urusan dibidang keuangan.

Daoal IOO

Dai;am hal bupati tidak mengumumkan informasi keuangan daerah sebagaimana
dimaksud dalam pasai 198 dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang- unriangan.

BAB XIV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu
Umum

Fasal 200

llrrnafi malnl-cana]-an namtrinaon d-- ^---. ^onaolnlaon l-arrancan rlnarnl-tuuirdu II1LaAi\OqIIAIIAII PvralUaIaAqIl UqrI l/vrr6qliqUUaI lJ!rrtiurvrqqlr a\UUqatb(tll u{lLi{lri

kepada perangkat daerah.

Pasal 201

{1) Pemhlnaan sehasaimana dimaksud daiam nasal 2o0 riilakr-rkan rjala-m\_, -_-'--'-o-_---------- ,''

bentuk fasilitasi, konsultasi, pendidikan dan pelatihan, serta penelitian dan
pengembangan.

b.
C.
-,(_i.

e.
f.
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(1)

{2}

Pengawasaa sebagaimana dimaksud dalarn pasal 201 dilakukan dalana
bentuk audit, reviu, evaluasi, pemantauan, bimbingan teknis, dan bentuk
penga\{rasarl Lainnya sesuai dengan ketentuan peratur€m perundang-
undangan.

Pasal 202

Untuk mencapai pengeloLaan keuangan daerah yang ekonomis, efektif,
efisien, transparan, dan akuntabel, bupati wqiib menyelenggarakan
pengendalian internal atas pelaksanaan kegiatan pemerintahan di daerah.
Ketentuan mengenai penyelengga"raan sistem pengendalian internal
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pasal 203

Pemerintah daerah menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik
dalam pengelolaan keuangan daerah.
Penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik sebagaimana dimaksud
pada ayat {1} dapat dilakukan secara bertahap disesuaikan dengan kondisi
dan/atau kapasitas pemerintah daerah.
Pemerintah Daerah wajib menerapkan sistem pemerintah berbasis
eiektronik dibidang pengelolaan keungan daerah secara terintegrasi paling
sedikit meliputi:
a. Penyusunan program dan kegiatan dari rencana kerja pemerintah

daerah;
peflyusunan rencana kerja SI(PD;
penyusunan €Lnggaran;
pengelolaan pendapatan Daerah;
pelaksanaan dan penatausahaan keuangan daerah;
akutansi dan pelaporan; dan
pengadaan barang dan jasa.

RAB )Cv'

KETENTUAN SANKSI
Pasal 204

Bupati Can Saluan Kerja Per-angkat Daerah yang terLrukti melakukan
penyimpangan kegiatan pengelolaan keuangan daerah dalam peraturan
daerah ini diancam dengan sanksi adrninistrasi sesuai dengan ketentuan
undang-undang.
Ketentuan mengenai penyelesaian setiap kerugian keuangan negara
dilakukan berdasarkan undang-undang yang berlaku.

BAB XVI
KBTBN?UA}{ PtrNUTUP

Pasal 205

Fada saa'r- per'a-turan dacrah irri muiai berlaku, Fera'r-urarr Daerair iionror9 Tairun
2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (l,embaran Daerah Katrupaten
Halmahera Barat tahun 2OO8 Nornor 9 Seri E, Tambahan kmbaran llaerah
Kabupaten Halmahera Barat Nomor...) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

{1}

12)

(3)

b"
c.
d.
e.
f.
CIb.

{1)

{2)

('l



Pasa] 206

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalafr, kmbaran Daerah Kabupaten
Hahnahera Barat.

Ditetapkan di : Jailolo
pada tanggal : 19 2422

BUPATI RA BARAT,

SEKERTARIS DAERAH
KABUFATEN HALMAI{ERA BARAT,

M. SYAHRTU AFD, R.qDJAK

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2022 NOMOR 2

NOtuiOR REGISTER PERATURAj.I DAERA]{ IGBUPATEN I{ALMA}IERA BARAT PROVIi\iSi
MAL.LTKLI UTARA: 12 I 20')21

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum dan Organisasi,

pas Lalor:co, S.H.. LL.M

JAMBS UANG

Ass.Bid. Adm. Umum

Kabag Hukum & Orgs

Diundangkan di : Jailolo
pada tanggal :19

54



PENJtrLASAN
ATAS

PERATURAN DABRAI{ KABUPATEN HALMAHERA BARAT

NOMOR 2 TAHUN 2022

TENTANG

PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

I. UMUM
Terbinya Undang-Undang Nomor 23 Tatrun 2OL4 tentang
Pemerintah Daerah yang menggantikan Undang-Undang eZ
Tahun 2OO4 tentang Pernerintahan Daerah merupakan dinamika
daiam perkembang€m pemerintatran daerah dalam rangka
rnenjawab permasalatran yang terjadi pada pemerintah daerah.
Perubahan kebijakan pemerintah daeratr yang diatur dalam
Undang-Undang Nomor 23 Tahurr 2O14 tentang Pemerintatran
Daeratr telah memberikan dampak yang cukup besar bagi
berbagai peraturan perundang-undangan yang rnengatur
mengenai pernerintah daeratr, termasuk peraturan mengenai
pengelolaan keuangan daerah.
Selain mendasarkan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2OL4 tentang Pemerintahan Daerah, pengaturan mengenai
pengelolaankeuangan daeratr juga mengacu pada keterrtuan
peraturan peuirdang-undangan lainfryd, yaitu Undang-Undang
Nornor LT Tahun 2OA3 tentang Keuangan Negara, Undang-
Undang Nomor 1 Tatrun 2OO4 tentang Perbendakraraan Negara,
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2OO4 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan
Undang-Undang Nomor
25 Tahun 2AA4 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional. Oleh karena itu, Peraturan Pernerintah lriomor 12
Tahun zOLg disusun untuk menyempurnakan pengaturan
pengelolaan keuangan daerah yang sebelurnnya diatur dalam
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2OOS tentang Pengelolaan
KeuanganDaerali. Bahwa perryempurnaan pengatui'an tersebut
juga dilakukan untuk menjaga 3 (tiga) pilar tata pengelolaan
keuangan da.erah yarrg ba"ik, yaitu transparansi, akuntabitritas,
dan partisipatif.
Berdasarkan Peraturan Pernerintah Nomor 12 Tahun 2O19, maka
disusuun pera,turan daerah tentang pengelolaan keuangan
daerahuntuk menggantikan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun
2OOB tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah yang
disusun berdasarkan Peraturan Pemerintatr Nomor 58 Tahun
2OO5 tentangPengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana diatur
dala.m Pera.turan Pemerintah Nomor L2 Tatrun 2OL9, maka
peraturan daerah ini rnencakup pengaturan mengenai
perencanaarr dan pengganggaran, pelaksanaan dan
penatausahaan, dan pertanggungiawaban keuangan daerah,
dengan penjelasan sebagai berikut:
a. Perencanaan dan penganggraan

Proses perencanaan dan penganggarall pernerintatr daerah
nrenggunakan pendekatan kinerja. Pendekatan ini lebih
Erenggeser penekanan perrganggararl dari yang berfokus
kepada pos belanja/ perrgeluaran pada kinerja terukur dari
aktivitas dan program kerja.
Terdapatnya tolak ukur dalam kegiatan ini akan
mempermudah pemerintah daerah dalam pengukuran kinerja
dalarn pencapaian tujuan dan sasaran pelayanan public.
Karakteristik da.ri pendekatan ini adalah proses untuk
mengklarifikasikan anggaran berdasarkan kegiatan dan juga
berdasarkan unit organisasi.



Anggaran yang telah terkelornpokan dalarn kegiatan akan
rnernperrrrudahkan pihak yarrg berkepentingan untuk
rnelakukan pengukuran kinerja dengan cara. terlebih dahulu
membuat indikator yarrg lebitrrelevan.
Peraturan daerah ini rnenentukan prases penyusunan APBD,
dimulai dengan pembuatan KUA dan PPAS, kemudian
dilenjutkan dengan pembuatan RKA SKPD oleh masing-
masingSKPD. RKA SKPD ini kemudian dijadikan dasar
untuk rnembuat rancangan perda tentang APBD dan
rancangarr peraturan bupati tentang per{abaran APBD,
raflcangan perda da-rr ranca-rrgarr peraturan bupati yang telatr
disusun oleh bupati dan diqiukan kepada DPRD untuk
dibahas seh.ingga mencapai kesepakatan bersarna.
Rancangan peraturan daerah dan rancangan peraturan
bupati tersebut kemudian diajukan kepada gubernur sebagai
wakil pemerintatr pusat guna di evaluasi. Hasil evaluasi yarrg
menyatakan rancarigarr peraturan daerah dan rancarrgan
peraturan bupati sudatr sesuai dengan dokumen yang
menduk-r:ng, Cijadikan dasar oleh bupati untuk rnenetapkan
rancarrgan peraturan daerah menjadi peraturan daerah
tentang APBD dan rarrcangan peraturan bupati rnenjadi
peraturan bupati tentang penj abaran APBD. indikator kinerj a
dalam APBD suCatr dimasukan dalam format RKA, namun
dalam proses pembatrasan anggaran yang terjadi sela.ma ini
dipemerintahan daerah hanya berfokus pada jumLah u€rng
yangdikeluarkan dibandingkan keluaran {output} dan hasil
(outcome) dari kegiatan. Hal ini tedadi akibat kurangnya
inforrnasi tentang keluaran(output) dan trasil {outcome}
datam dokumen penganggaran yang ada. Oleh karena itu,
peraturan daerah ini menyempurnakan pengaturan
mengenai dokumen penganggaran: yaitu adanya unsure
kinerja dalam setiap dokumen penganggaran yang
diharapkan marnpu meningkatkan kualitas penganggaran
berbasis kinerja serta mewujudkan sinkronisasi antara
pererrcanaan dan penganggaran yang selama ini ma-sih
belum tercapai.

b. Pelaksarraan Can penatausatraan
Proses pelaksanaan dan penatausahaan dalam praktiknya
jugaharus rnernperhiungkan kinerja yang sudatr ditetapkan
dalam APBD, proses ini harus sejalan dengan indicator
kinerja yang sudah disepakati dalam dokumen APBD.
Dengan dernikian, anggararr yang direncanakan bias sejalan
sebagaimala rnestinya dan jurnlah kesalahan dalam proses
pelaksanaan danpenatausahaan bias diminimalisir.
Peraturan daerah ini juga mengembalikan tugas dan
wewenang bendahara sebagai pemegElng kas dan juru
bayar yang sebagian fungsi.nya ba*yak beralih kepa-da
pejabat pengelola teknis kegiatan (PP[K. Pemisahan tugas
antara petugas yang rnelakukan otorisasi, pihak yang
rnenyimpa.n uang, dan pihak yang melakuk€rn pencatatan
juga menjadi fokus peraturan daerah ini. Pemisal'an ini
untuk mencegah terjadinyakecurangan selarna pengelolaan
keualgan daeratr serta meningk'atkan control internal
pemerintah daerah.
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Proses pelaksanaan dan perratausatraan ini harus
rnerlingkatkan koordinasi antar berbagai pihak dalam
menyusun laporan keuangan berbasis actual. Dokumen
pelaksanaan dan penatausahaan juga harus mengalir
sehingga
bisa mendukung pencatatan berbasis akruat. Basis akrual
ini merupakan basis yang baru untuk pemerintah daerah
sehingga dukungan dan kerjasama dari berbagai pihakdi
pemerintahan daerah diperlukan untuk menciptakan
kesuksesan penerapan basis akutansi akrual.
D--+^aaa"- 

-:^-"^1-^- 
1-^" ^-^^* l^^*^1^L. r t.r Lcur5,5,(Ilr5l]<1"wcr-L,cl.rr AL. (r6t-rr5,c[rr Lrd"\-r cl.rr

Pertanggungiawaban keuangan daerah diwujudkan dalam
bentuk laporan keuangan. Laporan keuangan tersebut
merupakan wujud dari penguatan transparansi dan
akuntabilitas. Terkait dengan pertanggungiawaban
keuangan daeratr, setidaknya ada 7 (tujuh) laporan
keuangan yang harusdibuat oleh pemerintah daeratr yaitu,
neraca, laporan realisasi anggaran, laporan operasional,
laporan perubahan salCo anggaran lebikr. laporan
perubatran ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas
laporan keuangan, penambahan jumlahlaporan keuangan
yang harus dibuat oleh pemerintah daerah merupakan dari
dampak penggunaan akutansi berbasis akrual"
Pemberlakuan akutansi berbasis aktual ini merupakan
tantangan tersendiri bagr setiap pernerintahan daerah
karena
akan ada banya-k hal yang dipersiapkan pemerintatr daerah
salah satunya yaitu surnber daya manusia.
Selain berbentuk laporan keuangan, pertanggungjawaban
keuangan daerah juga berupa laporan realisasi kinerja.
Melaluilaporan ini, rnasyarakat bias rnelitrat sejauh rnana
kinerja pemerintah daerahnya. Selain itu, laporan ini juga
sebagai alat untuk menjaga sinkronisasi dari proses
perencanaan hingga pertanggungjawaban yang dilakukan
oletr pernerintatr daerah- MelaLuai laporan ini pemerintah
daerah bias melihat hal yang krarus di perbaiki untuk
kepentingan proses penganggaran dan perencanaan di
tahun berikutnya.
Selanjutnya, berdasarkan prinsip, asas, dan landasan
umum penyusurran, pelaksanaan, penatausahaan,
pelaporan, perrgawasan dan pertanggungiawaban keuangan
daeral. yang di atur dalam peraturan daerah ini,
pemerintah daerah diharapkan rrarnpu rnenciptakan
system pengelolaan keungandaerah yang sesuai dengan
keadaan dan kebutuhan dengantetap menaati peraturan
perundang-undangan yang lebih tinggi serta meniqjau
system tersebut secara terlrs rnenerus dengan tujua"n
mewujudkan penegelolaan keuangan daerah yaxg efei<iii,
efisien dan transp€rran.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal L

Cukup jelas
Pasal 2

Cukup jelas
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Ifosal ?

Ayat (1)
Yang dirnaksud dengan "tertib" adalah keuangan
daerah di kelola secara tepat waktu dan tepat guna
yang di dukung du^fi.galr bukti adminislrasi .l'ang
dapat dipertanggungj awatrkan.
Yang di maksud Cengan "ct-lsiert" adalah pencapaian
keluaran yang rnaksirnum dengan masukan tertentu
atau masukan terendah untuk rnencapai keluaran
tertentu.
Yang dirnaksud dengan "ekonomis" aCalah
perolehran dengan rnasukan dengan kualitas dan
kuantitastertestu paCa tingkat harga terrendah
Yang dimaksud dengan "efektif' adalah pencapaian
hasil program dengan sasaran yang telah
ditetapkan,
yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan
hasil. Yang di maksud dengan "transparan" adalah
prinsip keterbukaan yang memungkinkan
masyarakat untuk mengetahui dan rnendapatkan
akses informasi seluas- luasnya tentang keuangan
daerah.
Yang dimaksud dengan "bertanggung jawab" adalah
perwujudan kew,a-iiban seseorang atau satuan ker.l'a
untuk rnempertanggung,awabkan pengelolaan dan
pengendalian sumberdaya dan pelaksanaan
kebijakan yang dipercaya kepadanya dalam rangka
pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Yang
dimaksud dengan "keadilan" adalah keseimtrangan
distribusi kewenamgandan pendarraannya. Yar:g
dimaksud dengan "kepatutan" adalatr tindakanatau
suatu sikap yang dilakukan dengan wajar dan
proporsional. Yang dimaksud dengan "manfaat
untuk masyarakat" adalah keuangan daerah
diutamakan untuk pemenutran kebutuhan
masyaraka-t. Yang dirnaksud dengan "taat pada
ketentuan peraturan perundan-undangan" dalah
pengelolaan keungan daerah trarus sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (2)

Ayat (3)

Pasal 4
A-,af /1irrjuL t,

Arrat i')l11r uL l-,

Ayat (3)

cukup Jelas

Cukup Jelas

Cukup Jelas

Cukup Jelas

Cukup Jelas

(a



Arraf l/-l

Huruf a

Huruf b

Huruf c

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7
Ayat (1)

Aruaf /O)ruqL tz,
Huruf a

Huruf b

Huruf c

Huruf d

Huruf e

Huruf f

Huruf g

Huruf h

Huruf i

Huruf j

Pasai B
Arrot /'l I

A,trat {') t

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "coordinator" adalah
terkait ciengan peran dan fungsi sekretaris
daerah rnernhantu bupati dalarn menyusun
Kebijakan dan mengkoordinasikan
penyelenggaraan urusan pernerintah daerah
termasuk pengeloiaan keuangan daerah.

Crrkrrn,teias

Cukup Jelas

Crr1zrrn.Ielns

11rrlzrrn Tplocv u1r uP

Cukup Jeias

1-rrl.rrn TaloovqiluP u_vruJ

Cukup Jelas

r\!!1,,rn ral^6vqr\uI/ u urao

(-rrlzrrn Ialacvur'-qy

Kewenangan pemungutan pajak daerah dapat
dipisahkan dari kewenangan SKPD sesuai dengan
l,atahf r !4h har^trrran narrrnrlana rrnrl^--^-r\uLUrrLqqrr yLruLurulr PLr ulruurrS q1ruurl6qrr.

Cukup,lelas

Cukup Jeias

/:rr1-rrn Talocv qr\ ul,

(-'rrlzrrn Tclas

Cukup Jelas

Cukup Jelas

Cukup Jelas

Cukup Jelas
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lJrrrrrf q

Huruf b

I-Irrnrf ^trurul u

lJrrnrf r{

Huruf e

Li,rr,,f f

Hrrrrrf o

Huruf h

IJrrnrf i

ljrrnrf il rur qr J

IJrrrrrf L.

Ayat (a)

D^-^1 .}I aoai 7

Dooal I ll

Ayat (1)

Huruf a

Huruf b

Huruf c

Huruf d

Huruf e

Huruf f

Huruf g

Huruf h

Huruf i

Cukup Jelas

Cukup Jelas

Cukup Jelas

Cukup Jelas

Cukup Jelas

Cukup Jelas

Cukup Jelas

Cukup Jelas

Yang dimaksud dengan o melaksanakan pemberian pinjaman
daerah ar"as narna perlerintah daerah " hanya terkait eksekusi
pemberian pinjaman daerah bukan kebijakan pemberian
pinjaman

Cukup Jelas

Cukup Jelas

Cukup Jelas

Cukup Jelas

Cukup Jeias

^,,1-,,- 
T^l^^'viJKLriJ LIUI<]-S

1-rrLrrn IplocvqrrqP vvrqr

Cukup Jelas

/arrl-rrn Ialoouur\uv uuruo

(-rrlzrrn -[elnc

Cukup Jelas

f'rrL-rrn Teloo

(arrlzrrn - lelcs

Yang dimaksud dengan " mengelola utang dan piutang daerah
yang menjadi tanggungjawab SKPD yang dipimpinnya " adaiah
cphoooi olzihof rrono rlifimhrr'llzon dari nelqL.sonqan npA qldpn
JUUubulJuII6ulullruqlIyvlql\U
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l-trrrnrf i

Hut-uf k

LIr,n,f 1rrulur f

l-Jrrrrrf m

Huruf n

A-.^+ /.)lr1j dL (a/

Pacnl I i

Ayat (1)

Ayat (2)

Ayat (3)

Ayat (4)

Ayat is)

Pasal 12
Ayat (1)

Arrai I?lr rl uL i-l

Ayat (3)

Pasal 13

Cukup Jelas

Cukup Jelas

Cukup Jelas

Cukup Jelas

Cukup Jelas

Cukup Jelas

Yang dimaksud dengan " unit SKPD " termasuk unit
pelaksana teknis daerah.

flrrlzrrn Teioqvur!qt,

Cukup Jelas

rl,,l-,rh ral^6uu[ulj uuiGo

(1rrlzrrn Tcloc

Yang dimaksud dengan " PA/KPA * dalam melaksanakan
l<egiatan nTenetapl<an pe.jabat SI(PD //unit SI<PD selal'.u PPII{
melalui usulan atasan langsung peiabat yang bersangkutan.

Yang dimaksud " memtrantu tugas " yang
ditentukan oIehPA/KPA dalam rangka
rnelaksanakan tindakan yang mengakibatkan
pengeluaran atas treban anggaran betanja yang
melaksanakan anggaran SKPD )'an-g
dipimpinnya, yaitu:
a- Mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
l:. Melaporkan pelaksanaan kegiatan;
c. Menyiapkan dokurnen dalam rangka pelaksanaan

anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan
kegiatan; dan

d. Melaksanakan kegiatan pengadaan
barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturar
perundang-undangan yangmengatur pengadaan
barang/jasa.

I-'rr1:rrn leiocvqr\utr

Cukup Jelas
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Pocal i 4

Pasal 15

D^^^1 1 AI AJA1 iU

Pasai 17

Pasai 18

D^^^l 1 6i a5a1 i7

Pasal 20

Pasal 21

D^-^I OOI AJAI 44

Posal ')?
Ayat {1}

Ayat (2)

Avat (3)

Cukup Jelas

Cukup Jelas

Cukup Jelas

Cukup Jeias

Cukup Jelas

Cukup Jelas

Cukup Jelas

Cukup Jelas

Cukup Jelas

Cukup Jelas

Cukup Jelas

Yang dimaksud dengan "fungsi otorisasi" adalah
anggaran daerah menjadi dasar untuk
melaksanakan pendapatan dari belanja pada tahun
yang berkenan.
Yang dimaksud dengan "fungsi perencanaan"
adalah anggaran daerah menjadi pedornan bagi
manajemen dalam merencanakan kegiatan pada
tahun berkenan.
Yang dimaksud dengan "fungsi pengawasan"
adalahanggaran daerah menjadi pedoman untuk
menilai apakah kegiatan penyelenggaraan
pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan yang
telah ditetapkan.
Yang dimaksud dengan "fungsi alokasi" adalah
anggaran daerah harus diarahkan untuk
menciptakan lapangan kerjalmemgurangi
pengangguran dan pernborosan suraber daya serta
meningkatkan efesiensi dan efektifitas
perekonomian.
Yang dimaksud dengan "fungsi distribusi" adalah
kebijakan anggaran daerah harus memperha6kan
rasa keadilan dan kepatutan.
Yang dimaksud dengan "fungsi stabilisasi" adalah
anggaran pemerintah daerah menjadi alat untuk
memelihara dan mengupayakan keseimbangan
fundamental perekonomian daerah.

Atrot l4\ruur \,/
Cukup Jeias
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Dqaal ')A

Ayat {1)

Ayat {2)

Ayat (3)

Ayat (a)

Ayat (5)

Ayat (6)

Ayat (7)

Cukup Jelas

Crrlzr:n IalncvualuP u vruJ

(-'rrlrrrn -Iclas

Cukup Jelas

l.rrrlzrrn Tplaov vaGu

i'rrlzrrn Ialaa

Yang dimaksud dengan " dianggarkan secara bruto " adalah
jumlah pendapatan daerah yang dianggarkan tidak boleh
Cil<urangr dengan belanja j'ang digunakan dalam rangka
menghasilkan pendapatan tersebut dan/atau dikurangi
dengan bagian pemerintahan pusat/Caerah larnnya d*iarn
rangka bagi hasil.

Cukup Jelas

Cukup Jelas

Cukup Jelas

Yang dimaP,suci dengan ' el<uitas * adalah selisih antara
aset lancer dengan kewajiban jangka pendek.

Cukup Jelas

Cukup Jelas

Cukup Jelas

Cukup Jelas

Cukup Jelas

Cukup Jelas

Cukup Jelas

Cukup Jelas

Cukup Jelas

Cukup Jelas

Pasal 25

Dao^I 14.i a-)ai z i,

Pasal 27

Pasal 28
Ayat (1)

Ltro1' Inli r1uL lai

Ayat (3)

D^^^l orlI AOGI Z7

Pa ca I '{Il

Pasal 31

I)^^^l 2.)I aJai u4

E)oool ??

Pasal 34

Dncnl 2tr1 qoal JJ

Pasol ?ll

Ayat {1}

A?
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Arrqt ['Jl

Huruf a

Huruf b

Huruf c

Ayat (3)

D^^^1 0aI asrll ri /

Pasal 38

D^^^1 2r1A ASfu U7

Pasal 4O

Pasal 41

Pasal 42

Pasal 43
L{rrrrrf o

Yang dimaksud dengan "pajak burni dan
bangunan" adaiah pajak yang ciikenakan aras
bumi danf atau dimanfaatkan dikawasan rrang
digunakan untuk kegiatan usaha antar lain
perkebunan, perhutanan, dan pertambangan
sesuai dengan ketentuan peraturan pereundang-
undangan.

Cukup Jeias

Cukup Jelas

Cukup Jelas

Cukup Jelas

Cukup Jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

PenCapatan bagi hasil rner-r:pakan bagi hasil
pajak kendaraan bermotor yang dibagikan
kepada Caerah provinsi kepaCa daerah
kabupaten / kota di wilayahnya.

/1rrlzrrn ialn6
JUr4r

Hibah baik dalam bentuk devisa, rupiah,
barang, danf ata:u jasa, termasuk tenaga ahli
dan pelatihan yang tidak perlu dibayar kembali

IJrrrrrf l-'arurul u

Cukup jelas
Huruf c

Cukup jelas
Pasal 44

Hibair ierrrasuk surnilangan riar'i lritrak
ketiga/sejenis yang tidak mengikat, tidak
berdasarkan perhitungan tertentu, dan tidak
mempunyai konsekuensi pengeluaran ata"u
pengllrangan kewajiban kepada penerirna
maupun pemberi serta tidak menyebabkan
ekonomi biaya tinggi.
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Pasal 45
Cukup jelas

Pasal 46
Cukup jelas

Pasal 47
A-vai (ii

Yang dimaksud dengan "alokasi belanja,, sesual
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
antara lain besaran alokasi belanja untuk fungsi
pen d i d ik a-r , ar\ggar an ke seha-t-a-n d an rl n fi-a-stru ktt--r- r -

Arrq f i') Irr, G! i!i

Cukup Jelas

Pasal 48
Ayat {1)

Cukup Jelas
Ar7^+ /Oll rJ aL tai

Cukup Jelas
Ayat (3) 

yang dirnaksud dengan "standar harga satua,,
regional " adalah harga satuan barangl,iasa _rranrg
ditetapkan dengan pertimbangan tingkat kemahalan
regional tiiiakukal eiengan memperhaiikan ilngkai
kemahalan regionai yang berlaku disuatu daerah.

Ayat (a)
Standar harga sat.uan dirnasing-masing d.aer-aLr dapat
memperkratikan tingkat kernahalan yang berlaku
rliqrratrr dcerah

Ayat {5)
Cukup Jelas

Ayat (6)
r\,,1,,,- r^t^^vuKulJ uLlaJ

Pasal 49
Cukup.lelas

Pasal 50
Cukup Jelas

Pasal 51
Cukup jelas

Pasal 52
Ayat (ii

Huruf a
Cukup jelas

Huruf b
Yang dimaksud dengan " belanja mod.al " antat-a
lain berupa belanja modal tanah, belanja modal
peralatan dan mesin, belanja rnodal gedung dan
bangunan, belanja rr odal jalan, irigasi dan
I'aringan, dan aset tetap lainnya.

Hunif c
Cukup Jelas
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IJrrrrrl- rl

Ayat (2)

A--^+ /Cl
^JaL tJl

Atrat l4l

Ayat {5}

Pasal 53
A-,^+ / 1\ra.yaL t!

Huruf a

Huruf b

Huruf c

L{rrnrf rl

Huruf e

Lhrnrf farurur a

Arza f {'))r a-r aL 14_t

Ayat {3)

A-,^+ //\
^JaL tT'

Pasal 54
Ayat (1)

A;rat- (2)

Ayat (3)

Pqcal ((

Ayat {1)

Cukup Jelas

Cukup Jeias

Cukup Jelas

Cukup Jeias

Cukup Jelas

Yang dirnaksud dengan "belanja pegawai" antara lain
berupa gaji dan tunjangan, tarnbahan penghasilan
pegawai ASN. Lrelanja Denerimaan lainnya pimpinan
dan anggota. DPRD serta bupati/wakil bupati, insentif
pemtrngl:tan pajak daerah rian retribusi riaerah, dan
honorarium.

Cukup Jelas

Cukup Jelas

Cukup Jelas

Cukup Jelas

Cukup Jeias

Cukup Jelas

Cukup Jelas

Cukup Jelas

Cukup Jelas

Yang dimaksud dengan " pegawai ASN " adalakr profesi
hqoi neoqrrrai neoeri qinil riqn neoqrxrai nemerinfalr

dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi
perrrerintah.

(1rrlzrrn IeloavulruP

Persetujuan DPRD dilakukan bersarnaan dengan
pembahasan KUA
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A]'at {2}

Arrat /?1

Ayat (a)

Pasal 56
A--^! /1\il'yaL t rJ

Tambakran penghasilan berdasarkan beban kerja
diberikan kepada pegawai ASN yang dibebani
pekeq'aan untuk menyelesaikan tugas yang dinilai
melampaui beban kerja normal-
Tambahan pengtrasilan berdasarkan tempat bertugas
diberikan kepada pegawai ASN yang melaksanakerr
tugasnya berada didaerah memiliki tingkat kesulitan
tinggi dan daeratr terpencil.
Tambahan pengtrasilan berdasarkan kondisi kerja
diberikan kepaCa pegavrai ASN yang dalam
melaksanakan tugasnya berada pada lingkungan keq'a
yang rnemilki resiko tinggi.
Tamba}.an pengtrasilan berdasarkan profesi diberikal
kepada pegawai ASN yang dalam mengemban tugas
memiliki keterampilan ktrusus dan langka"
Tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja Ci
berikan kepada pegawai ASN yang memiliki prestasi
kerja yang tinggi danlatau inovasi.
Tambahan pengtrasilan berdasarkan pertimbangan
objektif lainnya diberikan kepada pejabat ASN
sepanjang di amanatkan oleh peraturan perundang-
undangan.

Cukup Jelas

Cukup Jelas

Yang dimaksud dengan " belanja barang dan jasa"
antara lain berrrpa barang dipakai habis,
bahan / material, jasa kantor, jasa asuransi,perawatan
kendaraan bermotor,cetak/ pengadaan,sewa
rurrratr/gedung/gudanglparker, sewa sarana
rnobilitas:sewa aiat berat,sewa perlengkapan dan
peralatan kantor, makanan dan minuman, pakaian
dinas dan atributnya, pakaian kerja, pakaian kt*lsus,
dan hari-hari tertentu,perjalanan dinas,perjalanan
dina-s pindah tugas,pemt-rlangan
pegawai,pemelitraraan, jasa konsultasijasa
ketersed,iaan pelayarran {availability payment},Ia in-1a1,
pengadaan barang/jasa,belr{a lainnya yang
sejenis,barang dart/atau jasa yang dijual kepada
masyarakat ata.u pihak ketiga,belanja pendidikan
bea.sisrva PNS,belanja kursus, pelatitran,sosialisasi
dan bimbingan teknis PNS,dan belar{a pemberian
uang yarrg Ciberikan kepada pihak ketiga/masyarakat.
Yang dirnaksud dengan barang "barang/jasa yang
diserafrkan atau diiual kepada masyarakat/pihak
ketiga" adalah bararrg/jasa yang terkait pencapaian
sasaran pr-ioritas yang tercarrtum dalam RPJMD.
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Arra t I'lii 1-y cL lzj

Pasal 57

Pasal 58

Pasa1 59
Ayat (1)

Avat l)\

Ayat (3)

PoaaI 6fl

[-racal 6 ]

Ayat (1)

Ayat i2)

Ayat {3)

Ayat {a)

Pasal 62

Pasal 63

I)aaa1 A4-

Ayat ( 1)

Ayat {2}

Ayat (3)

Ayat (4)

Cukup Jelas

Yang dirnak-sud dengan "belanja b,rnga" antara lain berupa
belanja bunga utang pinjaman dan beianja bunga utang
nhl'iaosiu vrlhurrr

Cukup Jelas

Pemberia-n hlbah didasarkan atas usulan tertu[s -\,ang
fli5ampaikan kepada bupati. Pemberian hibah juga berupa
pemberian baltuan keuangan kepada paftai politik yarrg
mendapatkan kursi di DPRD Kabupaten Halm2hsla Barat
sesuai dengan ketenru an peratu ran perunclang-unciangafl.

Cukup Jelas

Cukup Jelas

Cukup Jelas

Yang dimaksud dengan "belanja modal" arttara lain berupa
belanja moda-l tanah,belanja modal peralatan dan mesin,
beianja modai gedung <ian bangunan, beianja mod,al
j alan, irigasi, dan j ari:rgan, darr aset tetap iai::rn3r61.

Cukup Jelas

Cukup Jelas

^==1----- r -1^ -\-l.ll!UL, rrCri'tS

Cukup Jeias

Cukup Jelas

Yang dimaksud "tujuan tertentu lainnya adalah dalam
rangka memberikan manfaat bagi pemberi danlatau
penerima bantuan keuangan.

Cukup Jeias

Cukup Jelas

Cukup Jelas
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Arre t l (l

Ayat (6J

A.-^+ ln\
^JaL t!

Paqql 6Ei

Ayat (1)

$rat (2)

Ayat {3)

Pasal 66

Pasal 67

Pasal 68

Pqsql 60

Pasai 7O
Ayat ( 1)

Ayat {2}

Pasal 71

Pasal 72

Pasal 73

f)osol 7 4-

Pasal 75

Pasal 76

Pasal 77

Pasal 78

Cukup Jelas

Cukup Jelas

Cukup Jelas

Keperluan mendesak sesuai karakteristik masing-masing
pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud dalam
undang-undang nomor 17 I'ahun 2003 tentang Keuangan
Daerah.

Cukup Jelas

Cukup Jeias

Cukup Jelas

Cukup Jelas

Cukup Jelas

Cukup Jeias

Cukup Jelas

Yang dimaksud dengan "bukti penerimaan" seperti
dokumen lelang,akta jual beIi, nota kredit,dan dokumen
sejenis lainnya.

n_-t __,- i_1_ _uuriulJ Jcias

Cukup Jelas

Cukup Jeias

Cukup Jelas

Cukup Jelas

Cr,rkr-tp .ieia-s

Cukup Jelas

Cukup Jelas
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Fasal 79
Cukup Jelas

Pasal 8O
Ayat i 1)

Yang dimaksud dengan "slrrplus APRD" adalah -seLisrh lebih
antara pendapatan daerah dan beianja daerah.
Yang dimaksud dengan "deficit APBD" adalah selisih
kurang antara pendapatan daerah dal belalja daerah.

Ayat (2)

Ayat {3)

Pasal 81
Huruf a

rr,.--,.fLrlLII LlI IJ

Hrirrri c

Huruf d

Hurui e

Pasal 82

Pasal 83

I)^^^I O/tI aoal uf

Pasal 85
Ayat { 1)

Avat (2)
Huruf a

Huruf b

Huruf c

Huruf el

Huruf e

Huruf f

/-rrlzrrn folacvur\qv uLrao

Cukup Jelas

Yang dimaksud dengan "pembayaran cicilan pokok
utang yang jatuh tempo" adalah pembayaran pckok
utang yang belum cukup tersedia anggaran dalam
pengeluaran pembiayaan sesuai dengan perjanjian.

Cukup Jelas

Cukup Jelas

Cukup Jelas

Cukup Jelas

Cukup Jeias

n=,1,..-- r_-1^^L.trr\trp UCriaJ

Cukup Jelas

Cukup ieias

Cukup Jelas

Cukup Jelas

Crrkrrn.ielas

Cukup Jelas

Cukup Jelas

Strategi pencapaian memuat langkah konkret dalam
mencapai target.
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Arrof / ?lr r-i uL tul

Pasal 86

Pasal 87

Paqal RR

Ayat (1)

Cukup Jeias

Cukup Jeias

Bupati menyampaikan rancangan perda tentang APBD
berclasarkan RKA SKPD -yang disusun dengan ilrengacu pada
RKPD, rancangan KUA, dan rancangan PPAS yang di susun
oleh bupati.

/-rrlzrrn lclacuur!up

Kegiatan tahun jamak mengacu pada program yang
tDr^^^+ "m .l^'lom DI) TlIf)

Yang dimaksud dengan "peke1'aan atas pelaksanaan
kegiatan yang menurut sifatnya harus tetap
berlangsung pada pergantian tahun anggaran"antara
iain penanaman benih/bibit,penghijauan,pelayaoan
perin*.rs iaut/udara,makanan dan cbat Cl rumah
sakit,pelayanan pembuangan sampah,dan pengadaan
j asa pela.,.anan kebersihan lcleaning ser'','ice}.

Cukup Jelas

Cukup Jelas

Cukup Jelas

Cukup Jelas

Untuk kesinambungan penyusunan RKA SKPD, kepala
SKPII mengevaluasi hasil pelaksanaan program dan
kegiatan 2 (dua) tahun angga.ran sebelumnya sampai
<lengan semester pertama tahun anggaran berjalan.

Cukup Jelas

Cukup Jelas

/1-,t-.,- r^1^^\-uhu|-, uclds

Ayat {2)
Huruf a

Huruf b

Ayat {3)

A:--.. 1l\

^yaL l't,

iryat (5i

Ayat (6)

Pasal 89
Arraf I l l4r,!uL \rJ

Arrqt [')l

Ayat {3)

Pasal 9O

7t



Paqnl QI

Ayat (1)

Ayat (2)

Ayat {3)

Ayat (a)

f)^ ^^ I r},1a aJai 74

Pasal 93

Pasal 94

Pasal 95

Pasal 96

riesicl Y /

Pasal 98
Ayat (1)

Penyusunan RKA SKPD dengan pendekatan kerangka
pengeluaran jangka menengah diiakukan secara bertahap
rliqeqr roi1,on dcnoo ^ L-ehrrf r rhonrl u1.r rt>urr nuuuLqiiaii.

(-ttL,ttn.Iclas

Cukup Jelas

Cukup ielas

Cukup Jeias

Cukup Jelas

(-rtlrrrn -Tcles

Cukup Jeias

Cukup ieias

Cukup Jelas

Rancangan perda APBIJ merrruat iniorrnasi kinerja
berdasarka-n sa-sara-n ca-paia_n kine4'a cl_a_n inclica_tor'
rnasing-masing program dan kegiatarr.

Cukup Jelas

Cukup Jeias

Cukup Jeias

Cukup Jelas

Yang dirnaksud dengan " penjelasan dan dokumen
pendukung " antara lain nota keuangan, RKPD, KUA

Ayat {2)

Ayat (3)

Ayai iai

Pasal 99

Pasal 1OO
Avnf iI I

dan PPAS.
A-.^+ lo\
^-y aL t4,

Cukup Jelas
Pasal I r-)l

Cukup Jelas

Pasal 1O2
Cukup Jelas
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PasoI 1n?
Ayat (1)

Avof l',rl

Yang dirnaksud dengan " angka APBD tahun anggaran
sebelurrnya " adalah pagu jumlah pengeluaran APBD
j,-ang ditctapkan .jaiam pei-ubahan APBD tahun
sebelurnnya.

Yang dimaksud dengan " belanja yang bersifat mengikat "
adalah belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan
harus dialokasikan oleh pemerintah daerah dengan jumiah
!rand arr!'rrn rrnfrrlz l,pncrlrron cafian l_rrrl^n n^1nm tal-rrrn
Jurlb uurtulr urrrqr! uururrr

anggaran berkenan, seperti belanja pegawai, dan belanja
horano rlan iacouur urrb

Yang dimaksud dengan * belanja yang bersifat wajib " adalah
belanja untuk teq'aminnya kelangsungan pemenuhan
pendanaan pelayanan dasar masyarakat antara lain
nenriirf ilzan 'lzecpholon mplal.cnnalron lza'r,oiihn n l,annAn

r, rrt JL r rurql r,

pihak ketiga, kewajiban membayar pokok pinjaman yang telah
iaftlh temnn rlan lzerrroiihan lainnrra cecrrai danoan l:afahfrrahuurrDqra

peraturan perundang-undangan.

n- .1-== !^1 --\-UraUp LrClaS

Ayat {3)

Pasal 104
I'rrlurrn rplos
vqrtqv tvrqu

Pasal 105
Cukup jelas

Fasal 106
Cukup jeias

Pasal 107
Crrkrrn ielas

Pasal 108
Cukup jeias

Pasal i09
t-ukup ieias

Paael 1 I ll

Ayat (1)

Cukup jelas
Ayat (2) 

contoh penerimaan dan penge-luaran daerah yang ticiak
dilakukan !'neialui kas urnurn daerah, antara lai sumber- penerinaan
yang berasai dari pembiayaan pinjaman danf atau iebih iuar negeri
tidak harus dilakukan melalui rekening kas umum daerah namun
tetap harus dibukukan dalam rekening kas umum daerah.
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Pcsel I I 1

Cukup jelas
Pasal 1 i2

Cukup.jelas
Pasal i 13

Crrkrrn ielaq

Pasai 1 i4
Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)
Vano rlimclzqrrrl rlcnocn drlnl'rrrncn lain trct:'rt di nFrqen'lalznn r.ienoan

s;,;=" ;;;;;; i; 
"- 
il;;; 

" 
;; ;; ;;;G o;;;;; ;;; ;# ; * "' 5"'

Ayat (3)
a\,,!.,,^ i^1^4uuAul/ JUraJ

Pasal 1 15
('rrL,ttn iclaq

Pasal 1 16

Ayat (1)
Yang clirnaksud dengan "barrk urnurn yang sehat" adaiah
Penernpatan deposit dilakukan pada bank umum di
indonesia ]'ang amanlsehat sesuai ciengan peraturan
perundang-undangan yang mengatur mengenai perbankan

Ayat (2)

Cukup jelas

Arrof f ?i- ' 
Cukup jelas

Pasal 1 17

Cukup jelas

Fasal 1 18
Cukup jelas

Pasal i19
Cukup jelas

Pasal 120
/'rtlrrrn -leleqvkrruP

Pasal 121
Ayat (1J Yang dimaksud dengan " mendepositokan"

adalah penernpata-n deposito dilakukan pada
bank umum di Indonesia yang aman/sehat

---: -1 !--t^,-1- )^-^-scsual ucirBaii KCLcrlLuiirr pctiiLill aIl uci LliluarlB-
undangan yang rnengatur rnengenai perbankan
dan tidak rnelalrrpaui takrun anggaran berkenan.
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4r,,2t i2i
Cukup jelas

Pasal L22
Ayat (1)

Cukup Jeias
A,vqt ()\

Rencana penerirnaan dana hanya diberlakukanbagi
SKPD yang rnerniliki tugas dan fungsi pendapatan.

Ayat (3)
Crrkrtn.lelas

}Jasal I'l?

Cukup jelas

Pasal 124
(1,,1.,. ^ i^1^-vuAqlJ -r\ rqD

Pssal 125
Cukup jelas

Pasal 126
r-,,1,r,^ .'^t^^vun uP J! rar

Pqaal l')7

Cukup jelas

Pasal 128
Cukup jeias

Pacol 1 DCI

Cukup jelas

Pasal 130
/'-rrl.rrn Iploovurru lJ

I)aoal 1-f i

Cukup jeias
Pasal 132

Cukup jelas
Pasal 133

Crr krr n ielas

Pasal 134
Cukup jelas

Pasal 135
/-,,1-,,* .:^1^^\-Ll.AL-l iJ iLrds

Pasal 136
Cukup jelas
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Paaai I ?7

Cukup Jelas

Pasai 138
A-,^* / 1 Ir LJ aL i i i

Cukup jelas

A\/o f t') I

Cukup jelas

Ayat (3)
IJrrrrrf aiiqiuiu

Cukup jelas
lluru!'l-.

Yang dimaksud dengan "perintah pembayaran" adalah
perintah pembayaran dari PA/KPA.

IJrtrrrln

Cukup jelas
l--.1 r rn r I rl

Cukup jelas
Ayat (a)

Cukup jelas

Ayat {5i
(-rrkrrn -lc!nq

Pasal 139
Cukup jelas

Pasal 140
(-rrlzrrn ielas

Pasal 141
Cukup jelas

Pasal 142
Cukup lelas

Pasal 143
Cukup jelas

Pasal 144
Cukup jelas

Pasal 145
Cukup jelas

Pqsql 14.4

Cukup jelas
Pasal 147

Cukup jelas
Pasai i48

(-rrLrrn ielas
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ljacol I4C)

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "prognosis" adalah prakiraan dan
Penjelasannya yang akan di realisir daiam 6 (enam) buian
ljerikutnya berdasarkan reaiisasr.

Arro t l?\

Cukup jeias

Pasal 150
Cukup jelas

Fasai 151
Cukup jelas

Pasal 152
A-.1 --.- t^1----_uuij,uij jcias

Daaol 1 (?

Cukup jelas

Pasai 154
Cukup jelas

Docol I ((

Cnkup jelas

Pasal 156
Ayat (ij

Crrlzrrn ielcc

Ayat (2i

Yang dimaksud dengan "lebih besar dari 50 % (lima puluh
Perseratus)' adalah batas persentaseminimal seiisih {gap)
Kenaika.n a-nl.a.ra penda-pa-tan da_n belanja- da-la_m APRD.

Arzef t?l

Cukup jeias
Pasal 157

Cukup jelas

Pasal 158
Cukup jelas

Pasal 159
Ctrknn ielas

PaspJ LbO

Cukup jelas

Pasal 161
Cukup jeias



Pasal 162

Pasal i63

Pacal I6.4

Pasal 165

Pasal 165

Cukup jelas

Cukup 3eias

Cukup jelas

Cukup Jelas

Yang dimaksud ciengan "penjelasan dokumen pendukung' antara
Lain nota keuangan, perubahan RKPD, dan perubahan KUA dan
PPAS.

Pasa) 167
('rrlzttn ielac

Pasal 168
Cukup jeias

Pasal 169
Uukup jeias

Pasal 170
Cukup jelas

Pasal 171
Cukup jelas

Pa-sa-l 172
Cukup jelas

Po cel I 7'1

Cukup jelas

Pasal 174
Cukup.leias

Pasal 175
Cukup jelas

Pasal 176
Ayat (1)

fllkrrn ielas

Arra f [')l' 'Huruf 
a

Yang dimaksud dengan olaporan realisasi anggaran"
Adalah laporan yang menggambarkan perbandingan
antara anggaran dengan realrsaslnya daiam i (satuJ
periode pelaporan sesuai struktur APBD ],'ang
ciikiasifikasikan kedalam kelompok, jenis, dan rincian
obyek pendapatan, belanja dan pembiayaan.

Huruf b
Crrkrrn ielas

Huruf c
^..I-.-- 

:^t^^I ) r( _rr\

7B
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Huru. C

Cukup jeias
Huruf e

Cukup.jelas
Huruf f

Cukr:p jelas
Huruf g

Cukup jelas
Ayat (3)

Cr:kr:n iela-s
Pasal 177

I'rrlrrrn iplocvu,'uy JUr.r-,

Pasal 178
Cukup ielas

Pasai 179
Cukup jeias

Pasal 180
Cukup jelas

Pasal 181
Cukup jelas

Pa-saj 182
Cukup.jelas

Pasel I R-l

Cukup jeias
Pasal 184

Cukup jelas
Pasal iB5

Crrlrrrn ielas

Pasal 186
Investasi dilakukan sepanjang memberikan manfaat bagi
oeningkata-n nenda-nata-n da-era-h.neninqka-tan k-eseiahteraanr - _ - -- -o--__ --_-- r - -.----r -_'---- --- - - -_--7r - ----_o---_--_- - -J -_ -- -'_ _

masyarakat, peningkatan pelayanan masyarakat, dan/atau tidak
mpnrr(ranorr lilrrriditac lrerrqnoan dcerqh lnrreclcsi ncmerinlqhrn

daerah di atur daiam peraturan menteri setelah berkoordinasi
dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan
dibidang keuangan.

Pa-sal 187
Cukup jeias

Pasal 188
Cukup jelas

Pasal 189
Cukup jelas

Pcsol I Ofl

Huruf a
Yang dimaksud dengan "penyediaan barang dan atau jasa
layanan layanan umum" antara lain rumah sakit daerah,
penyelenggaraan penoroixan, pela5,anan iisensi clan dokumen,
pen5rs!6p*araan jasa penyiaran publik, dan peia5'anan jasa
peneiitian dan pengujian.
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Hurr;l b
Yang dimaksud dengan odana khusus untuk meningkatkan
ekonomi dan/atau layanan kepada masyarakat" antara lain
dana bergulir, usaha mikro, kecil, menengah, dan tabungan
perumahan.

Hur,-rf c
Cukup jelas

Pasal 191

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Crrkrrn ielas
- --__-_l J ----"

Cukup jelas

Cukup jelas
Pasal 197

Cukup.leias

Cukup jeias

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

(-rrlzrrn ielqc

Cukup jelas

Crrkrrn ielas
- -'__-'r J -_.^*

Ilrrirrrn iploc

Pasal 192

Pasal 193

Pasa] 194

Pasal 195

Pasal 196

Pasal 198

Pasal 199

Pasal 200

Docol 'Jfi I

Pasal 2A2

Pasal 203

Pasal 204

Pasal 205

Pasal 206

TA}{BAHAN LEL4BAFsN DAERAH I(AEUPATEN HALMAHER4 BARAT NOMOR 2
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